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ABSTRAK 

Nama : Anastasia. Yoria. Kastanya 
Program Studi: Kenotariatan 
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkstan Anak diluar Yayasan Sosial 

yang mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (Studi Kasus Penctapan 
Pengadilan Negeri No 129/PdtiP/2006/PN.Bgr) 

Yang melatar belakangi penelitian ini adalcili sejak jaman pemerintah Hindia 
Belanda dilakukan pengangkatan anak dengan C81li dan motifasi yang beroeda-beda, 
sesuai dengan slstem hukum yang berkembang di Indonesia. Sayangnya motifasi yang 
berk.embang saat ini tidak memperhatika.n lagi segi kesejahteraan dan kemanusiaan bagi 
anak-anak. Pada jaman pemerintah Hindia Belanda dikoluarkan suatu pemyataan bahwa 
pengangkatan anak. harus ditakukan dengan akta Notaris, narnun sesuai perkembangan 
jaman saat ini. hukum menyatakan lain bahwa untuk melakukan pengangkatan anak 
harus melalui Yayasan Sosiat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Metode yang 
digunakan dalam penelithm ini adalah studi dokumen dan bersifilt yuridis nonnatif; 
dengan menga.cu pada sumber-sumber seperti buku~ dan media internet Yang menjadi 
pennasalahan Utama pene!itian ini adalah mengenai organisasi sosial yang seperti epa 
yang dapat melakukan usaba Pengangkat.an Anak dan Mungkinkah bagi suatu 
Pengangkat.an Anak ditakukan di luar yayasan sosial. Setelah meneliti berbagai somber, 
diperoleh basil dan kesimpulan bahwa bahwa untuk melakukan pengangkatan anak hams 
melalui Yayasan Scsial yang telah ditunjuk oleh pemerintah, hal ini dilakukan oleh 
Pemerintah untuk meminimalis k:ejahatan di dunia anak.. seperti sering kali terjadi jual 
beli organ anak. Karena pengangkatan anak di depan notaris tetkesan lebih mudah 
dilakukan, dan tidak melalui proses yang bertele-tele, sehingga memungkinkan teljadin;'a 
kejahatan dan kriminalitas. Maka pengangkatan anak: dengan cara lain yang tidak 
ditetapkan o!eh Undang-undang menjadi hal yang diiB1ling oleh Hukum. Dengan kal$ lain 
tentu tidak mungk:in suatu pengangkatan anak dilakukan diluar yayasan social, Yayasan 
sosial menjadi suatu wadah perantara bagi tereiptanya suatu pengangkatan anak di 
Tndonesia, tentunya yayasan tersebut harus mendapat ijin dari pemt::rintah untuk 
melakukan usaha Pengangkatan anak. Dan dinilai mempunyai citra dan kapabelitas yang 
tinggi di mata masyarak.at dalam memberikan pelayanannya. Karena tidak semua 
Yayasan Scsial di Indonesia dapat menjadi media dalam Pengangkatan anak. 

Kata.Kunci: Yayasan Sosial 
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ABSTRACT 

Name : Anastasia Yoria K.astanya 
Program Study : Notary 
Title : A legal analysis on child adoption outside Social Fondation that 

obtains approval from District Court (Case study of court Order 
No. 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr) 

Issue that constitutes baekgrouad of this research is that since Dutch Colonial era, 
child adoption was conducted by different ways and motivations in connection 
with the developing legal system in Indonesia. Unfortunately, the motivation that 
is currently developing does not any longer put the concern on the welfare and 
humanity aspects for the children. In the era of the Government of Dutch 
Colonial, a statement was issued regulating that child adoption shall be conductad 
by Notarial Deed; however, along with the development of time, the Law later 
regulates the other way arouad, that child ndoption shall be conducted through 
Social Foundation appointad by the Government. This research uses documentary 
study with normative aad juridical approach refurtiog to sources such as hooks 
and internet media. Tim main problem of this research is on types of social 
organization that is authorized to conduct child adoption and the possibility of 
conducting child adoption outside social fouadation. Having researched all 
sources, it is resulted aad concludad that child adoprion shall only be conducted 
by Social Fouadation appointed by the Government. This matter is conducted by 
the Government in order to minimize crime against children as sale and purchase 
of child's organs often OCClllll. Since child adoption befurc Nota:ry seems to be 
less difficult to be carriad out aad without a complicatod procedure, it is therefore 
possible for crime aad criminality to exist. Accordingly, conducting child 
adoption by any other mea.'lll oot regulated by the laws is prohibitod. In other 
words, it is impossible for conducting child adoption outside social fOundation. 
Social foundation becomes ao intermediacy of coaducting child adoption in 
Indonesia, with the exception that such fuuadation shall obtain license from the 
Government to carry out child adoption. Further, such rounda!ion shall also have a 
good image aad capability in the eyes of the society in giving its service as not all 
Social Foundations in Indonesia are able to become the media in the case of child 
adoption. 

Keyword: Social Foundation 
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A. LATARBELAKANG. 

BAB.l 

PENDAHULUAN 

Anal< adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa didalam dirinya 

melekaL harkat dan martabat, sebagai ma.nusia yang utuh. Didalam tubuh dan jiwa anal< 

teroapat dinamika pertumbahan dan perkambangan secata Iisik dan mental. 

Masalah pengangkatan anal< bukanlah masalah bii!U, termasuk di Indonesia. 

Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anal< dengan cara dan motivasi yang 

berbeda-beda, sesual dengan sistem bukum dan perasaan hukum yang hidup dan 

berkembang di daemh yang bersangkatan. Di Indonesia sendiri yang belum mamiliki 

peraturen dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anal< suddl; sejak zaman 

dahulu dilalrukan .. 

Adopsi anal< adalah suatu perbuatan pengambilan anal< orang lain kadalam 

keluarga sendiri sehingga antm:a orang yang mengadopsi anak. dan anal< yang diadopsi 

timbul suatu hukum kekeluargaan seperti orang tua dengan anal< kandungnya sendiri. 

Tujuan dari pengangkatan anal< antara lain adaiah untuk meneruskan 

'keturunan', manakala didalam suatu perkawinan tidal< memperoleh keturunan. fui 

merupakaa motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan altematif yang 

positif dari manusiawi terbadap ualuri kehadban seorang anal< dalam pelukan keluarga, 

setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anal< pun. 

I 
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Selain itu pula ketika pemerintahan Hindia Belanda pun sempat mengeluarkan 

penrturan perundang-undangan mengeoai pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa 

yang juga bertujuan untuk melanjutkan ketunman1
• 

Dalam Petkembangan saat ini sejalan dengan perkembangen masyarakat 

pengangkatan Mak (adopsi) berubah untuk menjadi kesejahteroan (perlindungan) anak,· hal 

ini teroentum pula dalam pasal 12 (I) Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 4 tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : "Pengangkatan Mak (adopsi) menumt 

adat den kebiasaen dilaksana!om dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak."'. 

Ketentuan peratunm pemndang-uadangan yang mengetur tentang pengengkatan 

anak (adopsi) sudah ada di zaman sahelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana dialur 

dalam "Staotblad" Tahun 1917 Nomor .129 junoto Tahun 1924 Nomor 557. Menumt 

kelentuan S. 1917 No. 129 yang dapat rnengengkat anak adalah laki-Iaki berislri atau 

pernah berislri den tidak mempunyai ketumnsn Mak laki-laki dalam garis laki-laki. 

Kini lembaga Pengangkatan Anak semakin betkembang luas, karena dalam 

perkembanganoya tujuan pengengkatan tersebut tidak hanya untuk melanjutkan keturunan 

saja. Semakin berkembanganya Lembi.ga Pengangkatan Anak te,..but dipungeruhi oleh 

semakin banyaknya motivasi-motivasi Pengangkatan Anak. Sayangnya motivasi .. motivasi 

yang berkembang saat ini tidak memperbntikan lagi segi kesejahlell181l dari anak angkat itu 

sendiri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtell181l anak 

telah diotur bahW11 tujuan dari pengangkatan anak adalah terpenubinya kesejahteraan anak 

tersebut'. 

Walaupwt sampei saat ini belum ada juga Undeng·undang tentang 

pengengkatan anak namun kenyataannnya di dalam masyarakat Ielah banyak dilaksanakan 

pengangkatan anak ten;ebet, maka kiranya diperlukan suatu tertib pelakaanaan 

I. Indonesia. SJuatblaad Tentang Pengangkaton Anak, Staatblaad Tohun J917Nomor 129 
2. lndonesia, Undmtg-tmdang Ten tang Kesejahteraan Anak; Undang~Undang Nomor 4 

Tuhun 1979,LN. 32 Tahun 1979. TI.N 3134.Ps 12 
3. -e,Op.Cit.,Psto 

2 
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pengangkatan anak dl Indonesia agar tujuan rnenciptakan kesejahteraan anak 

Indonesia tercapai. 

Dalam perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat akan hukum 

praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat ada! maupun masyarakat 

ketorunan Tionghoa sering dilakukan dengan alcta notaris dan kemudian baru 

diajukan pennohonan penetapan Pengadilan Negeri. Praktek yang dilakukan oleh 

masyarakat adat dan keturunan Tionghoa sebagai bentuk. penyimpangan temadap 

ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 junero Staatblad 124 Nomor 557. Hal ini 

dikarenakan adanya Surat Edanm Mahkamah Agung Rapublik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 sert.a proses Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil. 

Kenyataan sebagaimana f<rsebut diatas, dengan didukung lilkta bahwa 

sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus 

mengatur pengangkatan anak (adopsi), sehingga menimbulkan kepastian hnkum 

dalam pengangkatan anak (adopsi). 

Sampai saat ini pemtumn yang yang mengatur tentang pengangkatan anak 

barulah dalam tingkal Sural Edanm Mahkamah Agung. Pengaturannya pun hanya 

dalam peng.,..gkatan anak non plena dahun arti anak angkal te=but nantinya tidak 

menjadi ahli waris secara penub dari omng tua yang mengangkatnya -Can anak 

t<rsebut tidak pulus hubungan dengan orang tua kandungaya. 

Yang diperbolehkan atau dijinkan oleh pemerlnlah dalam 

menyelenggarakan usaha pengangkatan anak yaitu hanya Organisasi sosial saja, yang 

mana dahun hal ini lertuang dalam keputusan Mentri Sosial Nomor 41 Tahun 1984. 

Maka dengan kata lain anak-anak yang dapat diangkat horus melalui panti asuhan 

yang disetujui oleh Mentri Sosial. Namun dalam prakf<knya di masyarakat masih saja 

tcrdapat penyimpangan-penyimpengan hukum, yaitu masih kita f<mni bebempa orang 

yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak melalui prosedur hukum yang 

diijinkan, misalnya saja setelah saya. Penulis meiakukan beberapa survey dimana kita 

temui didalam masyarakat masih saja ditemukan beberapa orang Tua atau ealon 

orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak tidak melalui penti 
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sosial, hal ini dapat dikatllkan sangal bertolak belakang dengan peraturan )'ling sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

Maka dapat kita lihat antara kctentuan hukum dan pelaksanaanya di 

masyarakat tidak selarns dengan apa yang sudah ditentukan. Hal ini dirnsakan sangat 

bertolak belakang, namun tentunya pemerintah hendaknya memperregas kembali 

rnengenai ketentuan penmdang-undangan yang mengatur secara jelas tagi masalah 

bal pengangkatan anak di Indonesia, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan 

menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS 

MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG 

MENDAPATKAN lJIN DARl PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS 

PENETAPAN PENGADILAN NO 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)" 

B. POKOK PERMASALAHAN 

Benlasarkan !alar belakang di atas, makn penulis merumuskan beberapa 

pokok permasalahan yang menjadi ruang lingkup bahasan dalam penulisan Tesis ini, 

yaitu : 

1. Mengapa banya organisasi social tertentu yang dapat menyetenggarakan 

usaha pengangkatan anak? 

2. syarat apa saja yang harus dipenuhi agar yayasan tersebut mendapatkan ijin 

untuk melakukan usaha pengangkatana anak? 

3. mungkinkan pengangkatan anak dilaknkan diluar jalur pengadilan dan 

apakah akibat hukumnya? Dan Bagaima.oa akibat hukum hubungan an­

calon anak angkat dan orang tua angkatnya? 
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C. TUJUAN PENULISAN 

Penulisan Tests ini diharapkan dapat memberlk:an pengetahuan dan pengertian 

tenteng : 

I. mengetaltui implementasi Undang·Undang No. 12 Tabun 2007 tentang 

kesejabteraan anak di Indonesia? dalam praktek dan prosedur pengangkatan Anak 

di Indonesia? 

2. Akankab pemerintalt mempert<:gas lagi mengenai ketenman perundang·undangan 

di Indonesia khususnya dalam hal pengangkatan anak di Indonesia. Sehingga 

menimbulkan kepastian hukum dalam pengangkatan anak (adopsi). 

D. METODOLOGI 

Metode penelidan yang digunakan penulis dalam mengumpulkan baban·baban 

serta data--data dalam penuUssan Tesis ini adalah bersimt normative dan empiris. dengan 

pengertian selain peneli6an ya.'g bertitik tolak pada buku, peraturan perundang-undangan 

dan peiaturan lain yang berhubungan dengan judul Tesis ini, penulis juga mengadakan 

penelitlan lapengan. Adapun metnde penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data 

bsgi penyasunan Tesis secara le~perinei adalab sebsgai berlkut: 

I. Metode Penelitian Kepustakaan (Libnu-y Research) 

Penelitian kepusatkaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan baban·baban 

yang dapat melengkapi materi dari Tesis ini. Dan dalam Metnde Penelition kepustakaon ini, 

penulis akan mempergunakan : 
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a. Bahan Hukum Primer. yaitu bahan~bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat kepada masyarak.at. seperti peratur.tn dasar, peraturan perundang­

undangan~ bahan hukum yang tidak tertulis yang tentunya berhubungan 

dengan tema penulisan tesis ini; 

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bohan hukum yang menjelaskan bohan 

hukum primer, misaklya lruku~buku mengenai adopsi. hasil·hasil penelitian. 

artikel-artikel mengenai adopsi, hasH seminar mengenai adopsi serta tesis 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memeberikan petunjuk 

rnaupun penjelasan relhadap bahan hokum primer dan sekunder, diantamnya 

kamuss ensk.lopedi, dan sebagainya. 

I. Metode Penelitian Lapangan (Field Rese!llXh) 

Penelitian 1apangan ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan 

data...tfata yang dapat metengkapi matcri penuJisan Tesis ini dengan cam melakukan 

interview dengan seoreng adopter 'X' yang metakukan pengangkatan anak dengan 

oara prosedur yang tldak dlijinkan oleh bukum. 

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penuJisan ini ialah penelitian 

diagnt~siJc. yaitu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai 

sehah timbulnya suatu gejala. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambamn secara umum mengena.i gambara materi 

dalam resis ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahan hasil penulillan 

yang dilakukan, maka secara garis besar penulisan Tesis ini dilakukan dengan 

sistematik:a sebagai berikut : 
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Bah I Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tnjtlan penulisan. 

Metode penelitian, dan diakhiri dengan Sistematik:a. Penulisan 

Bab II ; Pengangkatan Anak be!dasarkan Hukum Yang berlaku 

Daiam Bab II memuat pengertian umum mengenai Adopsi, Dasar Hokum yang 

lerl<ait dengan Pengangkalan Anak,Pengangkalan anal< di Indonesia dan 

kailannya dengan Usaha Perlindungan Am•k, Pengawasan Adopsi di 

lndonesiayang dilelllpkan Dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun, 2007, 

Kedudukan sebuah Yayasan Dalam Molakukan Usaha !'engangkalan Anak, 

Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dan Onmg Tua angkat, Asal-usul Calon 

Anak Angkat,Otonomi Daerah dan Pengangkatan anak, Kasus Kbusus dan 

Dispensasi Menlri unruk Pengangkalan anak diluar yayasan social yang Ielah 

dkabulkan o!eh Pengadilan Negeri dalam Kasus Pe!dala No. 129/pdt/2006/PN 

Bogor. 

Bab ill : Penutup 

Dalam bah ini l!lrdiri dari kesimpulan dan sanm, yang akan menarik kesimpulan 

dflri penuHs.an Tesis ini dan memberi suatu samn yang berkenaan dengan 

permasalahan yang menjadi topic utama penulisan Tesis ini. 
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BAB.2 

TINJAUAN YURIDIS MEN GENAl PENGANGKATAN ANAK DILUAR 

YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPATKANIJINDARI PENGADILAN 

NEGERI (STUD! KASUS PENETAP AN PENGADILAN NO 

129/Pdt/P/2006/PN.Bgr) 

A. PENGERTIAN UMUM MEN GENAl PENGANGKATAN ANAK 

8 

Anak merupakan bagian dari genemsi muda, penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan 

somber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang 

berlangsung secara terns menerus demi kelangsungan hidup, perb.lmbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 

Kondisi ekonomi sosial yang kurang menc!&!cung sangat mempengaruhi 

kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak: 

fudonesia. Kenyataan yang dijumpai di masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak 

yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak kita temui di 

jalan-jalan rlengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan 

penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun 

masyarakat 

Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak 

dasar mengenai pengangk:atan anak ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk 

Indonesia dengan undang-undang dasamya. Membicarakan masalah perlindungan 

hukum akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan hukum 

merupakan salah satu bagian. dari tujuan penegakan hukum. 
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Negara adalah negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan HAM sudah barang 

tentujuga merupakan tujua.n penega.kan hukum secant konsisten. 

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional 

rnaupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya 

menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerlntah. Saat ini, sangat banyak kondisi 

ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu 

diwujudkan oleh negam, dslam hal ini Pemerinlllh Republik Indonesia. Kegagalan betbagai 

pranata sosial dalam menjalaakan fungainya ikut menjadi penyebab teljadinya hal tersebut. 

Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah saw benillk 

perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang di satu sisi terus dicegah pelaksanaannya. 

namun di sisi lain diharnpkan dapat menjadi salah satu wujud dari usaha perlindungan anak 

A. I ADO!'SIMEN!JRUTHUKUMADAT 

Pengertian Adnpsi menurut hukum ada! di Indonesia sangat beraneka mgam, hal ini 

disebabkan kanena Adat Istiadot di Indonesia bersimt Plundistis. Namum pada lntinya 

dalam Hukum ada! pengertian adopsi adalah suatu perbuotan hukum unillk memberiksn 

status bukum tertentu pada '"''"ling anak, status mana sebelumnya tidak dimiliki oleh 

seuran anak tersebut. Ads yang rnenyebabkan putus hubungan dengan orang illa kanduog, 

dan ada yang tidak menyebabkan putus hubungan dengan orang tua kandungaya. 

Berlrenaan dengan masalah tala cora adopsi otau pengangkatan anak ini, ada 

herbagai macam, sesuai dengan keanekanegamon sistem masyarskat ada! kite. Sekalipun 

secara esensial tetap mempunyai titik persamaon. Adopsi dalam hukum adat cukup 

dilaksanakan seen terang atau tunal. Terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adot 

serta dengan bantuan kepala adat, dan illnai artinya menyarabkan sesuaill sebagai tanda 

persetujuan dar! orang tua angkat kepada omng tua kandung. Setelah pelakaanaan 

pengangkatan anak ternebut dilakaanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak 

tersebut menjadi anak angkat. 
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Berdasarkan hukum adat Mr. B. Ter Hear mendefinisikan sehagai perbuatan 

hukum yang memasukan ke da.lam ketuarganya seorang anak yang tidak menje.di 

Anggota keluarganya sedemikian rupa sehingge. menimbulkan hubungan 

kekcluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu secara 

biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia. 4 

A.Z.ADQP$1 MENURUT STAATBLAAD NQ 129TAHUN 1917 

Dalam Kitab Undang-undang Hokum Perdata (BW) tidak diketemukan 

suatu ketentullll yang meogatur masalah pengangkatan anak. B W hanya mengatur 

keteotuan tentang pengakullll anak luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalarn buku I 

Bab 12 bagian ke dga BW, tepatnya pada pasal 280 sarnpai 289 yang subtansinya 

mengatur ten lang pengakuan teri>adap anak-naka !oar kuwin. 

Lembaga Pengakuan anak luar kawin, tidal< sama dengan lembaga 

pengangkatan anak. Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakullll anak 

luar kawin hanya dapat dilakukan omng laki-laki saja khususnya ayah biologis dari 

anak yang akan diakui. Sedangkan dalarn lembaga pengangkalan anak tidak ternatas 

pada ayah biologisnya saja., tetapi seorang wanita atau seorang laki·laki yang sama 

sekaH tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan 

peogangkatan anak sepanjang memenuhi persyaralan hukum. 

Mengingat kebutuhan masyarakat tenlang pengangkatan anak Ielah 

menunjukan angka yang meningkat; disamping kultur budaya masyarakat Indonesia 

asH dan masyarakat keturunan Tiongbua telah lama mempraktekan pengangkatan 

anak. rnaka Pernerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan StaatbJaad Nomor 

129 Tahun !917 yang isinya mengatur secara khusus renlang lembaga Pengangkalan 

Anak ternebut guna melengkapi Hukum Peroata Barat (BW). 

4. Irma Setyowati Soemitro, A.spck Hukum Pcrfindungan Anak. (Jakarta : Bumi Aksara, 
!990)Hal.32 
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Da1am Staatb1aad Nomor 129 Tahun 1917 ini Pengertian Pengangkatan 

anak mempunyai arti yang sempit, disana Pengangk.atan Anak ada1ah semataoofllata 

untuk meJanjutkan keturonanl ketika seorang ist.eri sudah dapat dikatakan lanjut usia 

dan tidak memiJiki seorang anak (aki-laki maka pasangan suami isteri tersebut dapat 

mengangkat seorang anak laki-laki meskipun pasangan tetSebut telah memiliki 

seorang atau lebih anak perempuan. Karena dinilai setiap pasangan keluarga barns 

memiliki seorang anak lak1-laki guna melanjutlcan kdurunan dan membawa identitas 

keluarga seperti nama besar keluarga. 

A.3. ADOPSI MllNURUT SEMA NO. 4 T AHIJN 1989 

Dalam kenyataan tldak semua orang tua mampu untuk mernenuhi kehidupan 

anak kenyataan yang ada anak menjadi terlantar baik secam rohani maupun jasmani 

dan social maka diperlukan pengangkatan anak demi mewujudkan kasejahteraan 

anak. Untuk mengetabui fungsi dan tujuan adopsi serta dasar hukum dan prosedur 

adopsi per1u diketabui 1ebih dahu1u pengertian adopsi menurut hukum positif di 

Indonesia. 

Pengerdan Adopsi menurut SEMA No.4 tabun 1989 tentang pengangkatan 

anak ada1ah perbuatan hukum yang mengalihkan seonmg anak dari 1ingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua yang sah atau walinya yang sah atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas pemwatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut 

kedalam lingkungan kekuasaan orang tua angkat burdasarkan penetapan/ putusan 

pengadilan Negri, tanps mempersoalken apakah pengangkatan anak tersebut 

mempunyai akibat hukum yang penuh/sempuma atau akibat hukum yang rerbatas. 
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A.3. ADOPSI MENURUT KQNVENSI HAK-HAK ANAK fCQNVENTION QN THE 

RIQIS OF CHILD). 

Dalarn konvensi hak-hak anak menyebutkan hal-hal yang mengatur tentang 

perlindungan anak adopsi, sehingga anak adopsi mendapatkan perlindungan sebagaimana 

mestinya agar tethindar dari pihak·pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mendopatkan 

jaminan bahwa mereka telllp mendapatkan bak-hak mereka. Dimana perlindungan dan hak 

anak ndopsi tersebut terdapat dalam paaal tersebut dibewah ini: 

Pasal !9: 

l . Para Negaru peserta akan mengambil langkah-langkah legislative, ndministmtive, 

social, dan pendidikan yang layak guna mc:lindungi anek dari sernua bentuk 

kakerasan fisik atau mental, atau penyalahguanaan. Neg..,...,egaru Pihak harus 

mengambil semua tindakan legislatif, ndministrati( sosial dan pendidikan yang 

tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka­

luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau 

ekaploitasi, tennasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuban (pam) onmg 

tua, wali hukum a tau orang lain manapun yang memil;ki tanggung jawah mengasuh 

anak. 

2. 1mdakan-tindakan parlindungan tersebu~ sebagai layaknya. seharusnya meneakup 

prosedur-prosedur yang efektif un1uk penyusunan propm-program sosial untuk 

memberikan dnkangan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawah 

perawatan anak, d!lll juga untuk bentuk-bentuk peneegahan lain, dan untuk 

identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemerikaaan, perlakuan dan tindak lanjut 

kejadian-kejadian perlakuan buruk tethndap anak yagn digambarkan sebelum ini, 

dan, sebagaimana layaknya, untuk kell:rlibatan pengndilan. 
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Pasal20: 

I. Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan 

keluarganya, atau yang demi kepenUngannya sendiri yang terbaik tidak 

diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebu~ berhak atas 

perlindungan kbusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara, 

2. Negara~negara Pihak sesuai dengan undang..undang nasional mereka harus 

menjamin pengasuhan altematifbagi seorang anak semacam itu. 

3. Perawatan tersebut dapat !Jlencakup~ ant.a.ntlain, penempatan orang tua anak., 

kbfulah dalam hukum Islam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam 

lembaga yang tepat untuk pengasuhan anak, Ketika mempertimbangkan 

penyelesaian-penyelesaiannya, maka harus diberikan perhatian yang 

sememnya pada keinginan yang berl<esinambungan dalam pendidikan 

soorang anak dan para etnis, agama, latar belakeng budaya dan linguistik 

anak. 

Pssal2l : 

Negara-negara Pihak yang mengakai danlatau memperkenankan sistem adopsi harus 

menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merrupakan 

pertimbangan terpenting dan mereka harus : 

(a) Menjamin babwa adopsi senrang anak disabkan hanya olab para 

penguasa betwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang 

dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasaaken semua infurmasi 

yang berltubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diiperrkenankan 

menurut status anak mengenai orang tua, saudam--saudara dan wali 

hukum dan bahwa kblau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan 

telab memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling 

sebagaimana yang mungkin diperJukan 
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(b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara 

altematif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dafam 

asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara 

yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak 

(c) Menjamin bahwa anak yang bersangkntan dengan adopsi antar-negara 

memperoleh per!indungan dan standar yang sepedan dengan dengan 

perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasionaJ 

(d) Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa., dalam 

adopsi antar-negara, penempatannya tidak berakibat dalam pengbasilan 

keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya 

(e) Meningkatkan, apahila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat 

pengaturan-pengarumn atau perserujuan-pernetu)uan bilateral atau 

multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerrja ini, menjamin 

bahwa penempatan si anak di negam lainnya dilaksanakan oleh parra 

penguasa atau organ-organ yang berwenang 

A. 4, ADOPSI MENUR!II UNDANG-trmlANG NO. 23 TAHUN 2g02 J'ENTANG 

PBRLINDUNQAN ANAK 

Dengan adanya konvensi hak hak anak maka Indonesia melakukan komitmen 

ontuk menindak Janjutin konvensl tersebut dengan mengeluatkan undang-undang ini, 

maka pengartian Adnpsi menurut Undang undang no. 23 Tabun 2002 tentang 

Perlindungan anak terkandung dalam pasal39 yaitu: 

L pengangkatan anak hanya dapat dilaknkan untuk kepentingan yang tetbaik 

bagi anak dan dilaknkau berdasarkan adat kebiasoan setempat dan ketentuan 

pemtunm perundang-undangan yang berlakn. 
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2. pengangkatan ana.k sebagai mana yang dimaksud diatas, tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. 

3. cal on orang bJa angaka harus seagama dengan agama yang dio.nut oleh caJon 

anak angkat. 

4. Pengangkatan anak oleh Warga Negarn. Asing hanya dilakukan sebagai upaya 

tera.khir. 

5. Dalam hal asal usul anak tidak diketaln1i~ maka agama anak disesuallcan 

dengan agama mayoritas penduduk setempal. 

B. SEJARAH ADOPSI DI INDONESIA 

1. Pengangkaum anak sebelum Undang·Undang Perlindungan anak tabun 2002 

Pengangkaum anak dan anak angkat termasuk bagian subtansi dari hukam 

perlindungan anak yang telah menjadi bagian darl hukam yang yang hidup dan 

berkembang da.lam masyamkat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang 

barbeda-beda serta perssaan hukam yang hidup dan berkembang di masing-masing 

daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak belum diatur secara 

khusus dalam Undang-3ndang tersendirL 

Di Indonesia Pengangkaum Anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan 

menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan 
• 

kemanusiaan serta menyangkut kebutahan orang per onmgan dalam keluarga. Oleh 

karena illl lembaga Pengangkatan Anak yang telah menjadi bagian budaya 

masyarakat, akan mengikuti perkembangan dan pergemkan sesuai dengan siruasi dan 

kondisi yang diikati dengan tingkat keceroasan serta pe!kembangan masyamkat illl 

sendiri. Karena pada prakteknya ditemukan fukta yang menunjukan bahwa Iembaga 

pengangkatan anak morupekan bagion darl bukam yang hidup dalam masyarakat, 

maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memuat suatu aturan tersendiri 

tentl!ng Pengangkatan anak ( adopsi ) tersebut, maka dikeluarkan oleh Pemerintah 
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Hindia Belanda Staalblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengaturtentang pengaagkatan 

a.nak pertama-ta.ma hanya diberlak:ukan khusus bagi golongan mayarakat keturunan 

Tiogboa saja, telapi dalam perl<embangannya temyata banyak masyarakat yang ikut 

menundukan diri pada staatbiad tersebut. 

Pasal 5 sampai 15 Staa1blad 1917 Nomor 129 khusus mengatur rnasalah 

pengangkatan anak bagi golongan Tiongboa, sejak itulah Staa1blad 1917 nomor 129 

rnenjadi kelentuan hukem tertnlis yang rnengatur pengangkatan anak bagi kalangan 

masyarakat Tiongho~ yang an tara lain mengatur : 

1. Seorang 1aki-laki beristeri atau relah pernah beristeri tidak mempunyai 

keturunan lald-laki yang sah dalam garis laki-laki, bail< keturunan karena 

kelahiran maupun karena pengangkabm anak, rnaka bolehlah ia mengangkat 

seorang anak laki-laki sebagai anaknya. 

2. Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang suami, bersama­

sarna dengann isterinya atau jika dilakakannya setelah peakawinannya 

dibabarkan oleh ia sendiri. 

3. Anak yang holeh diangkar hanyalah orang-<>rang Tiongboa laki-laki yang 

lidak beristeri dan tidak mempunyai anak, serta yang lidak telah diangkal 

oleh orang lain. 

4. Omng yang dtaagkat barns berumur paling sedikit 18 { delapan bolas) tahun 

lenih muda daripada suaminya dan paling sedikit pula I 5 ( lima belas ) tahun 

1ebih rnuda dari si isteri atau si janda yang mengangkatnya. 

Ketentuan ini sehenamya berangkat dari satu keperoayaan adat Tionghoa, 

bahwa anak laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga di kemudian hari. 

Disamping itu anak laki-laki diyakinin oleh kepercayaan mereka sebagai yang dapat 

memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh Karena itu, kebanyakan dari masyarakar 
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Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat oleh orang loin. Kecuali apablla keluarga 

in i memberikan nafkah untuk kebutuhan anak~anaknya. 

Secara factual dlakul bahwa pengangkatan anak telah menjadl baglan dari adat 

kabiaSWI masyamkat muslim di Indonesia dan telah memmbah dalam pmktek melalui 

lembaga peradilan, maku sebelum tementuknya undang-undang yang mengatur se<>am 

l<husus, pemedntah telah mengeluarkan berbagi macam ketentuan hukum guna menjawab 

setiap pemasalahan yang ada l<hususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan 

Pengangkatan Anak, serta guna melengkapi setiap ketentua-katentuan yang ada agar 

masalah·masalah yang berkaitan tentang Pengangkatan anak dapet tersel ... ikan dengan 

baik. 

Maeam-macam produk hukum yang dikeluarkan oleb pemedntah ant.ara lain : 

I. Tahun 1958 : pemedntah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 

1958 tentang kewarganegaraan Rl 

2. Tabun 1974 : pemedntah mengeluari<an Undang·Undang Nomor 6 Ta.~un 

I 974 tentang katentuan Pokok kasejahteraan Sosial 

3. Tahun 1979 : Pemedntab mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak 

4. Tahun 1980 : Pemerintah rnengeluarkan Keputusan Mentri Sosial nomor 40 

/HUKJKEPIIX/1 980 Tentang organisasi social. 

S. Tabun 1983 : Pemedntah mengeluarkan SUral Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 tahun 1933 Tentang penyempumaan Sural Edaran Mabkamoh 

Agung Nomor 2 tabun 1979 mengenoi Pengangkatan Anak 

6. Tabun 2002 : Pemerintab mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anuk 
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2. Pengangkatan Anak setelah dilreluarkannya UU Perlindungan anak lllhun 2002 

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak haros 

dilakukan dengan proses hukum dengan pmduk panempan pengadilan. Jilre hukum 

berfimgsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rebyasa sosial, maka pengangkatan 

anak yang harus dilakukan melalui penempan pengadilan lel$ebut merupakan 

kemajuan kan rah panertiban praktik hukum pengangkallln anak yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangk.atan anak itu dikemudian hari 

memiliki kepastian hukum baik anak angkat maupun bagi omng tua angkat Praktek 

Pengangkabln anak yang dilakukan melalui pangadilan tersebut, Ieiah berkembang 

baik di lingkunagn pangadilan negeri. Maka disini terlihat bahwa praktik 

pengangkabln anak telah dikenalluas oleh kalangan masyarakat Indonesia. 

Karena Negara dan Pernerinblh berkewajihan dan bertangung jawah 

temadap ketertiban jalannya praktek pengangkabln analt bagi dari segi administrnsi, 

dan kepastian hukumnya, maka dilerbitkanlah beberapa kebijakan melalui paratu<an 

perundang~undangan dan yurispudensi yang mengatur dan menangani masalah 

pengangkatan anak, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tenllmg 

perJindungan anak sebagai dasar komitmen pemerintah untuk mernberikan 

perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tenllmg 

berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhll!t hak-bak dan 

peningk.atan kesejahleraan anak. Salah satu solusi yang untuk rnenangani 

permasalahan yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempallm lagi bagi orang tua 

yang rnampu untuk melaksanakan pengangk.atan anak. Tujuan pengangkallln anak 

hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus betdasarkan pada 

peratunm peruudang-undangan yang berlaku dan/atau benlasarkan pada adat 

kuhiasa!Ut selernpat' Mengingat hanyaknya penyimpangan yang tetjadi dalam 

masyarakat yaitu pangangkallln anak yang seringkali dilakukan blnpa prosedur 

5. K.amf1 Ahmud. Hukmn Perlindungan dan PengongkatonAnak di lndMesia, (Jakarta 
: PT Raja Grafindo Persada. 2008) Hal. 32 
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yang benar, pemalsuan data, pen:lagangan anak, bahkan telah te~adi jual beli organ tubuh 

anak. Untuk itu Pemerintah berpikir sangatlah perlu dikeluarkan suatu pen~tunm tertentu 

untuk melengkapi peraturan yang ada sebelumnya, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah 

suatu peraturan khusus tentang pelakannaan pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007. peroturan pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam 

pelakSIUUlllll pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan 

ana!<, syarat-syarat pengangkatan anak, lata cora pengangkatan anak, bimbingan dalam 

pelakSIUUlllll pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan 

pelaporan, 

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar 

pengangkatan anak dilakannakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

schingga dapat mencegah te~adinya penyimpengan yang peda akhimya dapat melindungi 

dan menigkatlren kcsejahteraan anak demi masa depan dan kapentingan terbaik begi anak 

di Indonesia. 

C.DASAR HUKUM '!! Ai'<G TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK 

B.l LJ!hjmya K!!ovensi Hak Anal< 

Gagasan mengenai hak anak pertama kali muncul pasea berakhimya l'erang Dunia 

I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana pcparangan terutama yang 

dialami oleh kaum perempuan dan 11nak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes 

dengan menggalar pawai. Dalam pawai tersebu~ mereka membawa poster-poster yang 

meminta perbatian publik alas nasib anak-anak yang menjadi kmban perang. Salah SCO!lii!g 

di antara aktivis tersebut, Eglantync Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir 

pemyataan teotang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh Save the Children FlUid 

International Union. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak 
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diadopsi setara intemasionai oleh Liga Bangsa-Bangsa. Se1anjutnya, deklarasi ini 

juga dikcnal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. 

Setelah berakhimya Pemng Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal 

Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM). 

Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia tersebut menandai 

perlrembangan panting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak 

khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini. 

Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluark:an Pernyataan mengenai 

Hak Anak sekaligus merupakan deldam.si intemasional kedua di bidang hak khusus 

bagi anak-anak. Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang bak ini 

semakin berkombang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun 

Anak lntemasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perornusan 

suatu dokumen yMg meletakkan standar intemasional bagi pengakuan temadap hak­

hak anak dan bernifut mengikat seeam yaridis. lnilah awal mula dibentuknya 

Konvensi Hak Anal<'. 

C.2. Undang-Undang Nomor 12 Tah!!!!2006 tontang jCewmw•Sllll!!!!l 

Pasal 5 (2) undang-undang ternebut menyebutkan hahwa anak WNI yang 

belum berusia lima tahun diangkat seeam sah sebagsi anak oleh wargs negsm asing 

berdasarkan penetapan pengsdilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia 

WNI7
• 

Mengingat belum teroentukuya peraturan mengenai pengangkatan anak, rnaka 

sebagai pedoman digooakan antara lain Sural Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempumakan oleh SEMA Nomor 6 Tahon 

1983. 

6. Majelii Umum PBB,Kolfl'UISi Hak-hakAnak {Ctmveth:ml on The RighWfthe Child) Majelis 
Umum PBB, 20 Nnpember 1989, Unicef, United Natioos. 

1. ladonesla, Undcng~Undang KeW'Qtgcnegarr.u:m, UU Kewargaaegl\tU!Ill Nomor 12 Telnm2006 
20 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



8,4 Surat E;!mn Mabkamah Agung Nomor 6 Tahun 19&3 

Salah satu isi dari SEMA Nomor 6 Tahon I 983 menentukan bahwa warga negara 

asing (WNA) yang akan mengadopsi anak WN! horus sudah berdomisili dan bekerja tetap 

di Indonesia selama minimal tiga tahun3
• Selain itu, calon orang tua angkat harus mendapat 

izin tertuHs dari Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakuknn melalui yayasan sosi&l 

yang memiliki izin dari Departemen Sosial untuk bergerak di bidang pengangkatan anak. 

Pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan orang tua kandung WNI dengan eaton 

orang tua WNA tidak diperbolehkan. Seomng WNA yang belum atl1U tidak rnenikah tidak 

boleh mengangkat anak WNI dan caJon anak angkat WNI harus berusia di bawah lima 

tahun. 

Bagi Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum 

belum berada da.lam keadaan yang semgam~ baik motivasi ma.upun cara.nya. Karena itu. 

masalah pengangkatan anak atl1U adopsi ini rnasih menimbulkan masalah bagi masyarakat 

dan pernerintah. Terutama dalam nmgka usaha perfindungan anak sebagaimana tercantum 

· dalam Undang-Undang Ke,.,jahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungll11. Anak. 

!l.5 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dengan adanya Undang-undang ini secara otomatis Negara R.epublik lndonesia 

menjamin kesejahteraan tiap-ti.ap warga negaranya, tennasuk perlindunga terhadap hak: 

anak yang merupakan hak asasi manusia. 

8. Indonesia. Sural Edaran Mahkamah Apng, SutatEdarnn Mahbmah Ag;ung Nomor 6 
Tahun 2003 
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C.5, Pemtull!!l Pemerintah Ng. 54 tobun 2QQZ tentang Pelaki!lllaan Pengangkatan Anak 

Komilmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terbadap anak telah 

dilindak lanjulin dengan disahkann;va Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Undang·undang ini mengarur tentang berbagai upaya yang dilakukan 

dlllam rangka perlindungan, pemonuhan bak-hak dan peningkatan kesejahtemaan anak. 

Salah saru solusi yang untuk menangani pennasalaban yang dirnaksud yairu dangan 

memberi kesempatan lagi bagi orang rua yang mampu unlnk melaksanakan pengangkatan 

anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepenlingan terbaik anak dan 

horus bendasarkan pada peraruran perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarl<an 

pada ad•t kebiasaan setempat.' 

Untuk itu perlu pengaturnn tentang pelaki!lllaan penkangkatan anak baik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun y- dilakukan oleb masyaeakat , yang dituangkan 

.Warn bentuk pememtunm pemerintah. Peratu1ll!l pemerintah ini dijadikan pedoman dalam 

pelaki!lllaan pengangkatan anak yang meneakup ketenruan umum dan lain·lain. 

D. PENGANGKATAN ANAK Dl INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN 

USAIIA PERLINDUNGAN ANAK. 

Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suaru liadakan mengambil 

anak o1llllg lain unlllk dipeliham dan diperlakukan sebagai anak kerurunann;va sendiri 

berdasarl<an ketenruan-ketentuan yang disepakati betSama dan soh mennrut hukum yang 

berlaku di m&S;yalllkut yang beri!lllgkutan. 10 

Dalam rangka pelaksansan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak 

merupakan hal yang perlu diperbatlkan, dan hams dipeslikan dilakukan demi kepentingan 

9. Indonesia. Pera.turan Pemerintah Tonbmg Pelaksanaan Pengangkatau Anak. l"tlf\ielasan 
Pemtnran Pemerintah No.S4 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

10. ArifOosita,Masalah Perlindlll1gQnAnak, (Jakarta: Abdemlk&Pressindo CV. 1984) 
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anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunya dampak 

perlindungan anak apabila memenuhi syarat-s.yarat sebagai berikut. 11 

l. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu. 

2. Anak yang cacat mental~ fisik., sosiat 

3. Orang Tua anak tersebut memang sudah benar--benar tidak mampu mengelola 

keluarganya. 

4. Bersedia memupak dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua 

kandung sepanjang hayal 

5. Hal~hallain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya. 

E. ASAL USUL CALON ANAK ANGKAT 

1 PENYERA.HAN ANAK LANGSUNG 

Penyerahan anak langsung tetjadi dimana orang tua kandung atau ibu k:andung 

menyerahkan sendiri kepada pihak yayasan dengan aiasan ekonomi atau a.nak di luar nikah 

I ayah kandung tidal< bertanggung jawab. Dalam hal ini Pihak yayasan akan berusaha 

mempengaruhi dengan persuasi psikologis melalui wawancara yang sangat mendalam~ agar 

niat untnk menyerahkan anaknya dibatalkan. Data anak tidak menjadi masalah, sehingga 

lsporan social anak dapat dibuat secara lengkap Akta Kelahirnn pun tidal< menjadi masalab. 

2 PENYERA.HAN ANAK TIDAK LANGSUNG 

Penyerahan anak tidak Iangsung teljadi dimana anak ditinggalkan saat melahirkan 

di rumah sakit atau klinik bersaiin. Data anak yang menyangkut tangga.l lahir tidak menjadi 

II. Ibid., Hall 8 
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masa.lah, tapi nama orang tua (Ayah dan lbu ) kandung a.tau bapak I Ibu biologis dapat 

menjadi masaiah, apabila kartu identita.s yang terdaftar tidak dipaisukan ( dapat dibuktikan 

dengan basil pencatian kembali domisili yang terteradalam kartu identitas yang terdaftar ). 

Pembuatan akta kelahirannya tidak akan menjadi rnasalah, karena anak serahan tersebut 

mempunyai Surat Tanda Kenai Lahir dart Rumah Sakit/ klinik bersalin yang bersangkutan. 

3. ANAK TEMUAN 

Anak temuan tersebut pada umumnya diterima oleh sebuah yayasa.n sociat tertentu 

dari pihak yang berwajib f masyamkat karena ditemukan disuatu tempaL Pihak yayasan 

tersebut biasanya tidak mempunyai data dan sejamh anak tersebu~ bahkan rldak dapat 

diketahui data tanggal lahir~ nama orang tuanya. Maka penetapan data anak harus melalui 

sidang perwalian yang akan menghasilkan Sura.t Ketetapan Pengadilan mengenai data 

kelahiran sesuai dengan parkiraa!l dokter Ah!i Anak. data Agama anak sesuai dengan 

tempat dimana anak tersebut ditemukan~ dan data orang tua kandungnya tetap tidak 

diketahui. 

Kemudian biasanya proses ponyetahan anak tersebut dilaporkan kepada pihak 

pemerintah, dalam hai ini menyangkut tembaga kepolisian dan suku dinas social I Dinas 

social Pemerintah Daetah setempat dan hak pengasuhannya disemhkan kembali kepada 

pihak yayaysan. Selanjumya pihak yayasan melakukan proses pencarian orang tua kandung 

dengan dsar data yang ada, kalau tidak berhasil mak.a diJanjutkan dengan proses pencarian 

melalui ildan sebanyak 3 ( tiga) kali berturut selama 30 ( tiga puluh ) hari. Selclah melalui 

proses tersebut diatas tidak berhn.sil maka yayasan hams berusaha mencarikan solusi yang 

tep.at agar anak tersebut memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh kembang 

sebagaimana layaknya seorang anak. dengan jalan program pendidikan dan pengangkatan 
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anak, agar si anak tersebut mendapatkan kesejahteraan dalam arti terjaminnya masa 

depan yang mandiri. 

Program pengangkatan anak atau program anak Asub sdalah cara yang terbaik 

bagi kehidupan caJon anak angkat I asuh, karena sebaik-bail<nya kehidupan dipanti 

asuban atau sebuah yeyasan sosial tetap lebih baik kehidupan dalam keluarga yang 

lengkap, dirnana anak dapat tumbuh kembang layaknya sebagai anak kandung dan 

mendapat pendidika.."l, bsih sayang, serta kesejahteraan untuk kehidupan di kemudian 

hari. 

Kedua program tersebut (Program pengangkatan anak dan Program anak 

asuh) merupakan suatu proses yang hamper sama dalam pelaksanaannya, dengan 

melalui konsult&si caJon orang tua asuh atau orang tua angkat, k.emudian hams 

melengkapi sumt-surat yang diperlukan sesuai dengan atumn yang ada, pihak dati 

yayasan horus melakukan kunjungan keluarga, agar dapat memhuat laporan social 

eaton orang tua angkat atau orang tua asuh. Program pengangkatan anak harus 

melalui ketetapan pengadilan negeri. Untuk program anak asuh tidak dapat 

dilaksanakan bagi Watga Negam asing, sesuai dengan pemtumn yang beriaku, dirnana 

untuk warga Negam asing harus melalui progmm pengangkatan anak Indonesia oleb 

warga Negara asing ( lnten:ountry Adoption ). 

L Proses PeJJgangkatun Anak antar warga Negara indonesia ( Dome:;tic 

Adoption), ada dibawah pengawasan, birnbingan, dan pertirnbangan dan 

keputusan lembaga-lembaga pennerintah Daerah yang terkait ( Tim PIPA 

terdiri dori Sembihm anggota wnnaauk yayasan penyelenggara). Untuk 

pemerintah Propinsi daerah kbusus lbukota Jakarta ada dibawah Dinas Bina 

Mental dan kesejabteraan Sosial. 

2. Proses pengangkatan Anak warga Negam Indonesia oleb Watga Negara 

Asing. banya dapat dilakukan sebagai upaya terakbir { Ultimum Remidium ), 

hurada dibawah pengawasan, bimbingan, serta pertimbangan dan kaputusan 
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lembaga pemerintah pusat yang terkait {Tim PIPA terdiri dari tujuh belas 

anggota tennasuk yayasan penyelenggara}, dalam hal ini ada dibawah 

Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. cq Direktomt Pelayanan 

sosia1 anak. Departement Sosial Republik Indonesia. 

3. Proses pengangkatan anak oleh orang Tua Tungga/1 Singe/ Parent Adoption, 

banya berlaku bagi warga Negam Indonesia dan barus mendapat ijin terlabih 

dabulu dru:i mentri sooial. Selanjutnya diproses seperti Pengangkatan Anak 

antar warga Negara Indonesia. 

4. Proses pengangkalan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara 

Indonesia atau warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia, daJam hal 

ini Pemerintah. Indonesia dan yayasan penyelenggara memberU:an filsilitas 

jasa yang dibutuhkan oleb pemerintab asing I agen adopsi pemerintab I swasta 

diluar ne~ misalnya pembuatan Iaponm sosial dan jasa monitoring selama 

proses penganglartan anak bedanganng. Pemerintab jasa monitoring biasanya 

sampai anak angkat berumur 18 (delapan belas) tabun, debun hal ini yayason 

sayap lbu hanys dapat melaksanakan sampai anak angkat meneapai umur 5 ( 

Lima) Tebun, sesuai dengan ijin bedaku. 

F. JENIS.JENISPENGANGKATANANAKANTARWARGANEGARA 

INDONESJA (BERDASARKAN BUKU PEDOMAN DEPARTEMEN 

SOSIAL TH 2006) 

1eni.s- jenis pengangkatan anak antarwarga Negara Indonesia adalah 

pengangkatan anak Jndonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, terdiri 

dari: 

I. fenfl!l!lgangkamn Anak antar Warga Nega@lndonesia ( Domestio Adoption) 
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I. Kategori Calon Orang Tua Angkat, yakni suami isteri Warga Negara Indonesia, atau 

Suami Warga Negara Indonesia dan Isteri warga Negara Asing. 

2. Persyara!Bn Pengangkatan Anak Bagi Calon Orang Tua angkat: 

a, Umur minimal 30 ( tiga pulun) tanun dan maksimal 50 ( Lima Puluh ) 

Tahun berdasarl<an bukti identitas diri yang sah ( Akte Kelahinm atau bukti 

identitas diri lainnya) 

b. Telah menikah sekurang-kurnngnya minimal 5 ( lima) Tahun yang telah 

dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perl<awinan. 

c. Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak. 

d. Tidak memungkinkan untuk mempunyai anak yang dibuktika.n dengan Surat 

Keterangan Ahli Kandungan dari Runtan Saki! Pemerintan. 

e. Seagama dengan anak yang diangkat. 

f. Dalam keadaan rnampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari 

tempatnya bekelja. 

g. Surot Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian 

setempat 

n. Dalam kead""" sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter 

Pemerintah. 

i. Dalwn keadaan sehat secara mental berdasarl<an keterangan dari Psikclogi I 

Psikiater I Dokter. 

j. membuat pemyat:aan tertuHs yang menyatakan kesanggupan CaJon Orang 

Tua Angkat untuk : 

k. Telah mengasuh Calon anak angkat selarna 6 bulan berdasarkan sural 

keputusan dari instansi Sosial atau kabupaten I K.ota tentang ijin Pengasuhan 

Anak. 

l. Bagi orang Tua warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri 

mengangkat anak Warga Negara Indonesia, maka calon omng tua tersebut 
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harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut 

berlangsung. 

3. Persyaratan Pengangkatan Anak bagi calon anak angkat: 

a. Anak terlantar berumur kurang dari 5 (lima) Tahun, ketika permohonan 

diajukan kepada Dinas I Instansi Sosial Propinsi/ Kabupa.ten I Kota, 

berd3Sllrkan Akta Ke!ahiran atau Sutat Keterangan Lahir yang Sah. 

b. Berada dalam asuhan Organisasi Sosiaf, atau berada datam lingkungan orang 

Tua pengganti. 

4. Pensedur Pengangkatan Anak: 

a. Permohonan pengangkatan Anak diajukan kepada lnstansi Sosial Kabupaten 

I Kota dengan meta.mpirkan beberapa dokumen seperti yang tertera dibawah 

ini, yaitu : 

I. Sural Penyerahan Anak dari Orang Tua/ Wa!inya kepada lnstansi 

Sosial. 

2. · Sural l'enyerahan Anak dari Instansi Sosial Propinsi/ Kabl Kota 

Kepada Organisasi Sosial. 

3. Surat Penyerahan Anak dari Organisasi So sial kepada Cal on Orang 

Tuaangkat. 

4. Surat Keterangan persetlljuan Pengangkatan Anak dari Kaluarga 

Suami isteri calon orang tua angkat. 

5. Sural Tanda Lahir CaJon Orang Tua Angkat. 

6. Surat Nikah Calon Orang Tua Angkat 

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani berdasarkan keterangan dari 

dokter pemerintah. 

8. Surat keterangan sehat sooara Menta) berdasarkan keterangan 

dokter atau Psikiater. 
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9, Surat Keterangan Penghasilan dari Tempat caJon Orang Tua 

Angkat belo:~a. 

b. Perrnohorum Ijin Pengangkatan Anak diajukan pemohon kepada kepala 

Dinas Sosialllnstansi Sosial/ lnstansi Sosial Propinsi I Kab I Kota dengan 

Ketentuan Sebagai Berikut: 

1. ditulis dengan tangan sendiri oleh pemohon di at.as kertas 

bennaterai cukup. 

2. Ditandatangani sendiri oleh Pemohon yaitu suami isteri tersebut. 

3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat. 

c. Dalam Hal calon anak Angkal Ternebut sudah berada dalam asuhan lo:luarga 

caJon orang Tua angkat dan tidak berada dalam asuban organlsasi social, 

maka calon orang tua angkat horus dapat membuktikan kelengkapan surat­

surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali ke1uarganya yang 

sah kepada calon Orang Tua angkat yang disahkan oleh lnstansi Sosial 

serempa~ tennasuk sumt kererangan kepolisian dalam hallatar belakang dan 

data anak yang diragulam ( domisiti anak be""al). 

d. Proses penelitian keJayakan. Yaitu Dinas social I lnstansi Sosial Propinsi I 

Kabupaten I Kota Setempat menunjuk Organisasi social untuk memfasilitasi 

eaton orang Tua angkat untuk: 

I. Melengkapi administmsi yang diperlukan. 

2. Home Visit I : untuk menilai kelayakan cal on orang Tua Angkat secara 

ekonomi, social? psikologis, budaya, kesehatan, dan lain~Jain yang 

di!akukan oleh pelo:lja social Organisasi sosial dan l'emerintah dcngan 

Catalan: 

(i). Apabila dalarn Rekomendasinya calon orang tua angkat layak 

sebagai calon orang tua angkat maka organisasi social mengajukan 

surat kepada kepala Dinas sosial I lnstansi SosiaJ Propinsi I 
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Kabupaten I Kota untuk dikeluarkan sural ijin pengasuhan 

semen tam. 

(ii). Apabila dalam rekomendasinya calon omng tua angkat tidak tayak 

melakukan pengangkatan anak anak maka organisasl social 

mengajukan surat kepada kepala Dinas sosiat I Jnstansi SosiaJ 

Propinsi I Kabupaten I Kota untuk menolak calon orang tua angkat 

dalam metakukan pengangkatan anak. 

3, Home Visit II : untuk menilai calon orang Tua angkat dan caJon Anak 

Angkat dapat menyatu yang dilakukan oteh pekerja Sosial, Organisasi 

SosiaJ dan Pemerintah dengan catatan: 

(i). Apabila dalam rekomendasi tersebut calon mang tua angkal layak 

sebagai orang tua angkat maka organisasi social mengajukan 

pennohonan untuk menindaklanjun kepada Dinas Sosial I lnstansi 

Propinsi I Kabupaten I Kota guna dibawa ke siding Tim PIP A. 

(ii). Apabila dalam re!romendasi tersebut calon omng tua angkat tidak 

Jayak mclakukan pengangkatan anak maka organisasi social 

mengajukan permohonan kepada Dinas Sosia1 I lnstansi Propinsi I 

Kabupaten I Kota untuk menarik kemba1i anak yang sudab ada dalam 

pengasuhan sementara calon orang tua angkat tersebut dan 

ditempatkan kembali dalam pengasuhan Y ayasan Sosial atan Orang 

Tua. 

4, Sidang Tim PIPA Daerah, merupakan siding untuk memberikan 

pertimbangan !ropada Kepala Dinas Sosial I lnstansi Propinsi I 

Kabupaten I Kota untuk menetapkan persetujuan atau penolakan 

permohonan Calon Orang Tua Angkat. Dalam ha1 Kepala Dinas Sosial/ 
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Jnstansi Propinsi I Kabupaten I Kota mengeluarkan surat keputusan izin 

pengangkatan anak untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri guna diproses 

lebin lanjut. 

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial I Instansi Propinsi I Kabupaten I 

Kota ballwa Calon Orang Tua Angkat dapat diajukan ke Pengadilan 

Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat. 

6. Penetapan Pengadilan: 

(i). CaJon Orang Tua Angkat mengajukan beti<as permohonan 

pengangkatan anak ke pengadilan negeri setempat untuk 

dimintakan penetapannya. 

(li). Yayasan SosiaJ tersebut mendampingi CaJon Onmg Tua Angkat 

bersidang di Pengadilan Negeri Setempat. 

7. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan 

(i). Yayasan Sosial menerima Surat Penetapan Pengadilan Negeri untuk 

selanjutnya diserahkan kepada Kopala Dinas Sosial I Instansi 

Propinsi I Kabupaten I Kota 

(ii). Kopala Dinas Sosial I lnstansi Propinsi I Kabupaten I Kota 

menyerahkan Surat Penetapan Pengaclila Negerl kepada CaJon 

Orang Tua Angka. 
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H. Pengangkatan Anak Secara Langsung (Private Adoption} 

Pengangkala!l nnak seca"' langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh 

Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia secara langsung antara 

orang tua kandung dengan caJon orang tua angkat di depan hakim PengadUan Negeri 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

I. Kategori Calon Orang Tua Angka~ yakni : 

a. Orang Tua Lengkap. yakni Suami isteri Warga Negara Indonesia, salah satu 

pasangan warga Negaf1i Asing dan yang satunya adalah Warga Negar 

Indonesia, 

b. Orang Tua Tunggal (Singe! Parent) Warga Negar Indonesia. 

2. Persyamtan Pengangkalan Anak bagi Calon Orang Tua Angkat : 

a. Umur minimal 30 ( tiga puluh ) Tabun dan maksimal 50 ( lima puluh) 

tahun. 

b. Dalam keadaasn mampu ekonomi beroasarkan sumt keterangan berdasarkan 

sural keterangan dari tempatnya bekerja. 

c. S!Jrat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian 

setempat. 

d. Dalam keadaan seha:t jasmani berda.sarkan keterangan dari Dokter 

Pemerintah. 

e. Da1am keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan dari Psilrol:ogi I 

Psikiater I Dokter. 

3. Persyaratan Pengangkalan Anak bagi Caton Anak Angkat: 

a. Anak berumur kurang dari 5 ( lima ) Tabun, ketika permohonan diajukan 

kepada pengadilan Negeri seil:mpat. 

b. Apabila annk lahir dari perkawinan yang sah dan masib memiliki orang tua 

lengkap ( Bapak dan lbu ), maka kedua orang tua rersebut harus hadir di 

depan hakim pengadilan Negeri. 
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c. Apabila Orang Tua meninggal dunia. maka harus ada pemyataan suta:t 

kematian. 

d. ApabHa anak lahir di luar nikah maka yang hadir di depan hakim pengadilan 

Negeri adalah lbu kandungnya. • 

4. Prosedur Pengangkatan Anak : 

a. permohonan pengangkatan Anak diajukan oJeh orang tua kaodung dan 

Calor. Anak Angkat kepada Pengadilan Negeri dan kepada Kepala Dinas 

Sooialllnstansi Propinsi I Kabupaten I Kota setempat. 

b. Dinas Sosial I Instansi Propinsi I Kabupaten I Kola setempat membuat 

rekomendasi kepada Pengadilan Negeri berdasarlcan hasi[ home visit. 

Ill. l'lmgongka!an Alli!k oleb Orang lui Thnggal f Singe! Parent) 

Pengangkatan Anak oleh orang tau Tunggal merupakan pengangkatan Anak yang 

dilakukan oleb Warga Negara Indonesia ternadap anak Warga Negara Indonesia dimana 

calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggnl. 

Pengangkatan Anak oleh Orang Tunggal meliputi : 

a. Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tunggal dilaksanakan setelah memperoleh ijin 

dari menteri Sosial. 

b. Syarat dan Tata Cara pengangkatan oleh orang tua tunggal mengacu kepada 

pengangkatan Ana antarwarga Negara Indonesia (Domestic Adoption) 
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F. KEDUDUKAN SEBUAH YAY ASAN DALAM MELAKUKAN USAHA 

PENGANGKATAN ANAK. 

Di indonesia hanya ada 6 organisasi sosial yang mendapat izin dari departernen 

sosiat Rl untuk melakukan proses pengangkatan anak. Yayasan itu ada:lah yayasan sayap 

ibu di jakarta dan Yogyakarta, yayasan darn putra Jakarta, yayasan pembinaan asuhan 

bunda di Bandung dan Batam. yayasan pemeliharaan anak dan bayi di Surakarta, Jawa 

Tengah, yayasan bala keselamatan matahari terbit di Surabaya, Jawa Timur untuk adopsi 

Jintas negera.. Dan yayasan kesejahteraan ibu dan anak di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Scbuah yayasan dalam melakukan usaha pengangkalan anak terlebih dahulu harus 

mempunyai Surat ijin da.ri pemerintahf hal ini dHakukan untuk menjaga dan melindungi 

kepentingan calon anak angkat tersebu~ agar tidak tetjadi hal-hal yang tidak dikehendaki 

seperti misalnya sering kali terjadi kasus~kasus pelanggaran anak yaitu perdagangan anak. 

Maka dengan ndanya Surat ijin tersebut diharapkan dapat memperketat pelanggaran 

terhadap anak, khususnya bagi mereka yang mendirlkan organisasi social dalam hal 

pengangkatan anak". 

Tahun 2006 Direktorat Jendrnl Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Direktorat 

Pelayanan Anak telah mengeluarkan buku Pedoman pengangakatan Anak untuk mengganti 

Buku Pedoman yang terdahulu dengan Penyesuaian yang lebih luas untuk dapat mencakup 

permohonan pengangkatan onak dengan tujuan menghindarl terjadinya pengangkatan anak 

illegal13• 

12. Sri Kusniati. Kebijakm Pemerintah datam Pengangkatan Anak, (Jakarta : Bidang 
Pcrlindungan Sosial, 2QOS ) 

13. Indonesia, Pedomcm Pe/aksanaan Pengangkatan AnaA; ( Jakatta : Direk"totat Jendral 
Pelay.man dan Rebabililasi Sosial, 2006} 
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G.l KEWENANGAN YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA DALAM 

PROSES PENGANGKATAN ANAK. 

Saat lni sedang di rencanakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang pengangkatan anak yang dikoordinasikan oleh Direktorat Bioa Mental dan 

Spiritual, Departement social. Yayasan sayap lbu turut berpartisipasi dalam memberikan 

masukanRmasuka.n sesuai dengan pengalaman yang telah dilalui selruna melaksanakan 

program pengangkatan anak, ka.rena yayasan sayap ibu merupakan yayasan social yang 

bergerak dibidang kesejahtera.an social dan telah rnendapatkan izin dari Menteri Sosial Rl 

no. D.lll-7817/a/8/1976 untuk menyelenggarakan Usaha Penyantunan anak diatur dalam 

ketentuan yang tercantum dalam peraturan~peraturan yang bedaku. Ketentuan ternebut 

antara lain : 

I. Undang-undang No. 62 Tahun 19S8 Tentang Kewarganegaraan Rl, pasal I, 2 dan 

17 huruf(d) 

2. Undang-undangNo.4 Tahun 1977TentangKesejahteraanAnak, pasa112 

3. Surat Edamn Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anakjo. 

Surat Edamn Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, jo. Sura! Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2005 

4. Peraturan Pemerintah nomor 2Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak 

yang mempunyai Masalah, paaal4 (2) dan pasal5 (2) 

5. SK Mensos Nomor. !3/HUK/1993 tentang Juklak Pengangkatan Anak jo. SK 

Mensos No. 2/HUK/1989, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2005. 

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 (2), 

Pasal57 (2) dan (3) 
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Dengan itin dari pemerintah, Sayap Jbu menyediakan layanan pengangkatan 

anak , sehingga sesuai dengan SK Menteri Sosial RI No.23/HUKIKM/l982 dan 

Keputusan Gurbenur Kepela Daerah Khusus lbukota Jakarta No.Dlll/7817/al8/l 976. 

Yayasan Sayap lbu bertirtdak sebagai mitm pemeriniah, perpedoman pada 

peraturan-peraturan yang berlaku, yang telah digariskan oleh peraturan pemerintah1 

melalui : 

a. surat keputusan Menteri Sosia1 Nornor 13 I HUK I Tabun 1993 

tentang petunjuk pelaksanaan Pengangkatan Anak; 

b. Keputusan Menteri Sosial Nom<>r 2 I HUK I Tabun 1993 tentang 

penyempumoan Lampinm Keputusan Menlri Sosial tentang 

Petwljuk Pengangkatan anak ; 

c. Keputusan Menlri Sosiel Nomor 58 I HUK I Tahun 1985 Tentnng 

Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak antar Warga 

Negare Indonesia den Pengengkatan enak lndnnesia oleh Warga 

Negare Asing ; 

d. Sural Edanm Mabkameb Agnng Nomor 2 Tai!Un I 997 mengenai 

Pengangkatan Anak ; 

e. Sural Edamn Mahkatr.e.~ Agnng Nornur 6 Tabun 1983 Tentnng 

penyempumoan SEMA sebelumnya dan SEMA nomor 4 Tabun 

1989 Tentnng Pengangkatnn Anak. 

Y ayasan sayap lbu cabeng Jakarta melalui Biro konsultasi Pengengkatnn 

Anak yang merupakan salab satu kegiatnn da1arn prognnn pengentnsan Anak 

menerima Calon Orang Tua angkat untuk di interview atau diwawancari oleh 

konsultan Pengangkatan Anak untnk dapat mengetnhui apakan oalon orang tua angkat 

teJSebut dapat memenuhi pen;yaratan yang berlaku, yang akan diajukan untuk 

mengisi funnutir pennohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh kedua 

suomi istri, dan penendall!ngen mlllla tidak dapat diwakilkan. 
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Dalam konsultasi tersebut diterangkan secara rinci proses peng:angkatan anak yang 

akan dilalui, mulai dari penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan, bagaimana 

meodapatkan talon anak angka4 kunjungan keluarga yang akan dilaksanakan oleh peke~a 

social pemerintah dan yayasan sayap ibu, taporan social anak dan laporan social caJon 

orang tua angkat, waktu asuhan keluarga dan laporan social perkembangan anak14
• Tim 

PIP A ( Tim Pemberian ljin Pengangkatan Anak ), Pengadilan Negeri jumlah biaya 

adminislrasi yang akan dibebankan keperla pemohon. 

Pihak yayasan tldak mempunyai wewenang untuk memberik.an ijin pengangkatan 

anak, hal ini harus melalui pertimbangan Tim PIP A. Yayasan hanya mempersiapkan 

dokumen -dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan -peraturan yang berlaku, 

termasuk mengatur, menterjemahkan semua dokumen..dokumen yang dal::un bahasa asing 

dan legalisasi sebelum diajukan ke rapat tim PIP A, mendaftarkan ke pengadilao Negeri 

utnuk mendapatkan surat ketetapan I keputusan Pengerlilan Negeri. 

Pengangkatan enak antar warga Negara Indonesia beijalan dengan baik, walaupun 

tentu saja masih terdapat hambatan-hambatan. Dengan erlanya Undaog-undaog 

Perlierlungan Anak No. 23 Tahun 2002 ayat 3 pasal 39, yang meng!taruskan anak angkat 

diberik.an kepada orang tua angkat yang seagama dengan ibu atau orang tua kandung, 

sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada hal-hal yang perlu kita perltatikan : 

1. Dengan adanya ketentuan mengenai agama, maka pemohon haros menunggu 

cukup lama, karena serahan bayi dari warga Negara non muslim yang diterinta 

oleh yaysan tersebut sedikit sekali jumlabnya. Make jalan keluar yang mereka 

tempuh yaitu mernbina kerjasama dengan panti asuhan lain yang Non Muslim 

agar bayi-bayi tersebut dapat diadopsi dengan prosedur yang benar oleh warga 

Negara asing. 

14. Wawancam dengan kerua Yayasan Sa)'ip Ibu Pusat: Hj. Ciptaningsih Utaryo, hal·hal 
tersebut diaiu.s harus mendapatkan ijin seeara rcsrni dari lim PIPA , dalant pelak.sannannya J'im PIPA 
tersebut terdiri dari anggota T101 PIP A Ado psi domestic dan Adopsi Inter-Country. 
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2. Dibeberapa daerah yang jauh dari pemerintahan pusat masih terjadi 

pelanggaran-pelanggaran, dimana pihak pengadilan negeri :setempat 

menyidangkan kasus pengangkatan anak warga Negam asing dengan tidak 

melalui prosedur yang telah ditetapkan. yaitu : Pengangkatan anak Indonesia 

o1eh warga Negara asing ( Intereounb'y Adoption ) harus melalui yayasan 

yang telah ditunjuk . Tanpa melalui TIM PIPA , kasus tersebut dibawa ke 

peng.adihm negeri setempat. AkibaV!ya sangat fatal. Karena pada saat anak 

angkatnya akan dibawa meninggalkan Indonesia menuju Negara asalnya, 

pihak kedutaan Negara yang bersangkutan menolak untuk memberikan visa 

bagi anak angkat tersbu~ kerena tidak diproses sesuai denganp prosedur yang 

berlaku. Maka so1usinya kasus tersebut harus diproses ulang dan harus melalui 

pembmlan ketetapan pengadilan oleh mahkamah agung. 

G.2. PROSES PENGANGKATAN ANAK 01 YA YASAN SAY AP !BU. 

Setelab Adopter mengbubungi stafbagian pengangkatan anak di salab satu yayasan 

tersebut, pasangan tersebut akan dibuatkan janji untuk konsultasi bersama pengurus dan 

psikolog yayasan. Selanjutnya, pesangan tecsebut akan diberi penjelasan seputar syarat 

pengangkatan anak. Krlteria caJon orang tua angkat adalah teJah menikah minimal 5 tahun, 

berumur antara 30-45tahun~ suami~istri sehat,. punya penghasilan yang eukup untuk 

merawat dan membesarkan anak. Pasangan yang tidak mungkin mempunyai aoak kandung 

Akan mendapat prioritas utamaa. 

Kemudian pasangan tersebut akan diminta menyerahkan beberapa dokumen. 

seperti fotokopi akta nikah, sura! keterangan dari dokter kandungan, sural pemyman 

persetujuan dari pihak keluarga besar~ dan surat pemyataan motivasi untuk mengadopsi 

anak. Setelah itu adalah waktu tunggu sampai yayasan rnenemukan anak yang cocok. 

15. Wawoncom dengan Ketua YayasanSayep lbu Pusat: Hj. Ciptmlingsih Utnryo.Proses 
Pengnngkatsn Anak: di yayasan sayap ibu 
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Di antara rentang itu, staf yayasan dan din as sosia1 akan melakukan kunjungan untuk 

melihat kondisi keluarga dan linglrungan pasangan tersebut. 

SeteJah yayasan menemukan anak yang cocok, maka pasangan t.ersebut akan 

mendapat surat panggilan untuk dipertemukan dengan caJon anak adopsi. Setelah ada 

kesepakatan, baru orang tua diberi izin asuh sementara oleh dinas sosial. Memasulci 

bulan keempat, tim Pemberi lzin Pengangkaflln Anak atau PIPA, akan kembali 

melakukan kunjungan. Jika tim menilai omnglna layak diberi izin pengasuhan letap, 

maka rekomendasi dari tim akan dibawa ke Pengadilan Negeri setempat untuk 

disidangkan hingga keluar surat ketetopan ( untuk adopai domestic ) atou sural 

keputusan ( untuk adopsi lintas Negarn ). Setelah itu, surnt ketell!pan harus dilaporl<an 

ke kantor call! tan sipil. 

Biaya untuk seluruh proses pengangkatan anak di yayasan sayap ibu 

misalnya, sebesar 3.500.000 untuk adopsi domestik dan 5 juta untuk adopsi lintas 

negara. Itu semua 

untuk membiayai proses hukum, bukan jual heli anak. 

Anak adopsi bisa saja didapat bukan dengan bantuan yayasan yang ditunjuk 

resmi oleh departemen sosial. Seorang keluarga bisa mengangkat anak da.rl rumah 

yatim piatu atau anak kembat. Namun proses hukum tetap harus dijalani. Yayasan 

yang ditunjuk oleh departemen sosial juga bisa memherikan pendampingan. Orang 

tua tersebut bisa langaung mendaftarkan dokumen permohonan adopsi ke Pengadilan 

Negeri yang herwenang di wilayah domisili eaton anak angkat Pengadilan biasanya 

mensyaratkan lapnran sosial. Yayasan yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan 

proses adopsi, bisa membantu menyusun lsporan kondisi sosial. 

Pengangkatan anak diprioritaskan begi pasangan yang Ielah menikah 5 

tahun dan belum memiliki anak all!u hanya memiliki satu a:nak. Pengangkaflln anuk 

oleh WNA(Warga Negara Asing) diperil<>lehkan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Selain itu Sayap lbu memherikan banlllan hukum untuk proses pengangkaflln anak 

walaupun bukan dari Yayasan Sayap lbu. 
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0.3 PROSEDUR PENYERAHAN ANAK. 

I, Prosedur penyerahan anak oleh orang Tua kandung kepada Panti Sosial Asuhan Anak; 

a. anak diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Instansi Sosial Kabupaten/ Kota 

yang selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan anak. 

b. lnstansi Sosial Kabupaten/ Kota menyerabkan Pengasuhan Anak kapada Ponti Sosial 

Asuhan Anak di wilayahnya. 

2. Prosedur Penyerahan anak dari Rumah Sakit I Rumah Bersalin kepada Panti social 

Asuhan anak di wilayahnyn: 

a. anak yang dilahirl<an dan ditinggalkan onl!lg tuanya diserahkan kepada pimpinan 

Rumah sa.kit kepada lnstansi social kabupaten I kota kamudian dibuat berita acara 

penyeraban anak 

b. Dari Instansi social tersebut menj<:erabkan pengasuhan an.ak kepada Panti Sosial 

Asuhan Anak. Dengan menandatangani BAP nya 

3. Prosedur Penyeraban Anak Terlantar kapada Panti Asuhan Anak: 

a. Orang yang menemukan anak terJant:r -terse but melaporkan kepada RTIR W setempat 

b. RTIRW setempat menyerahkan anak kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan 

Berita Acam Penyerahan Anak 

c. Kepolisian tesebut menyerahkan anak kepada lnstansi Sosial kahupaten/Kcta dengan 

menandatangani Berita Acara Penyerahan tersebut. 

d. Instansi Sosial Kabupaten/Kota. menyerahkan Pengasuhan anak kepada Panti Sosial 

AsuhanAnak 
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G.4. PlHAK PlHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN ADOPSI 

1. Pasangan Suami lstti. 

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA 

No.6 tahun 1983 tentang penyempumaan Sural Edanm Nomor 2 tahun 1979 tentang 

pemeriksaan permohonan pengesahanlpengangkatan anak. Selain itu juga ada Keputusan 

Menter! Sosial R1 No. 41/HUKJKEPN!l/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 

pengangkatan anak juga menegaskan bahwa syarat: untuk mendapatkan ijin adaJah calon 

orang tua angkat bersatus kawin dan pada saat mengajukna permohonan pengangkatan 

anal<, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi 

eaton anak angkat yangberada dalam asuhan organisasi sosiaL 

2. Orang tua tunggal 

Dalam Staatblaad 1917 No. 129 ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi omng-orang 

Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat 

perkawinan,juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda allllljanda). Namun bagi janda 

yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggaJkan wasiat yang isinya tltlak 

mengbendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakakannya. 

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki­

laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan 

Pengadilan Negeri lstimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei l%3, telah membolebkan 

mengangkat anak perempuan. Namun seiring dengan sejalannya waktu pada saat ini 

pengangkatan Anak hams dilakukan dengan prosedur yang tepa! menurut Undang-Undang 

yang berlaku, jadi bukan hanya semata~mata dapat dilakukan dengan akte Notaris, namun 

harus dilakukan melalui sebuah yayasan, <limana yayasan tewbutlah yang mengajukan 

permobonan ke Pengadilan Negeri setempat. Mernang dirasa hal ini Jebih sulit dllakukan. 
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karena harus melalui berbagai proses yang sudalt ditentukan. Keputusan ini 

dilakukan oleh Pemerintah guna menjaring dan meminimalis krirninalitas di bidang jual 

beli anakl6. 

G.4. TATACAR.A PENGANGKATAN ANAK 

Surat Edamn Mahkamah Agung R1 No.6133 yang mengatur tentang cam 

mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terJebih dahulu 

meng•jukan pennohonan pengesahanfpengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat 

anak yang akan diangkat itu bemda. 

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan kepada panitera. 

Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. dengan 
. 

dibubuhi marerai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

daemh hukumnya meliputi tempat tinggaUdomisili anak yang akan diangkat . Dalam hal 

calon-orang tua angkat didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau eaton 

orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadlian Negeri. 

Dalam hal calon anak angkat tersebut bemda dalam asuhan suatu yayasan sosial 

maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang 

bersangkutan Ielah diizinkan bergemk dibidang kugiatan pengangkatan anak. CaJon anak 

angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud dial.as harus pula 

mempunyai izin tertulis dati Menteri So sial atau Pejabat yang ditunjuk17• 

16. Pldato Presiden Republik Indonesia, Pada Pen®nangan Geraltan Nasional Pertindungan 
Anak, Acara Pnncak hari anak Nttsional, 23 Juli 1997 

17. Indonesia, Op.Cit.., Ps 20 
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H. AKIBAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DAN 

ORANG TUA ANGKAT 

Sifat pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat 

dianggap hanya sebagai kesepakatan antam pam pihak semata. Perbuatan 

pengangkutan anak bukanlah suatu perbuatan yang teljadi padasuatu saat saperti 

penyemhan barang, melainkan merupakwt !11llgkaian kujadian hubungan 

kekeluargaan yang menunjukan adanya kesungguhan~ cinta ka.sih dan kesadaran yang 

penuh akan segala akibat seianjutya dari Pengangkatan Anak tersebut 

Untnk hal ini Pemohon atau caJon orang Tua angkat diwajibkan membuat surat 

pemyataan bahwa akwt rnemberikan pendidikan, menjaga kesehatannya dan akan 

memperlakukan anak angkat tersebut dengan selayaknya saperti anak kandungnya 

sendiri.Selain itu juga harus diperkuat oleh Surat Pemyataan dan Orang Tua I 

Keluarga Kandung pemohon bahwa keluarga besar mendukung dan menyetujui 

keinginan pemohon untuk mengangkat anak. Hal ini dilakukan untuk membuktlkan 

bahwa anak angkat terse but akwt dimrima dengan balk dalarn keluarga besar mereka. 

Dalarn hal kewarisan anak angkat tersebut dianggap sebagai anak sah, makn 

sud..!; sewajarnya anak angkat tersebut hams mendapat bagian mutlak dalam sistem 

kewarisannya18
• 

I. PENGAWASAN ADOPSI Dl INDONESIA YANG DITETAPKAN 

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 

Pengangkatan anak sebanarnya menyangkut perubahan status legal seseorang. 

Oleh karena itu~ persyaratan adopsi dirinci sedemikian ropa sehingga proses hukum 

dan akibat hukumnya juga diketahui. Tennasuk silltus bubungan hukum antara anak 

dengan orang b.la biologisnya seka1ipun ia sudah puluhan talmn di tangan orang tua 

angkat. 

18. Soeryuoo Soekamto, Pedotm:rn Mengmai 8Wem KewifriSf(n Huhtm Bar<tS. {Jakarr.a: Ptimassi:ndo. 
2004} hal. Jl 
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Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 

mengatur pengawasan pelaksanaan adopsi. Berdasarkan beleid yang diteken Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono lni. pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini 

Departemen Sosial) dan masyarakat. Seja!an dengan hal tersebut, ini juga menegaskan 

bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau 

peJanggaran da1am proses adopsi. 

Peraturan Pemerintah ini menguraikan siapa saja atau Jembaga mana saja yang 

layak diawasi, yakni orang perseomngan) !embaga pengasuhan, rumah sakit bersaJin, 

prnktek-pmk!ek kebidanan, dan panti sosial pangasuhan anak. Tetbadap orang perorongan 

dan lembaga pengasuban dilakulom karena dalam beberapa kasus terungkap adanya jual 

beli bayi, babkan oleh lembaga pengasuhan anak berkedok yayasan. 

Seharusnya, petugas sosial dari Departemen Sosial melaporkan kegiatan calon 

orang tua angkat dan perkembangan anak setelah diangkat. Lalu, sampai saat ini menjadi 

pertimbangan Departemen Sosial bagaimaria pekeija sosial mengawasi anak~ak 

Indonesia yang sudah diadopsi oleh WNA? Seandainya negara mau menyediakan dana, 

mungkin pengawasan tersebut bisa diatasi dengan baik. 

Berdasarkan Undang-Undang Yang berlaku saat ini, Pemerintah lebih menunggu 

kerelaan orang tua angkat untuk melaporkan pelk.embangan anak adopsinya k:e perwaidlan 

Indonesia di luar negerl. Minimal satu kali dalam satu tahun hingga anak tersebut berusia 

18 ( delapan bolas) tahun 11• 

Namun kebanyakan masyamkat pada umurnnya meragukan proses normatif itu bisa 

dijalankan. Apalagi mengingat koordinasi antar instansi Pemerlntah yang relatif kurang. 

Bahkan instansi Pemerintah bisa kehilangan kontrol kaJau si anak: sudah menjadi warga 

negara asing, mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya. 
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I. TIM PIPA 

Tim PIP A adalah Tim Pemberian ljin Pengangkatan Anak, yang dibentuk untuk 

mmberikan pertimbangan pemberian ijin atas pennohonan pengangkatan anak yang 

diajukan. 

Tugas Tim P!PA adalah melakukan penelaahan dan penelitian terhadap 

permohonan ijin yang diajukan sehingga keputusan yang diambH memiliki dasar yang kuat 

sebelum diajukan ke pengadilan negeri. Ada 2 (dua) klafisikasi Tim PIPA. Klafisikasi 

pertama adalah Tim PIP A yang memberikan pertimbangan pengangkatan anak waTga 

Negam Indonesia oleh Warga Negam Asing ( Jntercountcy Adoption), Tim PIP A yang 

kedua adalah Tim PIP A yang biasa disebut Tim PIP A Daerah atau Propinsi yaitu Tim yang 

memeberikan pertimbangan pengangkatan anak antar warga Negam Indonesia (Domestic 

Adoption) 

Adapun Anggota TIM PIP A (Tim Pemberian Jjin Pengangk:atan Anak ) Adopsi Domestik : 

1. Kepala Sub Dinas kesejahreraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia. 

2. Kepala Bim Administrasi Kesejahteman MasyarakatPropinsi. 

3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. 

4. Kepala Dinaa Kependudukan dan Catalan Slpil PropinsL 

5, Kepala KanwH D~:partement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

6. Direlctu lnrel Polda Metro Jaya. 

7. Kepala Kanwil Departement Agama. 

8. Kopala PSSA Balita Tunas Bangsa 

9. Ketua Yayason Sa yap !bu. 

Dan Anggota TIM PIP A (Tim Pemberian ljin Pengangk:atan Anak ) Adopsi Inter-Countcy : 

I. Staff Ahli Mentri Bidang lntegrasi Sesial ( Departement Sesial!U) 

2. Staff Ahli Mauri Agama Rl. Bidang Pemherdayaan Umat Bemgama ( Departement 

Sosial ). 

45 
Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



3. Sekretaris Ditjen Yanrehsos I Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ( Oepartement 

Sosial R.l). 

4. Kepala Pusat Penyusunan Peraturan Penmdang-undangan dan Bantuan Hukum ( 

Departement Sosial R.l). 

5. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian ( Departemen Sosiat R.I). 

6. Direlctur Bina Pelayanan Medlk Spesiallstik ( Departemen Kesehatan) 

7. Direlctur Hukum Perdata Umum ( Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ) 

8. Direktur Petjanjian Ekososbud ( Departemen Luar Negri Rl) 

9. Direktur Konsuler ( Depa:rtemen Luar Negri RI) 

t 0. Direlctur Sesial dan Politik ( Kejaksaan Agung RI ) 

II. Direktur Pengembengan Nilai-nilai Kebangeaan ( Departemen Dalam Negri ) 

12. Direlctur Perlindungan WNI BHI ( Departemen Luar Negri Rl) 

13. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahtenum 

Anak ( Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Anak) 

14. Asisten Deputi Urusan Hak Sipil dan Partisipasi Anak ( Kementrian Pemherdayaan 

Perempuan) 

15. Kepala Biro Bimmas SDEOP (Mabes Polri). 

16. Kepala Suhdit Pengangkstan, Pengakuan, Pengesahan anak, Perubahan dan 

Pembatalan Alctu Kepala Biro Bimmas SDEOP ( Departemen dalarn Negri) 

17. Ketua Yayasan Sa yap lbu. 

18. Ketua Yayasan Matahari Terl>it 

19. Kepala Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan ( Departemen Sesial R1) 

20. Kepala Bagian Organisasi, Hokum dan Humas, Ditlen PRS ( Departemen Sosial Rl) 

21. Kasubdit Riktus Warga, Direlctorat Status Keimigmsiaan ( Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia RI) 

22. Kasubdit Peljanjian Konsu!at legalisasi ( Departemen Luar Negri Rl) 

23. Ketua Komnas Pelindungan Anak. 

24. Kasuhdit Kesejahteraan Sesia! Anak Ter!antar ( Departement Sosial R!) 
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25, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Sosiai Anak Balita ( Departement Sosial RI } 

26, Kopala Seksi Stand Pelayanan Sosial Anak Balita ( Departoment Sosial Rl ) 

27, Staff Standarisasi Pelayanan Sosial Anak Balita ( Departement So sial Rl ), 

J. KAITANNYA OTONOMI DAERAH DAN PENGANGKATAN ANAK SERTA 

PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK ILEGAL. 

Selarna !ni banyak seksli telah te!jadi proses pengangkatan anak illegal yang 

dip!aktekan di Indonesia, karona luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan sistem 

birokrasi ganda (Pusat dan daerah), kurangnya sosiaJisasi yang menyeJuruh mengenai 

progmm pengangkai!III anak yang sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga 
• 

kemampuan ekonornl masyarakat yang rendah. 

Pada umumnya pengangkatan anak secara mega! banyak dilakukan oleh pasangan 

using, pasangan campur dan pasangan dati warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa,. 

praktek ini dapat dikategorikan dalam praktek perdagangan anak balita, karona penyeraban 

calon aullk angkat kepada orang tua angk:at tidak me1alui yayasan social yang resmi. dan 

langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri. Biasanya proses illegal ini mendapatk.an 

bantuan jasa dari pam pengacara, pihak pengadiian, pihak imigrasi, karena kedua (embaga 

ini yang temkbir adalah merupakun ujung tombak dari program pengangkatan anak yang 

saht9. 

Pemisahan antara Pemerintah Pusat dan pemerinta.b Otonomi Daerah juga banyak 

mempengaruhi peJaksanaan Pegangk:atan anak domestic dan pengangkatan anak Indonesia 

oleh Warga Negam Alling ( Intercountry Adoption ), karona pihak Pemeriotab daerab 

belum banyak: mernahami mengenai pelaksanaan proses pengangkatan anak, termasuk pula 

proses penyerahan anak antar daerah. Sebelum pemisahan terjadi. Yayasan Sayap Ibu 

Cabang Jakarta sebagai organisasi organisasi socia1 yang ditunjuk untuk melaksanakan 

19. Kusniati. Op.Cit, Hal 28 
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Program Pelaksanaan Pengangkatan Anal< ( Domestic dan lnterccuntry Adoption ) dapat 

langsung berhubungan dengan Dinas Sosial setempat untuk pelaksanaan serah terima dan 

kuasa apabila Calon Anal< Angkat berasal dari daerah luar jakarta dan pelaksanaan 

kunjungan keluarga apebila Calon Orang Tua Angkat beroomisili di luar Jakarta, pibak 

yayasan sayap lbu hanya menunggu hasilnya yang berupa 1aporan socia1 anak: dan laporan 

social orang tua angkat. Dalam perkembangannya Nampak kemungkinan pihak pemda 

akan mempeljuangkan untuk mendapatkan ijin pelaksanaan progrnm pengangkatan anPk. 

Sebagai usaha mengurangi birokrasi, hal itu dapat dimengerti~ khususnya untuk 

pengangkatan anak domestic, karena tidak akan mempengaruhi masalah domestic, 

keamanan dan budaya antar bangsa NKRI, tapi untuk Intercountry Adoption sulit untuk 

dilaksanakan oleh pemerinlah Daerah kurena ada masa!ab hubungan intemasiona! antar 

Negara dimana hanya pemerintah pusat f Departemen Sosial yang mempunyai kewenangan 

untuk melaksanakan pangangkatan anak antar bangsa. 

Selama masih adanya pelanggaran-peianggatan yang tetjad~ sebaiknya masalah ini 

harus dibicarakan secara tranparant dan tuntas untuk tidak menimbuikan keragu-rahuan. 

Khususny.a mengenai pelaksanaan kunjungan keluarga dalam kasus pengangkatan anak 

antor Negara ( !nrereountry Adoption ) yang bars dilakukan lintas daerah, akan sangat 

mempengaruhi masalah biaya yang bms ditanggung oJeh pelaksana dan ealon orang tua 

angkat, karena dalam pelaksanaanya melibatkan pekerja social, pemerlntab, Peke~a Sosial 

yayasan atau pengurus yayasan. 

Proses itu akan ten1lang kembali dimana harus dilaksanakan kunjungan k.eluarga 

kedua yang difokuskan untuk melihat perkembangan anak setelab tinggal bersama calon 

orang tua angkat selarna kurang lebih 3 ( tiga ) bulan, dimana akan melibatkan pekerja 

social yayasan pengangkatan anak, pekerja social yayasan khusus anak ( yang 

melaksanakan pangangkatan anak ) dan pekslja social pemerintah. Kedua pekelja social 

yayasan yang pertarna dan kedua akan menjadi saksi dalam kasus pengangk.atan anak di 

pengadilan negari, yang akan dihadiri pula o!eh seorang dari anggota pengurus yayasan 
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sayap ihu cabang Jakarta, sebagai wakil dari wali anak, da1am hal ini arlalah ketua yayasan 

sayap ibu cabang Jakarta. 

K. DISPENSASI MENTRI DALAM HAL PENGANGKATANANAK YANG 

DILAKUKAN DILUAR YAYASAN SOSIAL 

Kasus khusus dalom pengangkafan anak ad•lob kllsus-kosus yang ada 

penyimpangan mengeoai: 

J. umur pemohon, 

2. jumlah anak kandung, 

3. umurcalon anak angkat, 

4, waktu perkawinan, 

5. waktu berdomisili, dan beketja di Indonesia 

6. perkawinan campur dan tidak berdomisili di lndonesia~ 

7. dimana isteri dan suami masih wa.rga Negara lndonesi~ 

hal-hal mana tcrsehut masih dapat dipertimbangkan dan dapat rnengajukan dispensasi 

lrepada menteri social dan Mahkamah Agung. 

Batasan dalam pemberian dispensasi seting aga.tc tetlalu danggap remeh, tetutama 

mengenai kasus-kasus yang mengajukan langsung pennohonan pengangkafan anak Ire 

pihak Departement Sosial. Pertimbangan seringkali hanya berdaaadkan ''untuk kepentingan 

yang terbaik bagi si anak". Dengan alasan eaton anak angkat dan calon orang tua angkat 

telob te<jalin hubungan psiko!ogis yang mendabun, sehingga jika tidak dikahulkan colon 

anak angkat tetsebut harus ditaris dan dapat rnengakibatkan tek!ll'lan psikologis bagi ea!on 

anak angkat. 

Kasus seperti ini sering terjadi dalam proses pengangkatan anek antar bangsa. 

dimana calon anak angkat Ielah lama diasuh oleh calon orang tua angkat tanpa langsung 

melapor kepada yayasan resmi dan belum mengajukan permohonan pengsngkatan anak dan 

rnelengkapi dokumen-<lokurnen yang dipcrlukan. 

49 
Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



Keberadaan anak angkat dengan cera ini, s:angat nmcu untuk dikategorikan senagai 

pelanggaran jula beli bayi atau anak. Biasanya tnmsaksi seperti ini terjadi antara 

pemohon asing dengan bidan klinik bersalin dengan pernntara seorang kenalan atau 

dengan panti asuhan balita yang tidak mempunyai izin untuk melaksanakan proses 

pengangkatan anak. 

Dispensasi dapat juga dikeluarkan karena pertimbangan untuk pemutihan 

kasus pelangganm pengangkatan anak illegal yang harus diproses kernbali secan1 soh. 

L. ANAUSA KASUS UNTUK PENGANGKATAN ANAK DlLUAR 

YAYASAN SOSIAL YANG TELAH DIKAliULKAN OLEH 

PENGADILAN DALAM KASUS PERDATA NOM OR 

129/Pdti2006/PN.BGR 

Penulis mengambil contoh objok penelkian yang ada di kota Bogor. dimana 

seoamg keluarga yang belum rnempunyai seorang an~ namun sudah memlliki 

seorang anak angkat di bawab tangan, jadi artinya anak terseimt belum dimohonkan 

ke pengadihm negri. Secara lege!, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan 

berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Hal ini lentu akan berimplikasi secara 

hokum. Sedangkan adopsi ilegal adalab adopsi yang dilakukan banya berdasarkan 

kesepakatan antar piltak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. 

Adopsi secam ilegal inilab yang disinyalir sebagai celab untuk kasus jual beli 

anak. Jika seorang anak diadopsi secara legal, maka setelab pengangkatan, ada akibat 

hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan. Sejak putusan 

diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua aogkOt menjadi wali dari anak angkat 

tersebnt Sejak saat itu pula. segala hak dao kewajiban orang tua kandWlg bemlib 

pada orang tua angkatMengapa hal ini demikian? Seorang anak yang belum terdaftar 

meqjadi anggota keluargo, maka anak tersebut tidak akan memperoleh hak waris dari 

orang tuanya. Maka satu-satunya cara supaya dia mempunyai hubwtgan hukum yang 

sab maka aoak terse but harus didafu!rkan di kanlor catatan sipil. 
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Da1am kasus ini masuk kedalarn dispensasi mentri, dimana calon anak angkat 

tersebut teiah terjadi hubungan psikologis yang mendalam sehingga jika tidak dikabulakan 

akan mempengarohi mental si anak yang dapal mengakibatka.n tekanan psjkologis, 

Penulis mengarnbil contoh Objek penelitian yang bemda di daerah Bogor, Jawa 

Barnt, dimana Pengadilan Negri Bogor yang memeriksa dan mngadili perkara perkara 

Perdata telah menjatuhkan Putusun atau Penetapan sebagai berikut atas nama : 

ACEP SOEJQEDIEKALLA dan YANI MULYANI. Bertempat tinggal di Bogor, 

selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon ll. 

TENTANG DU)lUKNYA PERKARA 

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II betdasark:an sumt pemohonan 

langgal 26 Desemnber 2006 yang didafulr di kepanitenmn Pengadilan Negeri Bogor 

dibawah register No. !29/pdtJP/2006/PN.Bgr, Pera pemolton mengajukan hal-hal sebagai 

.berikut: 

Bahwa pemobon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang s.ah menikah di Serang 

pada wnggal 2 Agustus 2000 sebagaimana yang dibuktikan dengan kutipan akes 

petbwinan No.405/05NIIIIZOOO lertanggal 2 Agustus 2000, 

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon ll tersebut telah berjalan kurang 

lebih 6 tahun dan hingga kini belum dikaruniai seorang anakpun. 

Bahwa para pemohon telab menerima penyernban seorang anak laki-laki yang bemama 

GALANG QCTA RIZKIE MULIA yang dilahitbn di begor pada langga IS Oktober 

2006 berdasarkan Akta Kelahinm No.698912006 yang dikeluarkan oleh kantor Ca!atml 

Sipil dari seorang Ibu yang bemamaiiANIDAII. 
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Bahwa anak tersebut sekarang telah berada di tangan para pemohon berdasarkan Surat 

Pernyawn yang dibuat oleh kedua belalt pihak, 

Bahwa Para pemohon akan seJaiu mendidik, memebesarkan dan memberikan kasih sayang, 

sehingga diharapkan anak lersebut nantlnya akan berguna bagi dirinya sendiri. keluarga, 

Nusa dan Bangsa.. 

Bahwa Para Pemohon memsa mampu untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa 

Bahwa demi kepentingan hukum para Pemohon ingin d!tetapkan sebagai orang tua angkat 

dari anak tersebu~ 

Bahwa t.mtuk maksud tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, 

dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogar. 

Berdasarkan dalil...dalil tersebut diata.s maka para pemohon memohon dengan Honnat 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan sebagai beriltut : 

I. Mengabulkan permohonan P~o. Pemohon. 

2. Menyatakan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleb para pemohon ACEP 

SOEJOEDIEKALLA dan Y ANI MtlL Y ANI terhadap seomtg anak laki-laki 

yang hemama GALANG OCTA RIZKIE MULIA lahir di Bogar pada tanggal di 

begor pada tangga 18 Oktober 2006 berdasarkan Akla Kelahiran No.698912006 

yang dikeluarkan oleh kantur Catatan Sipil dari soorang Ibu yang bemama 

HANIDAH. 

3. Memerintahkan kepada Panltera PengadiJan Negeri Bogor untuk mengirimkan 

salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipi1 I<ota 

Bogor agar dicatatat dalam Register yang dipen.mtukan untuk itu. 

4. Membebankan biaya perrnohonan kepada para pemohon. 
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Menimbang, bahwa para hari siding yang ditetapka.n Para Pemohon datang menghadap 

sendiri dan setelah pennohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan mengajukan bukti­

bukti berupa surat-surat yaitu : 

l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACEP SOEJOEDIEKALLA 

tertanggal23 September2005 (bukti P.l) 

2. Fotokopi Kart'• Tanda Penduduk atas nama YANI MULYANI tertanggal 22 Juni 

2004 (bukti P.2) 

3. Fotokopi Surat Pemyalaan tertanggal 20 Nopember 2006 dari Subayat dan Hanidab 

(bukti P.3) 

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikab para Pemohon No.405/051VIW2000 tanggal 2 

Agustus 2000 (bukti P.4) 

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelabimnatas nama GALANG OCTA RIZKIE MULIA 

(bukti P.5) 

6. Fotokopi Kartu Keluarga alas nama Para Pemobon (bukti P.6) 

7. Fotokopi Sumt Keterangan Penghasilan alas nama YANI MUL Y ANI tertanggal 

Desember 2006 (bukti P.7) 

Bahwa surat-surat hukti t.ersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea 

materai secukupnya. 

Menimbeng, babwa dipersidangkan Pam Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi 

rnasing-masing didengar keterangannya dengan beJjanji. bern~: 

I. THOMAS SA UDALE 

Keterangunnya pada pokoknya sebagai berikut : 

Babwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagoi kakak ipar 

Bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kini bclum dikaruniai seorang 

anak 
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Bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah menerima 

penyerahan soorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bemama 

GALANG OCTA RIZKIE MULIA, dati seorang lbu yang bemama 

HANIDAH. 

Bahwa para pernohon sepengetahuan saksi rnampu untuk mendidik~ mernbesarkan 

dan mengasuh anak tersebut. 

2, , INGRID FERDINAND US 

Keterangannya pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa saksi masih ada hubungan keiuarga dengan pemohon sebagai kakak lpar 

Bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kini belum dikaruniai seorang 

anak 

Bahwa para pemobon pada seldtar bulan Nopember 2006 telah menerima 

penyerahan seorang anak laki~lak.i berumur beberapa bulan yang bemama 

GALANG OCTA RIZKlE MULIA, dari seorang lbu yang bemama 

HANIDAH. 

Bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu untuk rnendid~ membesarkan 

dan rnengasuh anak tersebut. 

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dihubungkan dengan keterangan 

para saksi serta. surat~surat buk:ti yang diajukan dipersidangkan, maka pam pernohon telah 

herhasi! membuktikan daHl pennohonannya dan pennohonan paro. pemohon tidak 

bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, 

Menimbang bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon guna masa 

depan anak terse but diharapkan masa depan anak tersebut akan lebih baik. 

Menimhang bahwa pam pemohon mampu dan cakap untuk mendid~ mengasuh dan 

mernbesari<an anak yang bemarna GALANG OCTA RIZKlE MULIA, 
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Menimbang, bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka 

permohonan para pemohon patut untuk dikabutkan 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pengadilan negri Bogor mengabu1kan 

permohonan para Pemohon, terhadap seorang anak laki-laki yang bemama GALANG 

OCTA RIZKIE MULIA lahir di Bogar pada tanggal8 Oklober berdasarkan kutipan Akt!! 

Kelahiran No. 6989/2006 yang dikeluarkan alch Kantor Catl!tl!n Sipil Kot!! Bogar 

tertllnggal 21 Desember 2006, dari seorang lbu bemama HANIDAH. 

Kasus ini kabu1kan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogar, dengan pertirnbangan 

untuk kepentingan terbaik si anak. Yang mana oalon anak angkat ternebut telah lama diasub 

oleh caion orang tua angkatnya tanpa Jangsung meJapor kepada yayasan resmi. Ha1 inilah 

yang pada prakteknya sering kim temukan di kehidupan bermasyarakat. Padahal Undang­

Undang sudah menempkan secara jelas bahwa untuk melakukan proses pengangkatl!n anak 

ha:rus melalui yayasan social yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. " 

Namun pada perkembangan jaman saat ini sangadah sulit unrok melaksanakan 

ketentuan tersebut karena pasti dalam pmkteknya akan membutubkan waktu yang sangat 

lattt<i sement:ara hal inilah yang dapat menggangu mental dari si anak tersebut, jika terlalu 

lama dilitipkan di Panti social demi menjalankan prosedur yang telah ditetl!pkan. 

Maka department social mengeluarkan suatu produk hukum yang dinilai akan lebih 

mudah untuk melaksanakan praktek pengangkatan anak di Indorn:sia melalui buku 

pedomannya tahun 2006, dimana dikatakan bahwa suatu pasangan suami isteri dapat 

mclakukan pengangkatl!n anak tanpa melalui Yayasan Sosial yang telab ditunujuk oleh 

Pemerintah asalkan saja hal tersebut dilakukan di depan hakim secara langsung dengan 

dihadiri oleh saksi-saksi dari Pihak Pemohon, dan tim pengawas dari departemen social. 

Ketentuan yang semacam inilah yang seringkali menjadi acuan seorang hakim daJam 

mengambil keputusannya. Hal ini sudah tentu diillSakan akan lehih mudah dan lebih oepat 

dihanding dengan prosadur yang sebenarnya. 
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Namun sayangnya hal lni bisa menjadi alat yang dipakai oleh orang yang tidak 

berkcpentingan. karena dengan mudahnya tentu sekarang siapa saja dapat melakukan 

proses pengangkatan anak. Padahal pemerintah secara terang4erangan membuat suatu 

dasar hukum mengenai Pengangkatan Anak guna menghindad tetjadinya praktek-pra.ktek 

kejahatan di masyarakat, seperti perdagangan anak.jual beli organ tubuh anak. 

Jika sudah le~adi pe!anggaran-pe!Mggaran tersebut, sudah barang tentu tidak akan 

pemah ada yang mau untuk dipecsalahkll!l. 

Maka yang menjadi ujung tombak dari kunci kesuksesan proses pengangkatan anak 

di Indonesia berada di tangan Pengadilan yang akan memutuskan Perka.ra tersebut. Untuk 

memutuskan setiap perkara di Indonesia Pengadilan atau seorang hakim harus melihat 

tentang adanya laporan sociat 

Laporan social merupakan salah satu persyaratan pentlng bagi salt atau tidaknya 

sebuah proses pengangkatan anak. Laporan social dibuat sebagai acuan bagi pihak 

berkepentingan dalam hal ini ada1ah hakim dalam mengambil setiap keputusan. Laporan 

social memuat berbagai informasi tentang calon orang tua angkat dim calon anak angkat. 

Laporan sociat dtbuat oleh pekerja social yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah 

atau ya.yasan I organisasi social tempat panti tersebut berada, 
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I 

ALUR TATA CARA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK 

BERDASARKAN PENELITIAN RESMI Dl KANTOR KEPENDUDUKAN 

DAERAH BOGOR 

(a) (b) (c) 

Pemohon I .I Petugas Loket I KAsubbid Pelayanan 
L I Pencatataan 

(i) {h) 

(d) 

KAsubbid Pelayarum 
Pendallaran 

·(e) 

Kabid Pelayanan 
Pendaftaran &; Pencatatan 

' . 
(f) 

Kepala Badan 
Kependudukan Catatan 

Sipil &; Keluarga 
Berenoana 

(g) 

KAsubbid Pelayanan 
Pencatataan 
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Alur tata earn pennohonan pengangkatan anak diatas merupakan prosedur resmi 

yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Daerah Bogor. Setelah seorang Pemohon 

mengajukan pemtobonannya ke Pengadilan dan disetujui oleh Hakim, maka Pemohon bisa 

mendafiarl<an ke kantor catatan sipi1 setempat atas anak angkat yang mereka terima. 

Dalam hal ini Pemerintah lebih bijaksana dan selektif dalam memberikan Akte 

Keiahiran bagi eaton orang Tua angkat. Kerena banyak: teljadi PeJanggaran dimana anak 

yang_ akan diadopsi oleh pasangan suarni isteri, langsung mendapatk:nn akte ke)ahiran 

tersebut denga.n mudah atas nama orang tua angkatnya tersebut. Hal ini banyak terjadi 

mela1ui Rumah Sakit Bersalin atau pada bidan-bidan, karena mereka biasanya eukup 

mengeluarkan Tanda kenai lahir atas nama orang tua angkat, yang jelas melanggar hukurn 

agama dan hukum Negarn kita. 
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A. KESIMPULAN 

BAB. III 

PENUTUJ> 

Adopsi anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang Jain kedalam 

keluarga sendiri sehingga antara orang yang mengOO.opsi anak. dan anak yang 

diadopsi timbul suatu hukum kekeluatgaan seperti orang tua dengan anak 

kandungnya sendiri. Tujuan dar! pengangkailln anal< antara lain adalah untuk 

meneruskan 'keturunan', manakala didalam sUatu petkawinan tldak memperoleh 

keturunan. lni merupakan motivasi yang dapat dibenarlcan dan salah satu jalan keluar 

dan a.ltematif yang positif dari man\lsiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak 

dalam pelukan keluarga, setelah bertahun~tahun belum dikarunia.i seorang anak pun. 

Sebagai P:mutup dari Penjelasan tersebut, maka dapat saya, Penulis menarik 

kesUnpulan yaitu sebagai berlkut : 

1. Temyata tidak semua oganisasi sosial dapat melakuka.n usaha 

pengangkatan anak, namun hanya organisasi tertentu yang relah ditunjuk 

oleh pemerlntah, hal ini dikarenakan untuk menghindarl dan 

meminimafis kejahatan di dunia anak serta menyelesaikan masalah~ 

masalah yang ada di Indonesia mengenai Pengangkatan Anak 

khususnya. 

2. Syarnt yang horus dimiliki sebuah yayasan untuk mendapatkan ijin 

dalam usaha Pengangkatan Anak adalah memiliki capabelitas yang 

bagus teriladap masyarakat dan Pemerintllh, khususnya dapat dijadikon 

sebagai mitra Pemerintah dalam membrantas kriminatitas dan 

pelangganm-pelanggarnn di dunia anak. 
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3. Pengangkatan Anak di Indonesia seharusnya dilakukan melalui Yayasan 

Sosial yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, jadi Pengangkatan Anak 

tidak mungkin dilakukan tanpa melalui jalur pengadHan. karena hal ini 

sudah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. 

B. SARAN 

Saran -saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan dan himbauan untuk 

reroapainya kesojahreman dan perlindungan anak yaitu : 

Untuk terciptanya suatu atunm Hukum yang baik terutama untuk masalah 

Pengangkatan Anak di Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah melakukan 

Pengawasan temadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia, karena sampai 

dengan saat ini sudah tersedia fasiJitas hukum untuk menjawab setiap masalah di 

bidang Pengangkatan anak, hanya saja Pengawasan terhadsp Prcsedur teri;ebut masih 

minim sekali~ sehingga timbul masa!ah-masalah barn. 

Maka diharapkan Pemerintah mempunyai suatu Tim khusus yang bertugas 

melakukan Pengawasan terhadsp Proses Pengangkatan Anak di Indonesia. 

60 
Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Ahmad. Kamil. Hokum PerHndungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta : PT 
Raja Gn>findo Persada, 2008 

Dani, K. Kamus LengkaR Bahl!l@ !ndonssia Di!enkapj Dengan EYD Terbarn. Surabaya : 
Putra Harsa, 2002 

Gosila, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo CV, 1984 

Loebis, A.B, Adopsi ( Pusat lnfum!asi Hukum ) 

Kusniatai, Sri. Kebiiakan Pemerintah dalam Pengangkatan Anak. Jakarta : Direktomt 
Jendral Pelayanana dan Rehabilitasi Sosial, 2006 

Mamudji, Sri dan Hang Raharojo. Metl><le Penelitian Hukym. Jakarta : Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 

Meliala, Djaja. S. Penganl!kalan Anak (Adopsi l di ln!l!>nesia. Bandung: Transito, 1982. 

Soekamto, Soeryono, Pedoman mengenai Sistem Kewarisan Hukum BamL Jakarta ; 
Primassindo, 2004. 

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hulrum Perlindungan Ar!ak Jakarta : Bumi Aksa.ra, 
1990 

Soepomo. R, llab·bab Tenll!ng !:I\Jk1lm Adat. Jakarta : Pradnya Paramila, 1982. 

----~;,--,-· Hubungan fndividu Qan Masyarak,at Dafam Hukum Adat. Jakarta : 
Pradnya Paramita, 1978. 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



Zaini, Muderis. Adopsj Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Sinar Grafika 

PERATL!RAN 

Indonesia. f.~raturan Pernerintah Tentang Pelaksanaal) Pengang~atan Ana}; Peratunm 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tohun 2007 

-------,,__~ Undang-Und!lllg Ten!Mg Perlindunf!i!!l Anak, Undang-undang 
Nomor 23 Tohun 2002 

-------,"'",.-' Undang-Undang Tentang Kescjahtenuut Anak. Undang-undang 
Nomor4 Tohun 1979, LN. 32 Tohun 1979. TLN 3134. 

____ "" __ ,, ]itaalhlaad TeniJmg Pengangkatan Anak, Staalhlaad Tohun 1917 
Nomor 129 

-----:-:-'' Sw:at Edar;m Mohkamoh Agung, Swat Edaran Mohkamoh Agung 
Nomor 6 Tohun 2003. 

Majelis Umurn Perserikatan Bangsa~bangsa, Konvensi Hak~hak Anak !Conventiont on 
The Rights of the Child). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, 20 
Nopernber 1989, Unicet United Nations. 

LAPORAN PENELITIAN 

Hasil wawancam dengan Ketua Yayasan Sayap lbu Pusat. mengenai hat-hal 
peng!lllgkatan anak yang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri 
mela!ui Yayasan Sosial. 08 April2009. 

Hasil Diskusi dengan Kepala Dinas Sosial bagian Kerenagakerjaan Pemerintah Daernh 
Kabupaten Cibinong. Maret 2009. 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



Hasil wawancara dengan Acep SoejoediekaUa sebagai adoptan yang melakukan 
Pengangkatan Anak tanpa melalui Pengadilan Negeri. Desember 2003. 

Pidato Presiden Republik Indonesia, Pada Pencanangan Gerakan Nasional Per1indungan 
Anak. Acara Puncak Hari Anak Nasionai1 23 Juii 1997, 

tUTUSAN PENGADILAJ:! 

Putusan Pengadilan Negeri Boger, Tanggalll Januari 2007, Penetapan No. 
1291Pdt/PI20061PN.Bgr. 

INTERNET 

Adopsi Anak,http: Uwww.jjps.wo!l!press.comlartikelhukem, 4 April2007 

1--~ 
l 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



BERITAACARA WAWANCARA 

Pada hari ini Jumat tanggal3 Juli 2009, Pulru1: 09.30 WIB bertempat di kanror 

Kasibinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah dilakukan 

wawancara untuk mendapatkan data mengenai Proses Pengangkatan Anak beserta 

dengan pedoman hukum yang mengatur di Indonesia untuk keperluan penulisan Tesis 

yang berjudul, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK 

DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPAT IJIN DARI PENGADILAN 

NEGERI (STUD! KASUS PENGADILAN NO ll~/PdtJP/1006/PN.Bgr) yaitu antam: 

l. Nama 

NPM 

Status 

2. Nama 

·NIP 

Status 

: Anastasia. Yoria Kastanya 

:0706176416 

: Mahasiswa Magister Kenotariatan 

Universitas Indonesia( Pewawancara) 

: Ibu Lonuy Racbmali 

:196512071992012001 

: Kepala Kasibinas Sosial tenaga Ketja 

dan Tllltlsmigmsi Kabupaten Bogor 

(Nara Sumber). 

Demikian Berita Acara lni dibuat dengan sebenar~benarnya dan akan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Pewawancara 

1\1-41'\';\ASll'l· '/. \c 
(•u••••••u•nu•••••••••~~••oH} 

• Basil wawancara terlampir 

Bngor, 3 Juli 2009, 

NaraSumber 

(onuo•••••••••u•••••••u•••••) 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



-REKAP HASIL WA WAN CAR A 

Tanya : Me11gapa !tanya organisasi social terlentu yattg diperbolehkan melakukatt 

usaha pengangkatan anak? 

Jawab: hal ini dilakukan. oleh pemerintah untuk meminimalis kejahatan dankrimina!itas 

dalam usaha pengangkatan !Ulllk di Indonesia, dihampkan dengan adanya organisasi 

soeiai tersebut .dapat membantu Pemerintah dalam Pmgramnya membrantas kejahatan 

yang serlngkali marak dimasyarakat. 

Tanytl: Apakah semua Pengangkalan Anak harus dilakukan melalui Yayasan Sosin.J? 

Jawab : Jika dilibat dari Peraturan Hukum yang mengatur mengenai Pengangkatan anak 

di Indonesia, maka sudah seharusnya Pengangkatan anak dHakuk.an melalui Yayasan 

Sosial, namun tidak bisa kita hindari pengangkatan anak yang dilakukan dengan cam 

Hukum Ad~ sudah pasti tidak: melalui Yayasa~ .Sosial, namun dalam prosesnya tetap 

saja diharuskan memiHki Laporan social dari instansi yang berwenang. 

Biasanya dilakukan oleh kepala adat ( dalam hal ini setingkat Ketua RTIRW ), setelah itu 

biasanya kepala adat tersebut melapotkan instansi yang berkait dalam hal pernbuatan 

lapomn social. Jadi mesk.ipun meJaiui eara apapun~ pengangkatan anak pasti betkaitan 

dengan Yayasan sosia.l. 

Namun ada beberapa ket<:ntuan Pengangkatan Anak yang tidak diatur oleh Hukum, tapi 

diatur secara jelas bahwa Pengangkatan anak bisa dilakukan tanpa melalui yayasan 

social, yaitu terdapat dlam buku Pedoman Umum Departemen Sosial. 
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Yaito untuk melakukan Pengangkatan Anak bisa dllakukan tanpa melalui yayasan social 

dengan cara memohon pengangkatan anak tersebut langsung di depan hakim Pcngadilan, 

tentunya harus disertai laporan social dan dihadiri o!eh saksi dari dinas social dan 

yayasan social. Pengangkatan ana.k semacan ini dinamakan Privat adoption. 

Tanya: Bagaimanakah Kedydukan Yayasan Sosial dalam proses pengangkatan anak 

di lndones/4 ? 

Jawab : Yayasan social adalah sebagai Mitra Pemerintah da1am menjalankan program* 

program Pemerintah. khususnya dalam hal meminimaHskan keja.batan di bidang 

Pengangkatan anak. Serta membantu progmm pemerintah terluldap pelaksanaan di 

lapangan yang berkaitan dengan pembuatan lapomn social, sebuah yayasan social akan 

rnelakukan Horne Visit yang dibanw dari pekorja Sosial sotempat ( pemerintah ). 

Tanya : apokak Pengangkotim Anak memutuskan hubungan darah seseoralig dettl{~n 

keluarga kandllllgnya? 

Jawab: Tidal<, jadi seorang anak yang diangkat oleh sobuah koluarga tidak memuruskan 

hubungan darah dengan orang wa kandungnya. 
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Slaalbald 1917 No. 129 

Bab II 

Pengangkat.ac Anak 

Pasa15 

(1) DaJarn hal seorang Jal.i-laJd, yang kawin a[au telah pemah 
kawin, tctapi tidak mempunyai kcturunan laki·laki yang sah 
menurut garis laki-Jaki, baik berdasarkan penalian darah 
maupun !<.arena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak. 

(2) Pcngangkatan anak dilakukan oleh suarni bersama dengan 
istcrbya, atau jika ia Ielah bercerai dengan isterinya, 
pengangkaLan anak itu dilakukan oleh suami sendir:i. 

(.3) Janda yang ditinggaJ suaminy:a karcna meninggal dan tidak 
kawin lagi, daJam hal tidak mempunyai kerurunan sebagaima­
na dimaksud daJam ayat (1), dapat mengangk.at anak, Dalam 
halsuaminya sebelum meninggaJ telah membuat 'W'<l.Siat yang 
tidak mcnghend::J.ki pcnsangkatan anak, makajanda tersebut 
tidak dapat melakukan peng<~.ngkatan anak. 

Pasa16 

Anak yang diangkat harus seorang Jaki.Jaki 1ionghoa yang tidak. 
punya.anak dan belum kaw:in, yang belum diangkat sebagai anak 
oleh orang lain 

Paul 7 

(I) Anak yang diangkat sekurang-kurai1.gnya. harus berumur 18 
tahun li!bih muda dari laki-/aki yang mengangkat, dan sekurnng­
kurangnya 15 tahun Jebih muda d:ar:i perempuan yang kawin 
ataujanda yang mengangk.atnya... 

(2) Dalam hal yang diangkat adalah scorang anggota keluarga, 
baik anak :sah maupun analc. yang lahir di luar nikah, maka 
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hubungan keturunanya haruslah sarna derajatnya seperti 
·haliiya derajat yang ia peroleh karena keturunan. 

Pa.salS 

Untuk pengangk.atan anak diperlukan syarat·syarat sebagai 
berikut : 

1°. persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melaku· 
kan pengangk.atan anak 

2". a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlu­
kan persetujuan darikeduaorangtuanya,atau,jika salah 
seorang daripadan~ra telah meninggal dunia terlebih 
dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang 
tua yang masih hid up, kecuali jika yang masih hidup itu 
adalah seorang ibu yang telah menikah kern bali dt:ngan 
laki·laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih dibawah 
umuryangmemberikan pesetujuannya ialah walinya dan 
dari Balai Harta Peninggalan. 

b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahir· 
kan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua 
orang tuanya.jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, 
atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, 
persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih 
hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari 
keduaorangtuanyakarena telah meninggal dunia,.maka 
pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus 
berdasarkan persetujuan walinya dan Balai harta 
Peninggalan. 

3°. persetujuan dari anak yang akan diangkat,jika anak terse but 
telah berumur 15 tahun. 

4°. dalar.1halpengangkatananakolehseorangjandasebagaimana 
dimaksud dalam pasal5 ayat (3), persetujuan dari saudara 
Iaki-laki janda yang telah meninggal, dan jika orang-orang 
tersebut tidak ada, dan juga jika orang-orang ter.sebut tidak 
ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang 
kerabat laJd,-laki terdek.at dan yang telah dewa.sa dari garis 
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bapak suaminya yang meninggal sampai deraja t keempat yang 
bertempat tinggal di Indonesia. 

Pasal9 

(I) Persetujuan dari orang-ornng yang dimaksud daJarn pasal 8 
butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan 
diangkar. dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh, 
karena orang-orang yang bersangku tan dan juga kerabat yang 
dimaksud tidak berada di tempat, persetujuan dilakukan 
dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dari tempat tinggal 
janda yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut. 

(2) Atas pennohonan janda tersebut untuk memperoleh kuasa 
yang dimaksud, Pengadilan Negeri setelah mendengar arau 
setclah memanggil d!!ngan baik orang-orang yang 
persetujuannyadiperlukan dan orang-orang lain yang dianggap 
perlu oleh pengadilan ,Pengadiran Negeri terse but memberikan 
putusannya daJam tingkat pertama dan terakhir 

(3) Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat r.inggal 
di luar wilayah hukum Pengadilan Negcritcrsebut, Pengadilan 
Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala 
Daerah yang bersangku ran, kemudian pejabat yang memeriksa 
tersebut mengirimkari berita .acara ke Pengadilan Negeri 
yangdimaksud. 

(4) Bagi keluarga sedarah a~u karena perkawinan dari anak 
yang di bawah umur yang akan diangkat, jika mereka akan 
didengar oleh pen&adilan dapat mewakilkan kepada kuasa­
nya sesuai dengan pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdala. 

(5} Kuasa pengadilan yang diperoleh harus diseburkan da.Jam 
akte pengangkatan anak. 

(I) 

(2) 

PasallO 

Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akte nomris. 

Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan 
menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat 
oleh notaris. 
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(3) Orang-orang yang dimaksud dalam !'>sal 8 buclr 4, kecuali 
ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara 
bersanm:-sama atausendiri~ndiri memberikan persetujuan· 
nya juga denpn akte notaris dan hal demikian disebutkan 
dalam akte pengangkatan anak. 

(4) Setiap orangyangbetkcpentingan dapat memintaagar pad.a 
akte kelahiran orang yang diangkat, pada sisi a.kte itu 
dkantumkan ten tang pengangkaum anak itu. 

(5} Hal tidak dicantumkannya tentang pengangkat;ul. tersebut 
pada sisi ak~ kelahiran orang yang diangkat. tidak dapat 
digunllin untuk menyantka1 adanya pengangkatan anak 
tersebuL · 

Pasalll 
Pengangkatan anak mempunyai akihat hukum bahwa orang 

yangakandirotgkatschag:aiaoak ltu memperoleh nama margadari 
ayah angkatnya dalam hal marg.;mya be!"beda dari roarga orang 
yang diangkat sebagai anak 

Pasall2 

(1) Dalam hal sepa:sangsuami isteri mengangkat scseorangsebagal 
anak lakl-lakinya, maka anak tersebut diangga.p sebagai yang 
!ahir dari perkawinan mereka. 

(2) Dalam hal seorang laki·laki s.etelah bercerai dari isttrinya 
mengangkat seorang sebagai anak laki·lakinya maka anak 
tersebutdianggapsebag;U yangtahir dati putusnya perkawinan 
karena kematian isterinya. 

(3) Dalam hal seonngjanda meng:mgkat seorang anak laki-laki, 
anak terse but dianggap sebagai y.mg lahir d:atij:mda rersebut 
dengan smuninjra yang telah meninggal. dengan pengerti?.n, 
bah~ anakter:sebutbaromendapatbagimwarisanalmarhum, 
sejauh tidak ditentukan lain dalam sura.t wasiat alrnarhun:i 
selama hidupnya, dan sejauh pcng.mgkatan anak itu dilakukan 
d3lam jangka 6 bulan [erhitung mulai saat meninggalnya 
almathum, atau janda tet"Sebut, seiama jangka waktu 6 bulan 
telah memohon kuasa J:>eng11dil~ sebagaimana dimaksud 
dalamFasal9 dan te1ah menggunakannyadalam jangka waktu 
satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut. 
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(I) Dalam hal seorangJaki~aki meningg.al dcngan meninggalkan 
seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak 
iald·laki, maka Balai Hana Peninggalan berkcwajiban 
melakukansegaia tlndakan yangdianggap perlu dan mendcsak 
gunamenjagadanmengurushartayangakanjatuhpadaan<lk 
yang akan diangkat sebagai anak. 

(2) Hllk·hak pihak ketiga yang dipeng;:truhi oleh peng-.mgkatan 
anak, tertuoda, $ampai pengangkatan anak itu dilakukan, 
sampai paling lamaseJamajangka waktu tersebutdalam Pasaf 
12. 

Pun] 14 

Karena pcngangkatan anak putustah hak-hak kepetdataan 
yang berka.itan den gao garis kerurunan an tara orang lua kandung 
dan saudara setlarah dan dari garis samping dengan orang yang 
diangkat, kecuali tcrhadap : 

1". iara.ngan-1arangan pcrkawinan berdasarkan saudara sedarah 
dan garis samping; 

~. ketentuan·ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada 
garis keturunan; 

3°. ganti rugl biaya-biaya perkara dan sandera; 
4°. alat bukti pcrsaksian; 

5°. menjadi lUtk:.i mengcna.i akte otentik 

PuaJ 15 

( 1) Pengangkatan anak tidak dapat dilaku kan ra.npa didasarkan 
atas persctujuan. 

(2) Pengangkatan anak percmpuan dan pengangkaran anak 
dcngan cara lain kccuali dcngan akte notaris batal demi 
hukum. 

(3) Pengangkaran anak dapat dinyarakan bataJ jika benentangan 
dcngan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9 sar..au pasal lO ayat (2) dan· 
ayat (3). 

117 

. 
, r,; 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



Staatsblad 191~. No.129 
TWEEDE HOOFDSTUJ{ 

Van a:doptie 

5. (1), In~ een man, gehuwdofgehuwd geweestzijndc, 
geen wettige manneiijke nakomelingen in de mannelljke linle 
heeft, hetzij vleeschelijke hetzij adoptieve, kan lemand als :zijn 
zoon worden geadopteerd. (Chin. 6, 7, 15 

11
) 

(2). De adoptie geschiedt dobr den rrum ge:.wnenlijk 
metzijne echtgenoote, ofals zij nade ontbindingvan bet huwelijk 

plaats heeft. door hem alleen. (Chin. 10) . . 
(3). De weduwe, die nlet is hertrouwd, kan indten 

geen nakomelingcn a1s bedoeld in het cent~ lid van dit art. door 
haar overteden man zijn achtergclaten. temand als haar :r.oon 
adoprceren . Indien evenwel de overleden man biJ testament te 
kennen gegeven heeft, dat h!j geen zoodanige adoptie doonijne 
weduwe verlangt, za1 dezc niet kunnen pla."l.ts hebben (Chin. 15 ~). 

S. Geadopteerd mogen siechts worden ongebuwde 
kinderlooze Chincezen van bet mannelijke geslachr, die nog nlet 

door een andcr zijn geadopteerd (Chin. 5
2
>) 

7. (1). De te adopteeren person tOCtmin$tensachtttien 
jaren jonger :rljn dan de man, en minstens vjjftien jar en jonger 
dan getrouwde vrouw of de weduwe, die hem adopteert. 

(2). Ingeval van adoptie van een bloedverwant, wettigcn 
of natuurlijken, moet de geadoptet:r de nls zoodanig tot den 
gemeen schappelijken stamvander in dem:elfden graad van 
a£stammingkomen te staan, al.s waarin hij, voor de adoptie, tot 

dezen door geboorte stond. (Chin. 15'). 
8. Tot de adoptie wordt vereischt: {Chin. 15 '). 
1° de toestemming van den pcrsoon of de personcn dl 

adopteeren; ~ a. ingeval de te adoptceren persoon een wettig kind is 
de toeStemming van rijne ouders, of blj vooroverlijden van -een 
hunner van den tangstlevende, . met uit wndering van dt: 
moeder, die tot een volgend huwelijk is overgegaan: in dit geval, 
gelijk mede indien beide ouders zijn ovedcden, wordt voor de 
adoptie van een mindetjarige vereischt de toestemming van 

zijnnen voogd en van de weekskamer; 

.,. 

. • b. ingeval de, adopteeren persoon een na[UurlHk 
klnd IS: de toostemmtng van z;jnc ooders, indien hij door 
beide:n is crkend, de toes[emming van dezen; indien gcene 
erkenning heef't p!:aats gehad of de ouders, die erkcnd 
hebben, overleden :tijn~ wordt voor de adoptie van een minder­
j;trige ;,•ercischt de toestemming van zijnen voogd en van de 
wee.skatner; 

3° de toestemmingvan de teadopteeren pen:oon indien dezc 
den ouderdom van vijtienjaren heefi: bereikt; 

4~ inge.ill vanadoptiedooreeneWeduwc, aisbedoeJd in art. 
5 der,de lid, de toestemming van de meerdeljarige broeders en 
"f<ln den vader van haar overleden echtgenooi, en, bij ombrekcn 
vanderen, dan welwarmeergenoemde personen niet in Indoncsie 
gevesdgdzgn, van der m aaste in Ind oncsie gevcstigde mecrd crjarige 
mannelijke'bloed verwam:en van vaderszjjde van den overleden 
echtgenoot tot den vierden grnad ingcsloten (Chin. 10 ') 

9. (I) Octot$temm.ingderpcrsonen, bedoeld in4 ~vanhet 
vorige an. mits niet 1:!jnde de vader of de voogd van den te 
adoptecrert persoon kan, indien die toestemming niet verkrcgen 
wordt, zoomede bij onstciltenis oak van de aan hct slot dler 
bepaling bcdoelde bloedvcrwanten, worden vervangen doo:r ccne 
mac:htlging van den raad van justitie, in wiens rechtge:bicd de 
weduwe, die wenscht te adopteeren, Woonachtig is. 

(2) Op het daartoe door haa.r gedaan venock wordt 
door den mad \!'an justitie buiten vorm van proces en zonder 
hoogere voorzicning besUtst, na verhoof of behooriijke 
oproedingvan de personen, wiertoestemmingwordt vcreischt, en 
van wodanige andere a!s den raad van justitie nocdig zal voor 
komen. 

(3) Indien de te hooren pcr:;onen woonaduig zijn 
buiten het gewe.st (1) (J), waar de retel van den ra.1d v.m 
justitic gevesrJgd i!, kan dezc aan het hoofd van pl;~:atseiijk 
besruur (1) hct houden van hun verhoor delegecren, welke 
:unbwnanrhet deswegeop te maken procC£-Verhaal aan den mad 
van justiti.e z.aJ doen toekomen. 

(4) Het bij art. 334 van bet Burgerlijk Wetboek voor 
Indonesie bepaalde ten aanzien van de daarbij bedoeld biocd 
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verwanten of aangehuwden. is met bettrekking tot de in deze te 

hooren_personen van toepassing. 
(5) _Van de verk.regen rechterlijke machtiging wordt in 

de akte van adoptie melding gemaakt {Chin. 15 ') .. 

10. {1) Adoptie kan aileen bij notarieele akte geschieden 
(Chin. 15 3; Not 37 c). 

(2) Partijen verschijnen voor den notaris in persoon of 
bij eenen bijzonderen bij notarieele akte gevolgmachtigde (Chin. 

15'). 
(3) De personen in 4 ° van art. 8 bedoeld, behalve 

diegenevarihen, die alsvaderofvoogd den teadopteeren persoon 
in adoptie geeft, kunnen gezamenlijk ofieder afzonderlijk, hunne 
toestemming oak bij eene notarieele akte geven, van welke 
omstandigheid in de akte van adoptie wordt melding gemaakt. 

(Chin. 15 ') 
(4) Ieder belanghebbende kan vorderen, dat van de 

adoptie worde melding gemaakt op den kant der geboorteakte van 

de·n geadopteerde. 
(5) Het ontbreken echter dcr aanteekening van eene 

adoptie op den kant der geboorteakte kan aan het geadopteerde 
kind niet worden tegengeworpen, ten einde zijnen verkr!!gen staat 

te betwisten. 
11. De adoptie heeft van rechtswege ten gevolge dat de 

geadopteerde indien hij een anderengeslachtsnaamheeft dan de 
man als wiens zoon hijwordtgeadopteerd, den geslachtsnaam van 
dezen verkrijgt in de plaats van den zijnen. 

12. (1) Indien gehuwde Iieden eenzoon adopteeren, wordt 
deze geacht uit hun huwelijk te zijn geboren. 

(2} lndien de man na de ontbinding van zijn huwelijk 
een zoon adopteert, wordt deze geacht uit een door den dood 
ontbonden huwelijk van dien man te zijn geboren. 

(3). lndien de weduwe een zoon adopteert, wordt c:\eze 
gea~t uithaar huwelijkmetharen overt eden man te zijn geboren, 
met dien verstand echter, dat hij in de nalatenschap van den 
overledene, voor zoover den daarover niet bij uittersten wit heeft 
beschikt, slechts dan als erfgenaam wordt toegelaten, wanneer de 
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adoptie binnen zes maanden na bet overlijk den tot stand is 
gekomen, dan wei de weduwe binnen dien termijn de rechterlijke 
macht.iging, bedoeld in art. 9, heeft gevraagd en daarvan binnen 
een maand na het verleenen heefc gebruik gemaakt. 

13 (1) lndien een man overlijdt met achterlating eener 
tot adoptie bevoegde weduwe, is de weeskamer verplicht om aile 
noodige en dringende maatregelen in het werk tc stellen, welke 
vereischt worden tot het behoud en het beheer der goederen, 
welke aan den te adopteeren persoon zullen toekomen. 

(2) Rechten va::t derden, waarop de adoptie van 
invloed kan zijn, blijven, totdat de adoptie zal zijn tot stand 
gekomen, doch uiterlijk gcdurende de termijnen, bedoeld in het 
laatste lid van art. ·12, opgeschort. 

14. Door de adoptie vervaJien de burgelijk betrekkingen 
aan de natuurlijke afstamming ontleend, tusschen de oudcrs of 
hunne bloed-en aanverw"anten en den geadoptecrde, behalvc ten 
aanzien van : 

1 ° de verboden graden van bleed-en aanverwantschap bij 
huwelijk; 

2 ° de op de naruurlijke afstamming gegronde bcpalingen 
van strafrecht 

3 ° de compensatie van proceskosten en de gijzeling; 
4 ° Het getuigen bewijs; 
5° het optrende als geruige bij amhentieke akten. 

15. ( 1} Adoptie kan niet door onderlinge overeenstcmming 
te niet gedaan worden. 

(2) Adoptie van meisjes en adoptie op anclere"wijze dan 
bij notarieele akte is van rechtswege nietig (Chin. 6, 10). 

(3) De adoptie k.an worden nietigverklaard wegt=ns strijd 
met een der cwerige bepalingen van den art. 5, 6, 7, 8, 9, of het 
tweede en derde lid van art. 10. 
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UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perl!ndungan Anak 

ONOANG-UNDANG REPUBLIK XNDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2002 

TS:NTANG 

PERLINDUNGAN ANAl( 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESlO:EN REPUBLlK INDONESIA, 

a, bahwa Negarn Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap~t:iap warga 
negaranya, termasuk per!lndungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasl manusla; 

b, bahwa anak adalah amanah dan karunla Tutlan Yang Maha Ba, yang dalam d!rinya melekat 
harkat dan martabat sebagai man usia seutuhnya; 

c. bahwa anak adalah tunas, potensl, dan generas1 m11da penerus dta-dta peljuangan bangsa, 
mem!llkl peran strategis dan me.r.;mnyal dri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

ekslstensl bangsa dan negara pada rl"'isa de:pan; 

d. bahwa agar setiap anak kelak mampU memikul tanggung jawab tersebut~ maka Ia perlu 
mendapat kesempatan yang seluas~luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 
balk fis!k, mental maupun sostal, dan berakhlak mulla, perlu dllakukan upaya perllndungan 

serta untul<: mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemen"uhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasl; 

e, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejaht:eraan anak dlperlukao dukungan 
k;elembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya~ 

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenal amok dan 
secata khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berka!tan dengao perUndungan anak; 

g. bahwa berdasark;an pertlmbangan tersebut pada ht:ruf a, b, c, d, e, dan f perlu dltetapkan 
Undaog-undaog tentang Perlindungan Anak~ 

Mengingat: 

1. Pas:a120, Pasal 20A ayat (1). Pasal 21, P;)sal 288 ayat {2), dan Pasal 34 Undaog-Unclang 
Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945i 

2. Undang·undang Nomor 4 Tahun 1979 te.ntang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara 
Tahun 1979 Nomor 32, T<lmbahan lernbaran Negara Nornor 3143}; 

3. Undang-undang Nornor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan S.egala Bentuk Diskrlmlnasi 
terhadap Perempuan (Convention on 'The Elimination of all f!orms of DiScrimination Against 

Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Nomor 
3277); 

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak {Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 3, Tambahan tembaran Negara Nomor 3668); 
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5. Undang-undang Nome>r 4 Ta.t'!un 1997 te.ntang Penyandanq Cacat (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 9, Tambahan l.embaran Neg;:~ra Nomor 3670); 

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Il.O Convention No. 138 
Concemlng Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenal Usia 

Minimum untuk Dlperbo!ehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3835); 

7. Undang~undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasl Manusla (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahao len'lbaran Negara Nomor 3886); 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 
Concem!ng The Prohfblt!cn and Immediate Action for The E!Jminatlon of The Worst Forms of 

Child Labour (KonvenslllO No. 182 mengenal PE:larangan dan Tindakan Segera !Jengi"Japusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (lembaran Negara Tahun :2000 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); 

Oengan persetujuan : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: UNDANG~UNDANG TENTANG PERUNOUNGAN ANAK. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam undang·undang lnl yang dlmaksud dengan : 

1. Anak. adalah seseorang yang belum berusla IS (delapan belas) tahun, termasuk a oak yang 
-·maslh dalam kandungan. 

2. PerUndungan anak: adalah segala k.egiatan untuk meojamrn dan melindungi anak dan flak~ 
haknya agar dapat hldup, tumbuh, belic.embaog1 dan berpart.lslpas!, se<:ara optimal sesual 

dengan harkat dan marta:bat kemanuslaan~ serta meodapat perlindungan darl kekerasan dan 
dlskrlmlnasl. 

3. Keluarga adalah unit terkecll da!am masyarakat yang terdlrl dari suami lstri, atau suam! 
istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah 

da!am Qarls !urus ke atas atau ke bawal'l: sampal dengao derajat ketlga, 

4. Orang tua adalah ayah dan/atau lbu kandung, atau ayah dan/atau ibu tlrl, atau ayah 
dan/atau lbu angkat. 

S. Wall adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menja!ankan kekuasaan asuh 
sebaga! orang tua terhadap anak. 

6, Anak terlantar adalah anak yang tldak terpenuhl kebutuhannya secara wajar, balk fisik., 
mental, spiritual, maupun sosiat 

7, Anal< yang meoyandang cacat adalah anak yang mengalaml hambatan fist!< dan/atau 
mental seh!ngga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 
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8. Anak yang memilikl keunggulan ada!ah anak yang mEmpunyai kecerdasan luar blasa, atau 
memlllk! potensl dan,latau bakat istlmewa. 

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dlalihkan dati Jlngkungan kekuasaan lreluarga orang 
tua, wall yang sah, a tau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidlkan, dan 
membesarkan anak tersebut, ke dalam llngkunQan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan. 

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan 
blmblngan, pemellharaan, perawatan, peodldlkan, dan kesehatan 1 karena orang tuanya atau 

salah satu orang tuanya tldak mampu menjilmln tumbuh kembang anak secara wajar. 

11, Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh1 mendidik, memelihara, 
memblna, mellndungl, dan menumbuhkembaogkan anak sesuai dengan agama yang 

dlanutoya dan kemarnpuan, bakat~ serta mtnatnya, 

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasl manusta yang wajib d!jamin, dilindungl, dan 
dipenuhl oJeh orang tua, ke!uarga, masyarakat, pemerlntah, dan negara. 

13. Masyarakat adalah perseorangan, keiuarga, kelompok, dart organisasl soslaf dan/atau 
organlsasr kemasyarakatan. 

14. i>endamplng <:dalah pekerja soslal yang mempunyai kompe:tensl profeslonal dalam 
bldangnya. 

15. Pertlndungan khusus adalah perlindungan Yang diberlkan kepada anak da!am sltuasl 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minorltas dan terlsolasi, 
anak yang dleksp!oltasl secara ekonoml dan/atau sekSual, anak yang dlperdagangkan1 anak 

yang menjadl korban penyafahgunaan natk;otika, alkohoi, psikotropika, dan zat adfktif fainnya 
(napza)1 anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak.korban kekerasan bail~ fisik 

dan/atau mental, anak yang menya:ndang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 

16. Setlap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

17, Pemerfntah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintab Pusat dan Pemerlntah Oaerah. 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal2 

Penyelenggaraan periindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Uodang~Undang 
Oasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 serta prinsip~prinslp dasar Konvensl Hak-Hak 

Anak mellputi : 

a. non diskrlmlnasl; 

b. kepentinQan yan9 terbaik bagi anak; 

c. hak untuk hldup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anal<.. 
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Pasal3 

Perllndungan anak bertujuan untuk menjamln terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hldup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartlslpasl secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanuslaan, serta mendapat perlindungan darl kekerasan dan diskrimlnasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 

Pasal4 

Setlap anak berhak untuk dapat hldup, tumbuh, berkembang, dan berpartislpasl secara wajar 
sesual dengan harkat dan martabat kemanuslaan, serta mendapat perlindungan darl 

kekerasan dan diskrlmlnasi. 

PasaiS 

Setlap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 

Pasal 6 

Setlap anak berhak untuk berlbadah rnenurut agamanya, berpiklr, dan oerekspresi sesuai 
dengan tlngkat kecerdasan dan uslanya, dalam bimbingan orang tua. 

Pasal7 

(1) Setlap anak berhak untuk mengetahul orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 
tuanya sendiri. 

(2} Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang 
anak, atau anak dalam keadaan ter1antar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat 

sebagal anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketE'ntuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal8 

Setlap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jamlnan soslal sesual dengan 
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan scsial. 

Pasal 9 

(1) Setlap anak berhak memperoleh pendldlkan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadlnya dan tlngkat kecerdasannya sesuai dengan mlnat dan bakatnya. 

(2) Selaln hak anak sebagalmana dimaksud dalam ayat (1), khusus bag! anak yang 
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendldikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang 

memlllkl keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

PasallO 

Setlap anak berhak menyatakan dan dldengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 
memberlkan lnformasl sesual dengan tlngkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan 

dlrlnya sesual dengan nllal-nllal kesusilaan dan kepatutan. 
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Pasalll 

Setlap anak berhak untuk berlst\rahat dan memanfaatkan waktu luang, bergau! dengan anak 
yang sebaya, bermaln, berekreasl, dan berkreasl sesuai dengan min at, bakat, dan tlngkat 

kecerdasannya dem! pengembangan diri. 

Pasal12 

Setlap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabllitasi, bantuan sosial, dan 
pemellhataan tarat kesejahteraan soslal. 

Pasal13 

(1) Setlap anak selama da!am pengasuhan orang tua, wali, ..:tau plhak lain mana pun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perllndungan dari prel1akuan: 

a. diskrlminasi; 

b, eksploltasl, baik ekonoml maupun seksual; 

c. pene\antaran; 

d. kekejaman, k,ekerasan, dan penganiayaan; 

e. ketfdakadilan; dan 

f. perlakuan salah lalnnya. 

(2) Dalam hal orang tua, wall atau pengasuh: anak melakuk.an segala bentuk per!ak.uan 
sebagalmana dlmaksud dalam ayat (f), maka pe!aku dikenakan pemberatan hu!wman, 

Pasal14 

Setlap anak berhak untuk dlasuh oleh orang tuanya sendirl, kecuali jika ada a!asan dan{atau 
aturan hukt;:n yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ltu adalah de:ml kepentingan terbaik 

bagl anak dan merupakan pertimbangan te.rakhir. 

Pasal15 

Setlap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 

a. penyalahgunaan dal;;tm keglatan poHtik; 

b. peflbatan dalam sengketa bersenjata; 

c. pellbatan dalam kerusuhan sosial; 

d. pellbatao dalam peristlwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

e. pellbatan da!am peperangan. 

Pasal16 

(1) Setlap anak berhak memperoleh perlindungan dali sasaran penganiayaan, penyiksaan, 
atau penjatuhan hukuman yang tidak manuslawi. 

(2) Setlap anak berhak untuk memperoleh kebe:basan sesual dengan hukum, 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tlndak p!dana penjara anak hanya dllakukan apabl!a sesual 
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dengan hukum yang ber1aku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhlr. 

Pa5al17 

(1) Setlap ana~ yang d!rampas kebebasannya berhak untuk: 

a. mendapatkan pet1akuan setara manuslawl dan penempatannya dlpisahkan dart orang 
dewasa; 

b. memperoleh bantuan llukum atau bantuan lalnnya secara efektif dalam setiap tahapan 
upaya: hukum yang berlaku; dan 

c. membela dlrl dan memperolel'l keadlfan dl depan pengadilao anak yang objektlf dan tldak 
mernlhak dalam sidang tertutup untuk umum. 

(2) Setlap anak yang menjadl korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadafl;'ln 
dengan hukum berhak dlrahasiakan. 

Pasal18 

Setlap anak yang menjadl korhan atau pelaku tlndak pldana berhak mendapatkan bantuan 
hukum dan bantuan lalnnya. 

• 

Pasal19 

Setiap anak berkewajlban untuk : 

a. menghonllatl orang tua, wall, dan guru; 

b. menclntal keluarga, masyarakat, dan me.nyayangl teman; 

c. menclntal tanah alr, bangs:!!:~ dan negara; 

d. menunalkan lba.dah sesuai dengan aj~~n agamanya; dan 

e. melaksanakan eti!ca dan akhlak yang mulla. 

BABIV 

KEWA.liBAN DAN T ANGGUNG lAWAB 

Bagian Kes .. tu 

Umum 

Pasal 20 

Negara, pemertntah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan per1indungan anak. 

Bagian Kedua 

Kewafiban dan Tanggung Jawab 
Negara dan PemerJntah 
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Pant 21 

Negara dan pemer!ntah berkewajlban dan bertanggung jawab menghormat! dan menjamin 
hak asasl setlap anak taopa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelam!n, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau 

mental. 

Pasar 22 

Negara dan pemer1otah berkewajlban dan bertanggung jawab membefikan dukungan sarona 
dan prasarana datam penyelenggaraan perllndungan anak. 

Pasal23 

(1) Negara dan pemerlntah menjamln perllndungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak 
dengan mempert\atfkan hak dan kewajiban orang tua1 wafi, atau orang fain yang s~ara 

hukum bertanggung jawab terhadap aoak. 

(2) Negara dan pemerintah mengawasl penyelenggaraan perllndungan anak. 

Pasal24 

Negara dan pemerlntah menjamln ana'k: untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 
pendapat sesual ciengan usia dan tlngkat kecerdasan anak. 

Bag ian Ketiga 

Kewa]1bnn dan Tanggung Jawab Masyarakat 

Pasal 25 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dllaksanakan melalui 
keglatan peran masyarakat dalam pcnye!enggaraan perlindungan anak.. 

Bagian Keempat 

Kewajiban dan Tanggung Jawab 
Keluarga dan Orang Tua 

Pasal26 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 

a. mengasuh, memellhara, mendidik, da;n melindungl anak; 

b. menumbuhkemhangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 

c. mencegah terjad!nya perkawlnan pada usia anak-anak, 

(2) Dalam hal orang tua tldak ada, atau tidak dlketahul keberadaannya, atau karena suatu 
sebab, t!dak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajlban dan 

tanggung jawab sebaga!mana dlmaksud da!am ayat (1) dapat beralih kepada keluarga1 yang 
dllaksanakan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan yang ber1aku. 

BABV 
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KEDUOUKAN ANAl< 

Baglan Kesatu 

Identitas An.ak 

Pasal27 

{1) Ideotltas dlrl setlap anak han.IS cHberikan sejak kelahlrannya. 

(2) ldentltas sebagalmana dtmaksud dalam ayat (1) dltuangkan dalam akta kelahlran. 

{3) Pembuatan akta kelahlran dldasarkan pada surat keterangan dari orang yang men;;aks'1kan 
dan/atau membaotu proses kelahlran. 

(4) Oalam hal anak yang proses kelahlrannya tjdak diketahui, dan orang tuanya tldak 
diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut dldasarkan pada 

keterangan orang yang menemuk.annya. 

Pasal28 

(1) Pembuatan akta kelahlran menjadl tanggung jawab pemerintah yang dalam 
pelaksanaannya dlselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan}desa. 

{2) Pembuatan akta kelahrran sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) harus diberlkan paling 
lam bat 30 (tiga puluh:) hal'i terhltung sejak tanggal diajukannya pennohanan. 

(3) Pembuatan akta ke!ahlran sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenal biaya. 

(4) Ketentuan meogenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan ak,ta kelahlrao sebagalrnana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-unda'hgan. 

Bagian Kedua 

Anak yang Oilahirkan dari 
Perkawinan Campuran 

Pasal29 

(1) Jlka teljadi perkawlnan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga 
negara aslng, anak yang dllahirkan dar! perkaw!nan OO:rsebut berhak memperoleh 

kewarganegaraan dari ayah atau lbunya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
, undangan yang berlaku. 

(2} Dafam hal terjadl perceralan dari perkawlnan sebagalmana dlmaksud dalam ayat {1 ), anak 
bertlak untuk memlllh atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah 

satu dari kedua orang'tuanya. 

(3) Oa!am hal te.rjadi percera!an sebagalmana dlmaksud dalam ayat (2), sedangkan anak 
belum mampu menentukan pl!lhan dan ibt.lnya berkewarganegaraan Republlk Indonesia, deml 
kepentlngan terba!k anak atau atas permohOnan tbunya, pemerintah berkewajiban mengurus 

status kewarganegaraan R£pubUk lndonesia bagl anak tersebut. 

BABVI 
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KUASAASUH 

Pasal30 

(1) Dalam hal orat1g tua sebagaimana dlmaksud dalam Pasal26, melalaikan kewajibannya, 
terhadapnya dapat dllal<ukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dlcabut, 

(2) 11ndakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana 
dlmaksud dalam ayat (1) dllak.ukan melalut penetapan pengadlfan. 

Pasal31 

(1) Salah satu orang toa, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketlga, dapat 
mengajukan permohonan ke pengadllan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang 

pencabutan kuasa asuh ORJOQ tua atau melakukan tindakao pengawasan apabila terdapat 
alasan yang kuat untuk itu. . 

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat 
ketlga, tldak dapat melaksanakan tungslrwa, maka pencabutao k.uasa asuh orang tua 

sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) dapat juga dlajuk.ao oleh pejabat yang berwenang atau 
tembaga lain yang mempunyal kewenaogan untuk. ltu. 

(3) Penetapan pengadilan sebagalmana dlmaksud da1am ayat (1) dapat menunjuk orang 
perseorangan atau lembaga pemerintah{masyarakat untuk menjadi wall bagi yang 

bersangkutan. 

{4) Perseorangan ya09 melaksanakan peogasuhan anak 5ehagaimana dimakstid dalam ayat 
{3) harus seagama dengan agama yang dlanut anak yang akan diasuhnya. 

Pasal32 

Penetspan pengadllan sebagaimana dimaksud da!am Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya 
mernuat ketentuan : 

a. tldak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; 

b. tldak menghllangkan kewajlban orang tuanya untuk memblayai hidup anaknya; dan 

c. batas waktu pencabutan. 

BAB VII 

PE~WALlAN 

Pasal33 

(1) Dalam hal orang tua aoak tldak cakap melakukan perbuatan hukum1 atau tklak diketahul 
tempat tlnggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhl 

persyaratan dapat dituojul< sebagal wali dari aoak yang bersangkutan. 

(2) Untuk rncnjadl wall anak sebagalmana drmaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 
penetapan pengadllan. 

{3) Wall yang dltunjuk sebagalmana dlmaksud da!am ayat (2) agamanya harus sama dengao 
agama yang dlanut anak. 

(4) Untu~ kepentlngan anak, wall sebagalmana dlmaksud dalam ayat (2) wajlb mengelola 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



harta mutk anak yang bersangkutan. 

(5) Ketentuan mengenal syarat dan tata cara penun:jukan wa.li sebagaimana dimaksud dalam 
ayat {1) dJatur leblh lanjut dengan Peraturan Pemertntah. 

Pasal34 

Wall yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadl!an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33, dapat mewaklli anak untuk melakukan perbuatan hukum, balk dl dafam maupun di luar 

pengadllan untuk kepenungan yang terbaik bagl anak. 

Pasal-35 

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilao mengenaj wall1 maka harta 
kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balal Harta Peninggalan atau lembaga lato yang 

mempunyal kewenangan untuk ltu. 

(2) Balal Harta Penlnggalan atau lembaga lain sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) 
bertlndak sebagal wall pengawas untuk mewakili kepent!ngan anak. 

(3) Pengurusan harta sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dan ayat {2) harus meodapat 
penetapan 

Pasal36 

(1) Dalam hal wall yan;;: ditunjuk temyata dl kemudlan hart tldak cakap melakukan perbuatan 
hukum atau menyalahgunakan ke!ruasaannya sebagal wuli, maka status perwaliannya d!cabut 

dan dltunjuk orang lain sebagal waii melalui penetapan pengadllan. 

(2) Oalam hat waU men!nggal dun!a, ditunjuk orang lain ~ebagal wall melafui penetapan 
pengadilan. 

BAB VIII 

PEN:GASUHAN DAN PENGI\NGKATAN ANAK 

Bagian Kesatu 

Pengasuhan Anak 

Pasal37 

(1) Pellgasullan anak dltujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamln 
tumbuh kembang anaknya secara wajar, balk fislk, mental, spiritual, maupuo soslaf. 

(2) Pengasuhan anak sebagalmana dimaksud dalam ayat {1) dllakukan oleh lembaga yang 
mempunyal kewenangan untuk ltu, 

(3) Oalam hallembaga sebagalmana dlmaksud dafam ayat (2} berlaodasl(an agama, anal< 
yang dlasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadtlandasan lembaga yang 

bersangkutan. 

(4} Dalam hal penga.suhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, 
maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dlanut anak yang 

bersangkutan. 
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(5) Pengasuhan anak oleh fembaga dapat dllakuk.an dl dalarn atau di luar Pant! SoslaL 

(6) Perseorangan yang lng!n berpartislpas! dapat mela!ui tembaga-ternbaga sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). 

Pasal38 

(1} Pengasuhan anak sebaga!mana dlmaksud dalam Pasal37, ditaksanak.an tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenls kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 

hukum anak, urutan k.elahlran anak, dan koodisl fisik dan/atau mentaL 

(2) P!:ngasuhan anak sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui 
kegiatan blmbingan, pemellharaan, perawatan, dan pendidlkan secara berXeslnambungan, 
sert:a dengan memberikan bantuan blaya dan/atau fasllitas lain, untuk menjamln tumbuh 

kembang anak secara optimal, balk fislk, mental, spiritual maupun soslal, tanpa 
mempengaruhl agama yang dianut anak. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan Anak 

Pasal 39 

J (1) Pengangkatan anak hanya dapat dllakukan untuk. kepentingan yang terbaik bag! anak dan 
dllakt:kan berdasarkan adat keblasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang herlaku. 

J (2) Pengangkatan anak sebagatmana dlmaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan 
darah aotar'a anak yang dlangkat dan orang tua ktmdungnya, 

J (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak 
angkat, 

J (4) Pengangkatan af1ak oleh warg-a negara aslf1g hanya dapat dilakukan sebagai u!liJ~~ 
terakhlr. 

J (5) Dalam hal asal usul anak tldak diketahul1 maka agama anak disesualkan dengan a9ama -
mayoritas penduduk setempat. 

Pasal40 

(1} Orang tua angkat wajlb mcmberltahukan kepada anak angkatnya mengenai asat usulnya 
dan orang tua kandungnya. 

(2) Pemberltahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dllakukan dengan memperhatlkan kesiapan anak yang bersangkutan. 

Pasal41 

(1) Pemerlntah dan masyarakat tru.!:lakukan blmblngan dan pengawasan terlladap pelaksanaan 
pe:ngangkatan anak. 

(2) Ketentuan mengenal blmblngan dan pengawasan sebagaimana dlmaksud dalam ayat {1) 
dlatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB IX 

• 
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PENYELENGGARAAN PERliNDUNGAN 

Bagian Kentu 

Agama 

Pasal42 

(1) Setlap anak mendapat pertlndungan untuk beribadah menu rut agamanya. 

(2) Sebelum anak dapat mene:ntukan pl!lhannya, agama yang dlpe:luk anak mengikutl agama 
orang tuanya. 

Pasal43 

{1) Negara, pemerlntah, masyarakat, keluarga, orang tua, wall, dan lembaga soslal menjamln 
perllndungan anak dalam memeluk agamanya. 

(2) Perllndungan anak dalam memetuk agamanya sebagalmana dlmak.sud dalam ayat (l) 
melfputi pemblnaan, pemblmblngan, dan pengamafan ajaran agama bagl anak. 

Baglan Kedua 

Kesehatan 

Pasal44 

(1) Pemetintah wajib menyedlakan fasmtas dan menyeleng-garakan upaya kese:hatan yang 
kompreMnslf bagl anak, agar setiap anak memperoleh derajat keseheitan yang optimal sejak 

dalam kandungan. 

(2) Penyediaan fasllltas dan penyelenggaraan upaya kcsehatan secara komprehensff 
sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dldukung o!eh peran serta masyarakat. 

(3} Upaya kesehatan yang komprehensff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mellputl 
upaya promotlf, prevent!f, kuratlf, dan rehabllitatlf, balk untuk ~layanan kesehata:n dasar 

maupun rujukan. 

{4) Upaya kesehatan yang kQmprehenslf sebaga!mana dimaksud dalam ayat (1) 
dlse!enggarakan secara cuma·cuma bagi keluarga yang tidak mampu. 

(5) Pefaksanaan ketentuan sebagakna.na dlmaksud dalam ayat (1), ayat {Z), ayat (3), dan 
ayat (4) dlsesualkan dengan ketentuan peraturan penmdang~undangan yang ber!aku. 

Pasal45 

(1} Orang tua dan keltJarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak 
sejak dalam kandungan. 

{2) Dalam hal orang tua dan ke!uarga yang t1dak mampu melakSanakan tanggung jawab 
sebagail"nana dlmaksud dafam ayat (1), maka pemerintah wajib mernenuhtnya. 

(3) Kewajlban sebagaimana dlmaksud dalam ayat (2)1 pelaksanaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal46 
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Negara, pemerlntah, keluarga1 dan orang tua ~"aj!b mengusahakan agar anak yang lahir 
terhlndar dar! penyaklt yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menlmbulkan 

kecacatan. 

Pasal47 

(1) Negara, pemer!ntah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya 
transplantasl organ tubuhnya untuk pihak lain. 

{2) Negara, pemerlotah, keluarga, dan oraf\9 tua w.ajlb melindungi anak dari perbuatan : 

a. pengambllan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa mempe.rhatikan 
kesehatan anak; 

b. jual bell organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan 

c. penellt!an kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa sei:dn orang 
tua dan tldak mengutamakan kepentfngan yang terbalk bagi anak. 

Bagian Ketiga 

Pendktikan 

Pasal 48 

Pemerintah wajlb menyelenggarakan pend!dlkan dasar minimal9 (sembilan) tahun untuk 
semua anak. 

Pasal49 

Negara, pemetintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang selu.as­
luasnya ke.,ada anak untuk memperoleh pendidikan. 

pasaiSO 

Pendldlkan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal48 diarahkan pada : 

G. p~ngembangan slk:ap dan kemampuan kepribadlao anak, bakat, kemampuan mental dan 
Hsik sampal mencapal potensl mereka yang optimal; 

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manus!a dan k.ebebasan asast; 

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya1 bahasa dan ni!a!~nilainya 
sendrrt, n!lal·nllal nasion a! dl mana anak bertempat tlnggal, dari mana anak berasal, dan 

peradaban-peradaban yang berbeda~beda dari peradaban sendiri; 

d. perslapan anak untuk keh!dupan. yang bertanggung jawab; dan 

e, peogembangan rasa hormat dan cJnta tetiladap l!ngkungan hidup. 

Pasal 51 

Anak yang menyandang cacat flslk dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan 
akseslbllitas untuk memperoleh pendldikan b!asa dan pendldikan luar blasa. 

Pasat52 

Anak yang memlllki keunggulan dlberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk mempero!eh 

. 
~ .. ~-. 
' 
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pendidlkan khusus. 

Pasal53 

{1) Pemerintal1 bertanggung jawab untuk rnemberlkan biaya pendidikan dantatau baotuan 
cuma-cuma atau pelayanan khusus bagl anak dari keluarga kuraflg mampu, anak terlantar, 

dan anak yang bertempat t!nggal di daerah terpene!!. 

(2) Pertanggungj,awaban pemerlntah sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) termasuk pula 
mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 

Pasal54 

Anak dl dalam dan dl Ungkungan sekolah WaJ1b d!lindungl dari tindakan kekerasan yang 
dllakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya dl da!am sekolah yang 

bersangkutan, atau lembaga pendidikan lalnnya, 

Bagian Keempat 

Sosial 

Pasal 55 

{1) Pemelintah wajib menyelenggarakan pemellharaan dan perawatan anak terlantar, balk 
dalam lembaga maupun di luar lembaga. 

{2) Penyelenggaraan pemellharaan sebaga!maoa dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 
· oleh lembaga masyarakat. 

(3) Untuk menyelenggarakan peme!iharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga 
pemertntah dan tembaga masyarakat, sebaga!mana dimaksud dalam ayat {2), dapat 

mengadakan kerja sama der;gan b~rf?a:gai plhak yang terkait. 

(4) Oalam hal penyelengg;naan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat {3)1 pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sos:ial. 

Pasa155 

(1) Pemerlntah datam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan 
dan membantu anak, a9ar anak dapat : 

a. berpartlslpasi; 

b. bebas menyatakan pendapat dan berplk!r sesual dengan hat! nurani dan agamanya; 

c. bebas menerlma lnformaslllsao atau tertuUs sesuai dengan tahapan usia dan 
perkembangan anak; 

d, bebas bersertkat dan berkumpul; 

e. bebas berlst!rahat, bermalnt berekreas!, berkreasl, dan berkarya sen! budaya; dan 

f. memperoleh sarana berrnain yang memenuhl syarat kesehatan dan keselamatan. 

{2) Upaya sebagalmana d!maksud dalam ayat (1} dlkembangkan dan dlsesuaikan dengan 
usia, tlngkat kemampuan anak1 dao llngkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu 

perkembangan anak. 
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Pasal57 

Dalam hal anak terlantar karena sua ttl sebab orang tuanya melalaikan kewaj!bannya1 maka 
lembaga sebagalmana d!maksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang 

dapat mengajukan permohonao ke pengadilan untuk menctapkan anak sebagal anak 
terlantar. 

Pasal58 

(1) Pcnetapan pengadllan sebagaimana dimaksud da!am Pasal 57 sekafigus menetapl<:.an 
tempat penampungao, pemennaraan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkuta.n. 

(2) Pemerlntah atau lembaga yang diberl wewenang wajlb menyedlakan tempat sebagaimana 
dlmaksud dalam ayat (1). 

Bagian Kelima 

Pe.rlindungan Khusus 

Pasal 59 

Pemerintah dan lembaga negara lalnnya berk.ewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberlkan perflndungan khusus kepada anak dalam sltuasf darurat, anak yang berhadapan 

dengan hukum, anak dari .kefompok minotitas dan terlsofasi, anak tereksploltasi secara 
ekono:nl dan/atau seksuai. anak yang dfperdagangkans anak yang menjadi korllan 

penyalahgunaan narkotika, alkQhol, pslkotr'Opika, dan zgt adiktlf lainnya (napza), anak korban 
pencullkan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fislk dafl/atau menta11 

anak yang menyandang cacat, dan anak korban pertakuan salah dan penelantaran. 

Pasal60 

Anak dalam sltuas! darurat sebagalmana dtmak.sud dalam Pasal 59 tertiiri ata5: :. 

a. anak yang menjadl pengungsi; 

b. anak kotban kerusuhan; 

c. anak korban bencana afam; dan 

d. anak dalam s!tuasl konflik berse:njata. 

Pasal61 

Perllndungan khusus bag! anak yang menjadf pengungsi se:bagalmana dimaksud dalam Pas a! 
60 huruf a dllaksanakan sesual dengan ketentuan hukum humaniter. 

Pasaf 62 

Perllndungan khusus ba.gl anak k()rban kerusuhan, korban bencana, dan anal< dalam situasi 
ktmfl!k bersenJata sebagalmaoa dlmaksud dalam Pasal60 huruf b, hurur c, dan huruf d, 

dilaksanakan meialui : 

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdirl atas pan gao, sandaog, pemuklman1 pendidlkan1 

kesehatan, belajar dan berekreas!, jam!nan keamanan, dan persamaan pertakuan; dan 

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagl anak yang menyandang cacat dan anak yang 
mengalaml gangguan pslkososlal. 

' ~.-· 
• 
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Pasal63 

Sr:tJap orang dllarang merekrut atau mt,~:mperalat anak untuk kepentingan ml!lter dan/a tau 
lainnya dan membJarkan anak tanpa perl!ndung.an jiwa. 

Pasat64 

(1) Perl!ndungan khusus bagl anak yaog berhadapan deogan huk.um sebagaimaoa dlmaksud 
da!am Pasal59 meUputl anak yang berkonfllk dengan hukum dan aoak korban tlndak pidana, 

merupakan kewajlban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

(2) Perllndungan khusus bag I anak. yang berhadapan dengan hukum sebagalmana dimaksud 
dalam ayat (1) dltaksanakan meta lui: 

a. perlakuan atas anak secara manuslawl sesual deogan martabat dan hak-hak anak; 

b. penyed!aan petugas pendamp!ng k.husus atlak sejak dlni; 

c. penyedlaan sarana dan prasarana khusus; 

d. peojatuhan sanksl yang tepat: untuk kepentlngan yang terbaik bagl anak; 

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang 
berhadapan dengan hukum; 

f. pemberlan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan 

g. perlindungan dari pemberltaali identitas melalul media massa dan untuk menghindari 
labelisast 

(3) Perllnduogan khusus bagl anak yang menjadi kofban tlndak pldana seba:gaimana dlmak.sud 
dalam ayat (1) dllaksanakan me!nlul : 

a. upaya rehabiUtasl~ balk dalam lembaga maupun di !uar lembaga; 

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalul media massa dan untuk menghindari 
!abelisasi; 

c. pemberian jam!nan keselamatan bagl saksi korban dan saksi ahll, balk flslk, mental, 
maupun sosial; dan 

d, pemberian akseslbltltas untuk mendapatkan informasi me.ngenal pe.rkembangao perkara. 

Pasal65 

(1) Perllndungan khusus bagl anak darl kelompok mlnorltas dan terisolasl sebagalmana 
dimaksud datam Pasal 59 dilakukan melalul penyed!aan prasarana dan sarana untuk dapat 
men!kmatl budayanya sendlrl, mengakui dan me!aksaoakan ajaran agamanya sendirl, dan 

menggunakan bahasanya sendlri. 

(2) Setlap orang diJarang menghalang*ha!aogl anak sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) 
uotuk menlkmatl budayanya sendirl, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan 

menggunakan bahasanya sendlrl tanpa mengaba!kan akses pembangunan masyarakat dan 
budaya. 

Pasai 66 

(1) Perllndungan khusus bagl anak yang dleksploltas! secara ekonomi dan/a tau seksua! 
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sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawaD 
pemerintah dan masyarakat. 

(2) !1ert1ndungan khusus bag) anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dllakukan metalui : 

a. penyebar1uasan dan/atau soslallsasl ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
ber1<alta:n dengan perllndungan anak yan9 dleksploltasi secara ekonomr dan/atau seksual; 

b, pernantauan, pe!apora~, dan pemberian sanksi; dan 

c. pe21batan berbagallnstansl pemerintah, perusahaan, setik.at pekerja, lembaga swadaya 
masyarakat1 dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasl terhadap anak secara ek.onoml 

dan/atau seksur L 

(3) Setlap orang dllarang menempatkan, memblarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan eksptoltasl terhadap anak sebagaimana dlmaksud dtdam ayat (1). 

Pasal67 

(1) Per11ndungan khusus bagl anak yang menjadl korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
pslkotropfka, dan zat adlktlf laionya (napza) sebagalmana d!maksud datam Pasal 59s dan 

terlibat dalam produksl dan disttibuslnya, dllakukan melalu! upaya pengawasan, pencegahan, 
perawatan1 dan rehabllltasl oleh pemerintah dan masyarakat. 

(2) Setlap orang dllarang denga~ :engaja menempat:kan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 
mellbatkan anak dalam penyalahgunaao, produksl dan distribus! napza sebagalmana 

dlmaksud dalam ayat (1). 

Pasal68 

(1) Perllndungan khusus be~gl anak korban pencul!kan~ penjualan, dan perdagangan anak 
sebegalmana dlmaksud dalam Pasal 59 dnakukan melalut upaya pengawasan, pertlndungan, 

peocegahan, perawatan, dan rehab!litasi oteh pemerintah dan masyarakat. 

(2) Setlap orang dilarang menempatkan, memb!arkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut sert:a melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagalmana dlmak.sud 

dalam ayat (1). 

Pasal69 

(1) Perllndungan khusus bag! anak itorban kekerasan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal59 
meUputl kekerasan flsik1 pslkls, dan seksual dilakukan melalui upaya : 

a. penyebar!uasan dan soslalisas! ketentuao peraturan perundang-undangao yang mel!ndungi 
anak k.Orban tlndak kekerasan; dan 

b. pemantauan, pelaporao, dan pembertan sanksi, 

(2) Setiap orang dllarang menempat.kan, memblaritan, melakukan, menyuruh me!aku~n. 
atau turut serta meiakukan kekerasan sebagalmana dimaksud daJam ayat (1). 

Pasal70 

(1) Per11ndungan khusus bagi anak yang meoyandang cacat sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 59 dllakukan melalul upaya : 

a. perlakuan i.mak secara manuslawl sesual dengao marta~t dan hak anak; 

c -
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b. pe.menuhan kebutuhan~k.ebutuhan khusus; dan 

c, memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapat integrasi soslal 
sepenuh mungkln dan pengembangan lndivldu. 

(2) Setlap orang dllarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan meteka 
secara dlskrlminatif, termasuk labellsasl dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak 

yang menyandang cacat. 

Pasat71 

(1) Perllndungan khusus bagl anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebag,;simana 
dlmaksud dalam Pasal 59 dl!ak,ukan melalul pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 

rehabflltasl oleh pemerlntah dan masyarakat. 

(2) Setlap orang dilarang menempatkan1 memblarkanf melibatkan, menyuruh melibatkan 
anak dalam sJtuasl perlakuan Salah, dan penelantaran sebagaimana dlmaksud' dalam ayat (1). 

BABX 

PERAN MASYARAKAT 

P-.sal72 

(1) Masyarakat berhak memperoletl kest!mp~tan seluas-luasnya untok berperan dalam 
perllndungan anak, 

(2) Pe.ran masyarakat sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) diJakukan oleh orang 
perseorangan,lembaga pefilndungan anak, lembaga soslal ke:masyarakatan, lembaga 

swadaya masyarakat, lembaga pendldlkan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media 
massa. 

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai de.ngan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BABXI 

KOMISl PERLlNDUNGAN ANAK INDONESIA 

Pasal74 

Dalam rangka menlngkat.Xan efektlvltas penyelenggeraan perllndungan anak, dengan undang­
undang lni dlbentuk Komlsl Perllndungan Aoak Indonesia yang berslfat independen. 

Pasal75 

(1) Keanggotaan Komlsl Pertlndungan Anak Indonesia terdlr~ dar! 1 (satu) orang ketua, 2 
(dua) orang wakll ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (Uma) orang anggota. 

(2) l<eanggotaan Komlsl sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) terdirl darl unsur pemerintah1 

tokoh agama, tokoh masyarakat1 organlsasl sos!at, organlsasl kemasyarakatan, organlsasl 
profesl1 lembaga swadaya masyarakat, dunla usaha, dan kelompok masyarnkat yang pedull 

terhadap perllndungan anak, 

(.3) Keanggotaan Komist sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan 
diberhentlkan oleh Preslden setelah mendapat pert:lmbangan Dewan Perwakllao Rakyat 
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Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tlga) tahun, dan dapat diangkat kembal! untuk 1 
(satu) kall masa jabatan. 

(4) Ketentuan leblh lanjut mengenal kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan 
pemblayaan dltetapkan dengan Keputusan Preslden. 

Pasal76 

Komlsi Perllndungan Anak Indonesia bertugas : 

a. melakukan sosla!lsasl seluruh ke:teotuan perab.Jran perundang~undangan yang berkaitan 
dengan pertlndungan aoak, mengumpu!kan data dan lnformasi, menerlma pengaduan 
masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasl, dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak; 

b. memberlkan laporan, saran, rnasukan, dan pertlmbangan kepada Preslden dalam rangka 
perlindungan anak, 

BAB )(Jl 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal71 

Setlap orang yang dengan sengaja rnel<:kukan tlndakan : 

a. dlskrimlnasl terhadap anak yang rnengakibati<an anak f'l'\engalami ke:ruglan. balk materiil 
maupun moril sehlngga menghambat tungsl soslalnya; atau 

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, 
balk fiSik. mental1 maupun sosial, 

c. dipldana dengan p!dana penjara pallng lama S (lima) tahun dantatau dr:nda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta nApiah). - -

Pasal78 

Setlap orang yang mengetahul dan sengaja memblafkan anak dalam situasl darurat 
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal60, anak yang berliadapan dengan hukum, anak dart 

kelompok mlnorltas dan tertsolas!, anak yang tereksploltasl secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang dlperdagangkan, anak yang menjadl korban penyalahgunaan naf'i(otlka, a!kohol, 

pslkotroplka, dan zat adlkt!f lalnnya (napz:a), anak korban pena..!likan, anak kotban 
perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagalmana dimaksud dalam Pasal59, padahal 
anak tersebut memertukan pertolongan dan harus dlhantu, dipfd<ma dengan pldana penjara 
paling lamaS (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah}, · 

Pasal79 

Setlap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan 
sEbagalmana dlmaksud dalam Pasa! 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipldana dengan 

pldana penjara paling lama 5 {lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100,000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

Pasal80 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau 
pcnganlayaan terhadap anak, dfpldana dtmgan pldana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

. 
' . 
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(en am} bulan dan/atau denda pa11n!) banyak Rp 72.000.000,00 {tujuh puluh dua juta rupfah}. 

(2) Dalam l'lal anak sebagalmana dhnaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipldana 
dengan pldana penjara paling lama 5 (ltma)tahun dan/atau dent:la paling banyak. Rp 

100.000.000,00 (seratus juta ruplall), 

(3) Dalam hal anak sebagalmana dlmaksud dalam ayat (2} mati, maka pelaku d!p!dana 
dengan pldana penjara paUng lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah}. 

(4) Pldana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1}, ayat 
(2), dan ayat (3) apabl!a yang melakul<:an peoganlayaan tersebut orang tuaoya. 

Pasal 81 

{1) Setlap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
mernaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan (lrang lain, dlpldana dengan 
pldana penjara pallng lama 15 (ltma belas) tahun dan paling stngkat 3 (tiga) tahun dan deoda 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedil<it Rp 60.000.000~00 

(enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pldana sebagalmana dimaksud d.1tam ayat (1) beliaku puta bagl setiap orang 
yang dengan sengaja me!akukan tlpu musllhat, serangkalan kebohongan1 atau membujuk 

in'!ak mefakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Pasal82 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukcm kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tlpu mU$llhat, serangkalan kt:boMngan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau memblarkan dllakukan perbuatan c:abut, dipldana dengan pidana penjara paling lama 15 
(f!ma betas) tahun dan paling singkat 3 (tiga} tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000.00 (tiga ratus juta rupi~h) dar. paling sedlkit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah). 

Pasal83 

Set!ap orang yan9 memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk dirl sendlri atau 
untuk dljuat, dipidana dengan ptdana penjara paflng lama 15 (Uma belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tlga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 {tlga ratus juta rupiah) 

dan paling sedlkft Rp 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Pasat 84 

Se.tlap orang yang secara melawan hukum melakukan tr"aosplantasr organ dan/atau jaringan 
tubuh anak untuk plhak lain dengan maksud untuk menguntungkan dirl sendlli atau orang 

fain, dipldana dengan pldana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahiln dan/atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah}. 

Pasa£85 

(1) Setlap orang yang melaKukan jual bell organ tubuh dan/atau jarlngan tubuh anak dlpidana 
dengan pldana penjara paling lama 15 (!!rna belas) tahun dan{atau denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tlga ratus juta rupfah). 

(2) Setlap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambl!an organ tubuh dan}atau 
jar!ngan tubuh anak tanpa memperhatlkan kesehatan anak, atau penelttian kesehatan yang 

menggunakan anak sebagal objek penelitlan tanpa seizin orang tua atau tldak mengutamakan 
kepentlngan yang terbaik bagl anak, d!pidana dengan pldana penjara pallng lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau denda paling banyak RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

<---
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Menimbang: 

PERA TURAN PEMERJNr AH REPUBLIK INDONESIA 
NOMQR54TAHUN2007 

TENTANG 
PELAKSANAAN PENGANGKA TAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIOh'N REPUIILIK !NOONF.SIA, 

babwa untuk melaksanakan ketentu1111 mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur 
dalam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,. perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 

Mengingat : 
l. Pasal5 ayat (2) Undeng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang :Pedindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor I 09, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235}; 

MEMUTUSKAN : 

Menet.apkan : 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN 
ANAK. 

BAll I 
KETENTUI\N UMUM 

Pasal I 
DaJam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
I. Anal< angkat adal»h anal< )'>llg llalmya dialibbn dari Hngkung"' kek""""" keluarga 

orang tua, wali yang sah,. atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 
pendidikan. dan membesarkan anak tersebut. ke dalam lingkungan keluarga orang tua 
arlgkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan, 

2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalibkan seorang anak 
dari 1ingkungan kekuasaan orang tua. waH yang WI. atau orang lain yang 
bertang:gung jawab atas pentwatan, pendidikan da;l membesarkan anak terscbut, ke 
daiam lingkungan keiuarga orang tua angkat. 

3. Ornng tua adalah ayah danlatau ibu kandung~ atau ayah danlatau ibu tiri, atau ayah 
danlatau ibuangk:at 

4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik.. dan 
membesarkan anak berdasarkan pernturan perundang- undangan dan adat kebiasaan. 

5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang 
herbadan hukum yang menyetenggarakan pengasuhan anak terlantar dan Ieiah 
mendapat izin dari Menteri untuk me1aksanakan proses pengangkatan anak. 

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga. kelompok dan organisasi sosiat dan/at:au 
organisasi kemasyamkatan. 

7, PekeJja sosial ad.alah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh 1embaga 
pengasuhnn yang memiliki kompetensi peketjii8n sosial dalain pengangkatan anak. 

8, lnstansi sosial adalah ins:tansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat 
maupun di daerah. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggaraka.n urusan pemerintahan di bidang 
sosial. 

• 
I 
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Pasal2 
Pengangkalan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. yang dilaksanakan berdasarkan 
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturanperundang·undangan. 

Pasal3 
(l) Cnlon Qtang tua Mg.kat harus seagama dengtm agama yang dianut oleh calon anak 

angkat. 
{2) Dalam hal asal usul anak. tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan 

agama mayoritas penduduk setempat 

Pasal4 
Peogangkatan anak tidak memutuskan hubungan darahantara a.nak. yang diangkat dengan 
om.ng tua kandtmgnya. 

Pasal5 
Pengangkatan anak Warga Negarn Indonesia oteh Warga Negarn Asing hanya dapat 
dil.alctbn sebagal upaya terakhir. 

Pasal6 
(I) Orang tua angkat wajib memberi!ahukan kepada anak angkatnya mengenai asal:­

usulnya dan orang tua kandungnya. 
(2) Pembcritahua."l asal:-usul dan orang tua kandungnya sebagaimnna dimaksud pada ay{tt 

(1) diialrukandengan ~perhatikan kesiapan anak ymg bersangkula."l. 

BABII 
JENIS PENGANGKA TAN ANAK 

Pasal7 
Pengangkatan anak terdiri atas: 
a. pengangkatan anak antat Warga Negara Indonesia; dan 
b. pengangkatan anak. antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asiug. 

Bagian Pertama 
Pengangkatm Anak Antar Warga Negara Indonesia 

Pasal8 
Pengangkatan ana.k antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 
hurufa. meliputi: 
a. pengangkatan ~ak berdasarkan adat kebiasaansetempat; dan 
b. pengangka111n anak benlasari<an peraturnn perundangundangan. 

Pasal9 
(I) Pengangkatan anak berdasatkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal S huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilalalktm dalam satu komunitas 
yang nyata·nyata masih melakukan a.dat dan kebiasaan dalam kehidupan 
betmasyarak>t 

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan :retempat dapat dimohonkan 
pe-pan pengadilan. 

PasallO 
(I) Pengangkatan anak berdasarkan pe,.turnn perundang-undangan seb>gajmana 

dimaksud dalam Pasal 8 hWllf b mencalrup pengangkallln anak '"""" langsung dan 
pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. 

(2) Pengangkatan anak betdasarkan pernturan perundang..undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilalrukan melalui penelapan pengadilan. 
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BagianKedua 
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia 

Dengan Warga Negara Asing 

Pasa.l I J 
{ 1) Pengangkatan anak aHara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufb1 meliputi: · 
a. pengangkatan anak Warga Negara. Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan 
b. pengangkatan anak Warga Negam Asing di Indonesia oJeh Warga Negara 

Indonesia. 
(2) Pengangkaian anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil:ikukan melalui putusan 

pengadHan. 

BAB Ill 
SY ARAT·SY ARAT PBNGANGKATAN ANAK 

P>sall2 
(I) Syamt analc yang akan diangb!. meliputi: 

a. belwn berusia 18 (delapan belas) lahun; 
b. merupakan anak terlantar atau ditclantarbn; 
c. bemda dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan 
d. memeriukan perlindunga.1 khusus. 

(2) Usia anak angkat sebagaima:nadimaksud padaayat (I} hurufa meJiputi: 
a. anak belwn berusla 6 (enam)tahun, merupakanprloritas utama; 
b. anak berusia 6 (enam} tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua be1as) tahun. 

sepanjang ada alasan mendesak:; dan 
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 {delapan 

bclas) tahun. sepanjanganak memer!ukan per1indungan khusus.. 

P>sall3 
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat~syarat: 
a. schatjasmani dan rohani; 
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lUna) 

lahtm; 
c. beragama sama dengan agama caJon anak angkat; 
d. ®rkelakuan baik dan tidak pemah dihuk:um ka.rera me1akukao tindak kejahatan; 
e, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun~ 
t: tidak merupakan pasangan sejenis; 
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; 
h da1am keadaan mampu ekonomi dnn sosial; 
i. memperoteh persetujuan anak dan izin tertutis orang tua atau waE ana.k; 
j, membuat pemyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan 

terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perllndungan anak; 
k, adanya laporan sosia1 dati peke!ja sosial setempat; 
t teiah mengasuh ca!on anak angkat paling singkat 6 (enarn) bulan, sejak izin 

pengasuhan diberikan; dan 
m memperoleb izin Menteri danlatau kepa!a instansi sosiaf. 

P>sal14 
Pengar~gkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimam 
dimaksud dalam Pasal I I ayat (1) huruf a, hams memenuhi syam: 
a. memperoleh izin tertulis darl pemerintah neg&{a as a! pemohoo melalui kedotaan atau 

perwak.ilan negara pemohon yang ada di Indonesia; 
b. memperoleh izin tertuUs dari Menteri; dan 
e. melalui lembaga pengasuhan anak. 
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BagianKedua 
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia 

Dcngan Warga Negara Asing 

Pasalll 
(1) Pengangkatan anak mtara Warga Negarn JnOOoesia dengan Warga Negant Asing 

sebagaimana dimaksud dalam: Pasal7 hwufb, meliputt: 
a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia ofeh Warga Negara Asing; dan 
b. peogangkattm anak Warga Negara Asing di Indonesia oleb Warga Negara 

1ndonesia. 
(2) Pengangkatan anak s.ebagaJmana dimaksud pad3: ayat (1) dilakukan melalui putusan 

pengadilan. 

BABlll 
SYARAT-SYARATPENGANGKATANANAK 

Pasall2 
(I} Syarat anak yang akan diangkat, meiiputi: 

a. belum berusia IS {delapan belas} tahun; 
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 
c. berada datam asuhan ke:luarga atau dalam Jembaga pengas.uhan annk; dan 
d. memerlukan perlinduntfht kbusus. 

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a metiputi: 
a anak belum berusia 6 (enam)Wlun, merupakanprioritas utama; 
b. aoak berusia 6 (ettarn) tatnm sampai deogan belum berusia 12 (dua betas) tahun, 

sepanjang ada alasan mendesak; dan 
c. anak berusia 12 ( dua betas:) tahWl sampai dengan bc1um berusia 18 ( delapan 

belas) tahun, sepanjang.anak memerlukan perlindungan khusus. 

Pasal13 
Calon orang tua angkat hams memenuhi syarat-syamt: 
a schatjasmani dan rohan~ 
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lUna) 

o!h\lll; 
c. berag.amasama dengan agamaca1on anak angkat~ 
d. beri<elakuan baik dan tidak pernah dihukum kama melakulwt lindak kejahatan; 
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 
£ tidak mcrupakan pasangan sejenis; 
g. tid.ak atau belurn mempunyai anak atau banya memlliki satu orang anak; 
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosi'al; 
i memperoleh persetujuan anak dan izin tertuJis omngtua atau wali anak; 
j. membuat pemyat:aan tertutis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan 

terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 
k. adanya laporan sosial darl pekerja sosial setempat; 
1 telah mengasuh calon anak ang.kat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin 

pengasuhan diberikan; dan 
m memperoleh iz.in Menteri danlatau kepala insLansi sosiaf. 

Pasall4 
Pengangkatan anak Watga Negara Indonesia Qleh Warga Negam Asing sebagaimana 
dimaksud dalam Pasalll a)lat(l) huruf a. harus memenuhl syarn.t: 
a. memperolch izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau 

perwakilan negara pemohon yang ada di tndonf."Sia; 
b. memperoleh izin tertulis darl Menteri; dan 
c. melalui lembaga pengasuhan anak. 
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Pasal15 
Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sehagaimana 
dimaksud dalam Pasalll ayat (1) hurufb, harus mernenuhi syarnt: 
a. mempcroleb persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan 
b, memperoleh persetujuan tertulis dati pem-erintah negara asal anak. 

Pasallo 
{I) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara 

Indonesia setelah mendapat i.zin dari Menteri. 
(2) Pemberian izin sebagajmana dimaksud pada ayat {l) dapat didelegasikan kepada 

kepala instansi sosial di provinsi. 

Pasal17 
Se1ain mememJhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua 
angkat Warga NegaraAsingjuga harus memenuhl syarat: 
a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun; 
b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negam pemohon; dan 
c. membuat pemyataan tertuiis melaporkan perkembangan anak kepada untuk 

Departemen Luar Negerl Republik Indonesia mclalui Perwaldlan Republik Indonesia 
seteropat. 

Pwl!8 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pers.yaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa1 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasat 15, P:asal 16, dan Pass.! 17 diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

BABIV 
TATACARAPENGANGKATANANAK 

Bagian Pertama 
Penga.ugkatnn Anak Antar Warga Negara Indonesia 

Pasal 19 
Pengangkatan anak secara adat kebiasaan ditakukan sesuai dengan tata C;aTa yang berlaku 
dl dalam masyamkat )'ll!lll bersangku<an. 

Pasal20 
(l) Permohonan pengangkatan anal< yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke 

pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. 
(2) Pengaililan menyampaikan s1.dinan penetapanpengangkatan anak Ire instansi terkait. 

Pasal21 
(J) Seseorang dapat mongangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jamk waktu 

paling slngkat 2 (dua) tahun. 
(4) Dalam hal ealon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat di!akukan 

sekaligus dengan saudata kembamya oleh calon orang tua angkat 

BagianKedua 
Pengangkatan Anak Antam Warga Negara Indonesia 

Dengan Warga Negara Asing 

Pwl22 
(I) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oJeh Wruga Negara Asing 

yang telah memenuhi pers:yanltan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan 
pengadilan. 

(2) Pengadilan menyampa.ikan salinan putusanpengangkatan anak ke instanst terkait. 
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Pasal23 
Pennohonan pcngangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara 
Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22, 

Pasal24 
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirbn di wilayah Indonesia 
maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri 
harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12. 

Pasal25 
(I) Dalam proses perizinan pengengkatan aruk, Menteridibantu oleh Tim Pertimbangan 

Perizinan Pengangkatan Anak. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Pemturan Menteri, 

BABY 
BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK 

Pasal26 
Bimbingan terbadap pelaksruwm pengangkatan anak dilakukan o!eb Pemerintah dan 
masyarakat melalui kegiatan: 
.. penyuluhan; 
b. koll$\lltasi; 

-c. konseling; 
d. penda.mpingan; dan 
e. pelatihan. 

Pasal27 
(I) Penyuluhan sebagaimnna dima.ksud da!am Pasa1 26 huruf a dimaksud.luul agar 

masyamkat mend.apatkan informasi: dan memahami tentang pernyaratao, prosedur dan 
tal& """' pelaksanaan peng<mgloltan analc 

(2) Penyuluhan sebagaimaruulimaksud pada l\)'at (I) bertujuan untuk: 
a. mcningkatkan pemahaman tentang pengangk.atananak; 
b. menyadarl akibat dati pengangkatan anak; dan 
c. terlaksananya pengangkatan anuk sesuai dengan peraruran perundang-tmdangan. 

Pasal28 
(I) Konsulta.si sebagaimana dimaksud da!am Pasal 26 huruf b, dimaksudkan lllltuk 

membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan caJon orang tua angkat atau 
pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkat<"n anak 

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untulc: 
a. mernberik:~ informasi tentang peng,angkatananak; dan 
b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak. 

Pa.sal29 
(I) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk 

membantu mengatasi masalah datam pengangkatan anak. 
(2) KonseUog sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertujuan untuk: 

a. membantu memahami pennasaJahan pengangkatan anak; dan 
b. memberikart altematif pemecahan masalah pengangkatan anak. 

Pasal30 
(I) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf d dimaksudkan untuk 

membantuke1ancaran pelaksanaan pengangkatan anak. 
(2) Pendampingan sebagmmaoa dimaksud pada ayat (I) bertujuan untuk' 

a. meneliti dan rnenganalisls pennohonan pengangkatan anak; dan 
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b. memantau perkembangan anak dalampengasuhan orang tua angkal 

Pasal31 
(I) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam P""'l26 hurufe dimaksudkan agar peluga; 

memi1iki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak. 
(2) Pelatihan sebagalmana dimaksud pada ayat (!) bertujuan untuk: 

a. meningkatkan pengetahuan mengcnai pengangka.tan ttnak; dan 
b. meningkatkan kelerampiian dalam pengangkatananak. 

BABVI 
PENGAWASANPI:\LAKSANAANPENGANGKATANANAK 

Pasal32 
Pengawasan dilaksanakan agar tidak teJjadi penyimpangan atau pelanggaran dabun 
pengangkattmanak. 

Pasa!JJ 
Pengawasan dilaksanakatt untuk: 
a. meneet¢\ pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan ataupe1anggarnn pengangkatan anak; dan 
c. meman!au petaksanaan pengangkatan anak. 

Pasa!34 
Pengawasan dilaksanakan terhadap: 
a. orang perseorangan; 
b. lemboga pengasulum; 
c. rumah sakit bersalin; 
d. pralctek-pralctek kebidanan; dan 
e. panti sosial pengasuhan anak. 

Pasai3S 
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan olch Pemerintah dan 
masyarakat 

Pasal36 
Pengawasan ¢leh Pemcrlnttth scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh 
Deparromen SosiaL 

Pasa!37 
Pengawasan oleh ~arakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan anta.ra 
lainoleh: 
e. orang pen;eornngan; 
b. ke!uarga; 
e. keloffipok; 
d. lernboga peegasuhan anak; dan 
e. lembaga perlindungananak. 

Pasa!38 
(l) Dalam hal t<:Jjadi atnu diduga terjadi penyitnpangan atau peiiUlggarnn terhadap 

pelaksanaan pensangkatan anal<, masyarakat dapat mclakukan pengaduan kepada 
aparat penegak hukum danlntau Komisi Perlindungnn Anak Indonesia. instansi sosial 
seterrpat a tau Menteri. 

(2) Pengadu.an diajukan secara tertJJils disertai dengan identitas dlri pengadu dan data 
awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran. 
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BABVII 
PELAPORAN 

Pasal39 
Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua a.ngkat dan 
perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau 
kepala instansi sosial setempaL 

Pasal40 
Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. orang 
tua angkat hams me!aporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri 
Republik Indonesia metalW Perwakilan Repubfik Indonesia setempat paling singkat 
.sekali da.lam 1 (satu) tahun. sarnpai dengan anak berusia 18 (delapan belas} tahun. 

Pasal41 
Semua administmsi yang berkaitan dengan pengangkatan ~ bernda di departemen 
yang bertanggung jawab di bldaog SQsial. 

Pasal42 
Ketentuan lebih tanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan. dan pclaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturnn 
Menteri. 

BAB Vlll 
KETENTUAN PERAL!HAN 

Pasal43 
Pada saat berlakunya ~wran Pemerlntah ini, semua pe:raturan perundang-nndangan 
~ berk&ltan den,g:an p"elaksanaln pengangkatan anak tetap berfak:u sepanjang tidak 
bertentanga..'l dengan Peraturan Pemerinlah ini. 

!lAB IX 
KETENTUAN PENIJTUP 

Pasal44 
Peraturan Pemerlntah ini mulai berlaku pada tanggal diunda.ngkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, ll'lemerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan peoempatannya dalam Lembatao Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal3 Oktober 2007 

Diretapkan di Jakarta 
pada tanggall Oktobec 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ud 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
Ud 
AND! MATIALATIA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2007 NOM OR 123 . 

---···---~ ------·---
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PENJELASAN 
ATAS 

PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR 54 T AHUN 2007 

TENTANO 
PELAKSANAAN PENOANOKATAN ANAK 

I. UMUM 
Anak merupakan lx:lgian dari generasi muda, penerus cita-cita petjuangan bangsa dan 
sumber daya ma:nus:ia bagi pembangunan nasiomd. Untuk mewujudkan sumber daya 
manusla ImJonesia yang berlrualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang 
berlangswtg secara terus menerus demi kelangsungan bidup, pertUmbuhan dan 
perkembangan ftSilc, mental dan sosiaJ anak 
Kondisi ekonomi nasiona1 yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi 
p<t<konomian keluarga dan berdampak pada tingkat kes<;jahteraan anak Indonesia. 
Kenyataan yang kita jumpai sehari-harl di dalam masyarakat masih banyak dijumpa.i 
anak-anak yang hidup dala.m kondi.si yang tidak menguntungkan,. dimana banyak 
ditetnuJ anak jalanan. anak terlantar, yatim piatu dan a.nak penyandang cacat dengan 
berbagai pennasa1ahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan. 
pembinaan danperlindungan. tWk darl pihak Pemerintah maupun roasyarnkat. 
Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan tedwlap anak te1ah ditindak 
lalliuti dangan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahoo 2002 tenlang 
Perlindungan Anak. Undang..Und:ai'Jg ini mengatur tentaog ~ upaya yang 
diJ.akukan daJam rangk.a perlindtmgan. pemenuha.n hak-hak dan peningkatan 
kesejahteraan anak. Salah satn sotusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud 
yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang, mampu untuk melaksanakan 
pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak banya dapat dilakuka.n bagi 
k<:pentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peratman perundang.undangan 
yang berlakudan/at.au be.rdas.arkan pads. adat kebiasaan setempat. 
Mengingat banyaknya pcoyimpangan yang teljadi dalam masyarakat atas pelaksanaan 
pengangkalan ani~~<, yaihl pengangkatan annk dilakukan lanpa melalui prosedur yans 
benar~ pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah teljadi jual beli organ tubuh 
annk 
Untuk itu, pedu pengatunm tenlang pelal<=aan pengangkatan anal<. baik yang 
dil2kukan oleh Pemerintah maupun oleh masyamkat, yang dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah. 
Pemturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dahm pelaksanaa.n pengangkatan 
anak yang men<al<up ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, sy.,.,.syamt 
pengangkatan anak, tala eara pengangkatm anak:, bimbingan dalam pe!aksanaan 
pengangkntananal<. pengawasan pelaksanaan pe~lan annk dan pelaponm. 
Dengan berlakunya Pentturan Pemetintah ini juga dimaksudktut agar penpgkatan 
anak dilsksanakan sesuai doogan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
dapat mencegah tetjadinya penyirnpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dn.n 
meningkatkan kesejahte.raan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi 
annk 

U. PASAL DEMI PASAL 
Pasall 
Cukup jelas. 
Pasal1 
Culrup jelas. 
Pasa13 
Ayat (I) 
Cukup jelas. 
Ayat(2) 
Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan. 
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Pasal4 
Cukup jelas. 
Pasat 5 
Culrup jelas. 
Pasa16 
Cukup jelas. 
Pasa17 
Cukupjela<. 
Pasa18 
Cukup jelas. 
P ... l9 
Culrup jelas. 
Pasal JO 
Ayat (I) 
Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara Iangsung" adaiah pengangkatan 
anak yang dilakukan oJeh calon orang toa angkat terbadap <:alon anak angkat yang 
berada langsung ®lam pengasllhan orang tua kandung. 
Yang dimaksud dengan "'pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anakn 
adalah pengangkatan anak yung ditakukan oleh calon orang tua aogkat terhadap caJon 
anak atJgkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang dituQjuk oleh 
Menteri. 
Ayat(2) 
Cul.."Up je1as. 
Pasal11 
Cuk:up jelas. 
PaS$112 
Ayat(l) 
Cuk:up jelas. 
Ayat(2) 
Hurufa 
Cukup jelas. 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan "sep:anjang ada alasan mendesak" seperti anak korban 
bencana, anak pengungsian dan sebagainya Hal ini dilakukan demi kepentingan 

terbaik bagi ""'"'· Hurufc 
Yang dimak:sud dengan "'anak memedukan perlindungan khusus" adalah anak dalam 
situasi daru.rat, anak yang berbadap:an dengan hukum, anak dari kelompok minoritas 
dan terlsolasi; anak tereksploitasi S<ara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alk<liiDl, 
psikotropika.. dan .zat adiktif lainnya (napza); anak korban penwlika14 perijualan dan 
perdagangan; a.nak korban kekerasan baik flsik danlatau mental; anak yang 
menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan perelantaran. 
Pasa! 13 
Cukup jelas. 
Pasall4 
Cukup je!as. 
PASllllS 
Cukup jelas. 
Pasall6 
Ayat (!) 
Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal'' adalah sesoorang yang berstatus tidak 
menikah ataujandalduda. 
Ayat(2) 
Cukup jelas. 
Pasall7 
Cukup jelas. 
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Cuklfljelas. 

{:ukupjelas. 

Ayat(l) 

Ayat (2) 
~ ------- -----· ........... , •••a.&lll.c:amtul 1'\.gung TJICJa.tut t'an.Jtera 

Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
.. ----- -"·t:o· ..... •• ........ pa.n~:<IIII;;U Luar Negen, LJepartemen 

Keseh~ Dep~emen Dalam Neg::ri, Kejaks;;:an Agung dan Kepolisian Republik 

Pasalll 

----..-~---· 

Pasall2 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 
Lihat penjelasan Pasa.J 20 ayat (2). 
Pasa123 
Cukup jelas. 
Pasa124 
Cukup jelas. 
Pasal25 
Ayat (I) 
Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim 
yang dibentuk oleh Menteri, yaug bertugas memberikan · pertimbangan dalam 
memperoleh izin pengangkatan a.'lak dan beranggotakan perwakilan deri instami 
yang terkait 
Ayat(2) 
Cukup jelas. 
Pasal26 
Hurufa 
Cukup jelas. 
Hurufb 
Cukup jelas. 
Hurufc 
Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap 
konsultasi dalam halterjadinya permasalahan pengangk:a1an anak. 
Hurufd 
Cukup jelas. 
Hurufe 
Cukup jelas. 
Pasal27 
Cuk:upjelas. 
Pasall8 
Cukup jelas. 
Pasal29 
Cukup jelas. 
Pasal30 
Cukup jelas. 
Pasal31 
Cukup jelas. 
Pasal32 
Cukup jelas. 
Pasa133 
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CWmpjeias. 
Pasal34 
Cukup jelas. 
Pasal3S 
Cukup jelas. 
Pasal36 
Cukup jelas. 
Pasal37 
Cukup jelas. 
Pasal38 
Ayat(l) 
Komisi Pertindungan Anak Indonesia adaJah suatu badan yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahwt 2002 lenl>ng Perlirnlungan Anak yang bertugas: 
L Me1akuktm sosialisasi selutUh ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 

berkaitan dengan pertindungan anal<., mengumpulkan data dan inf'onnasi, 
meneritm pengaduan masyarakat. melakukan penelaahan, pemantauao, evaluasi, 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraanperlindungan anak. 

2. Memberikan laporan, sasaran, masuk.an, dan pertimbangan kepada Presiden 
dalam rangka perlindungan anak. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 
Pasal39 
Cukup jeli15. 
Fasal40 
Cukup jelas. 
Pasal41 
Cukup jelas. 
Pasal42 
Cukup jelas. 
Fasal43 
Cukup jelas, 
Pasal44 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMllARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768 

I 
I 

Tinjauan Yuridis..., Anastasia Yoria Kastanya, FH UI, 2009



PENETAI'AN 

No.129/Pdi/P/200fo/PN. Ugr 

DEMl KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Ncgeri Bogar y;mg memeriksa dan mcngaditi perkara perkara 

Perdata tc!ah menjatuhkan Putusan/Penetapan sebagai berikut dalam perkara 

permohomm atas nama : 

ACEP SOE:JOED!EKALLA dan YANI MULYANl 

Bertemp~t tingg~l di Sindangsari Rt/Rw 003/QtO Kcl.Kebon Kelapa Kec.Bogor 

Tengah Kota Bogor; 

Selanjutnya disebut scbagai PARA PEMOUON 

Pengadilan Negeri tersebut 

Set9lah membaca berkas permohonan lersebut; 

Setclah mendengar keterangan pemohon dan saksi ~saksi; 

Setelah merneriksa suraHmrat bukti ; 

Setclah membaca permobonan Para Pemohon tertanggal 26 De1ember 2006 

yang didafiarb.n di Kepaniteraan Pengadilan Negcri Bogor pada tanggal 26 

Desember 2006 dioawah Register No.l291Pr111P/20061PN.Bgr Para Pemohon 

mcngajukan pcrmohonan scbagai bcrikut : 

1. Bahwa Pari pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah di 

Serang pada t:anggal 2 Agustus 2000 (bukti Kutipan Akta Nikah 

No.405/05Nflll2000 tertangga12 Agustus 20bo); 

2, Bahwa dari pernikahan tersebut h!ngga kini belum dikaruniai seorang 

anakpun; 

3, Bahwa Para Perno han telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki 

yaog bernama GALANG OCTA RIZK!E MULIA lahir di Bogor pada 

!anggal 8 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahinm No.6989/2006 dari 

Catatan Sipll Kota Bogor dari seorang lbu bernama HANIDAH; 

4. Bahwa anak tersebut sekarang berada di tangan Pa.ra Pemohon 

berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak; 

5. Bahwa Para Pemohon akan selatu mendidik, membesarkan dan 

·mcmbcrikan kasih sayang. sehingga diharapkan anak tersebut nantinya 

akan bcrguna bagi dirinya sendiri, keluarga Nusa bangsa; 

I 

\-····~ 
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6. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh anak tcrscbut 

htngga dewasa; 

7. Bahwa dcmi kcpcntingan hukum Para Pemahon ingin ditetapkan scbagal 

orang tua angkat dari anak tcrscbut; 

8.. Ilehwa unluk maksud !ersebul diperlukan s.uatu Penetapan dari 

~eng.adi!an Negcri sclcmpat, dalam hal in( Pengadilan Negerl Bogor; 

Schubungan dengan hal tcrsebut para pcmohon mohon dengan hormat kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor sudilah kjranya. berkenan memeriksa 

permohonan pcrnohon dan selanjutnya memberikan penelapan sebagai berikut 

1 '. Mengabulka:'l permohonan Para Pemohon; 

2. Menyatakan sah pengangka.tan anak yang dilakuke.n oleh Para Pemohon 

ACEP SOF..JOEI)!EKALLA dan N.YANI MULYANI remadap 

seorang anak lald~laki yang bernama GALANG OCTA RlZKIE 

MULIA lahir di Dogor pada tanggal 8 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan 

Akta Kelahiran No.69S9/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 

Kola Bogor tertanggal 21 Desember 2006 , dari seorang Ibu bemama 

HANIDA!I; 

3, Memeriotahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boger untuk 

rr:engirimknn salinan resmi Pcnelapan ini kepada Kantor Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dlcatat dalam register yang 

diperuntukkan un!uk Hu; 

4. Membebankan biaya permohonan ini kepa!la Pemohon; 

Meulmbang, bahwa pada hari sidang yan~ ditetapkan Para pemohon datang 

menghadap sendiri dan setelah pcrmcihonan para pemohon dibacakan 

dipersidangan para pemohon menyalakan tetap pada permohonannya; 

Menimbang, bahwa uniuk menguatkan dalit permohonannya para pemohon 

dipersidangan rnengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu : 

1. Fotokopi Kartu Taoda Pendurluk alas nama 

SOEJOEDIEKALLA tertanggai2J September ZOOS (bukti P.l); 

ACE!' 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk alas nama N.YANI l>1ULYANI 

tertanggal22 Juni 2004 (bukti P.2); 

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertaoggal 20 Nopember 2006 dari Suhayat 

dan Hanidah (bukti P.J); 

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para pemohon No.405/05!Ylll/2000 

tanggal 2 Aguslus 2000 (bukti P.4): i 
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Fotokopi Kutipan Akta Kclahiran atas nama GALANG OCTA IUZKlli 

MULlA (bukti P.S); 

Folokopi Kartu Kelu;;rga a< as nama Para Pcmohon (bukll P.6); 

Fotokopi Surat Kelerang;;n Pcnghasilan atas nama N.YANl MULYANl 

tertaugg~l Dcsember 2006( bukli P.7). 

Dahwa surat-surnt bukti tcrscbut te!ah discsuaikan dengan aslinya dan !ciah 

dibubuhi bea materai sccukupnya; 

MenimbAng, bahwa dipcrsidangan Para Pemohon mengajukan 2 {dua} orang 

saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan berjanji. bernama: 

THOMAS SA UDALE 

Kelerangannya pada pokoknya sebagai berikut : 

bahwa saksi rnasih ada hubungan keluarga dengan pemohon sebasai 

kakak !par; 

bahwa para pcmohon semenjak menikah hingga kini belum dikaruniai 

anak: 

bahwa para pemohan pada. sekitar bulan Nopember 2006 telab 

menerima penyeffihan scorang anak)aki-taki berumur bebcrapa bulan 

yang bernama GALANG OCTA IUZKIE MULIA, dati seorang lbu 

bcrnama HAN!DAII; 

bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu untuk mendidik, 

membesarhn dan mengasuh anak !ersebut: 

INGGRID FERDINANDUS. 

bahwa sakst kenal dengan para pemohon tetapi tidak ada hubungan 

kelunrga; 

bahwa para pemohon semenjak meni!cah hingga kini belum dikaruniai 

anllk; 

bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah 

menerima penyerahan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan 

yang bernama GALANG OCTA RIZKIE MULIA, dari seorang Ibu 

bcrnama HANIDAH; 

bahwa para pemohon sepengetahuan saksi rnarnpu untuk mendidik. 

membesarkan dan mengasuh anak tersebut; 
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Mcnimbang. bahwa bcrdasarkan kelenmgan [Hira pcmohon dihubungkan 

dcngan kctcrangan pant s.1ksi serta l suraHurat bukti yang diajukan 

dipcrsidaogan. tnaka pil.tn pcmohon re!ah berhasil membuktikan dalil 

permohonannya dan pcrmohonan para pemohon tidak bcrtentangan dengan 

PerattJran Hukum yang bcrlaku; 

Mcnlmbang, bahwl\ pcngangkatan anak terscbut dliakukan oleh Para Pemohon 

guna masa depan anak tcrscbut diharapkan masa depan anak tersebut akan lebih 

baik ; 

Menimbang, bahwa para pemohon mampu dan cakap untuk 

mcngasuh dar. membesarkan anak yang bert1ama 

GALANG OCTA RIZKJE MULIA; 

Menimbang, bahwa para pernohon telah berllasil membuktikan dalil 

permohonannya n~~ka permohonan Pam Pemohon patut U'ltuk dikRbulkan; 

Menimbang. bahwa permohonan para pemohon dikabulkan, maka para 

pemohon dibcbani untuk membayar biaya perkara: 

Memperhatikan Fassl-pasal dari Perataran hukum yang bersangkuum; 

MENETAPKAN; 

J. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 

2. Meny;;takan sall pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon 

ACEP SOEJOEDIEKALLA dan N. YANl MULYANl techadap 

scorRng ani\k Jaki-laki bernama GALANG OCTA RIZK1E MULlA 

lahir di Dogor pada tanggal 8 Oktober 2006 bcrdasarkan Kutipan AJda 

Kclahi ·ran No.6989/2006 yang dikeluarkan otch Catatan Sipil Kota 

Bogar tertanggal 2l Desember 2006 dari seorang Ibu bemama 

HANIDAH; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dogor uotuk 

mengirimkan salinan rcsmi Pcnetapan ini kepada Kantor Kependudukan 

dan Catatan Sipil. Kota Bogo~ .. agar dicatat dalam register yang 

diperuntukkan untuk ltu; 

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.79.000,m(tujuh puluh semhilan ribu rupiah); 
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SALINA!! 

:;'O'l'OY.OJ.'l 

Biaya-bie.ya. : 

TAHGGAL 

D An I 

129/Pd t/P/2006/PN ,ll6r ---

11 JArlUARI 2007. -------­

PEHGADILAH Hl'DMII lJOOQH.-

DIBUA'l' SESUAI DENGAH ASLitffA TAJlGGAL :-

24 JAIIUAIU 2007. ----------------------

DIKllLUARKAll UtlTUK DA!f ATAS PilllldiiiTAAll -

l?IIIAK : PAilA PE'..!Ol!Ol! ( ACEP SOEJOEDIE!lALLA 

dan N. YAlll HULYAlll) ; -----------------

Bo0or, 24 JA.tlUAiti 2007. 

) 

- 1 e g e s • .......... Up. 1 .. 250,~ 

- Materai. ······~··· Rp. 6.000,-
- Reda.ksi.~ ooooaooooo Rp~ 3.000,-
----------------------------------J u m 1 a h ....... Rp. 10.250,-

Telah diboye:r di Bendahara/Kas 
puda tuaBual 24 JAllUARI 2001.-

I 
\.-~ .. --·-
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•===4 
SEBZLAS 

DemikiMiah ditetapkan dl UOGOR pat!a hari : K A M I S tanggaV d::IG~ 

~~ bulan .TANUARl lahun DUA RIDU TUJUII olch kami 

KAMARUDDIN S1MAN,JUNTAK. Sll Hakim Pcngadilan Negeri Bogor 

penetapat! maoa pada hari itu juga diu(;apkltn dimuka sirlang yang terbuka 

untuk umum oleh hakim !ersebut dengan dibantu oleh IGNATIUS SUTEDJO 

Pani1era Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut. 

H A K I M, 

H.d 

IGNATIUS SUTEDJO. f>J\lJARUDDIN SIMA!IJUNTAK,Sll 

' 

j 

L_ 
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